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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah kaum Muslim banyak yang punya perhatian besar
terhadap Al-Qur’an Al-Karim sebagai pedoman hidup untuk keselamatan
di dunia dan akhirat. Dalam hal ini terimplementasi dalam kehidupan
sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, dan keuangan; semuanya telah
dipengarubhi kitab suci tersebut. Bukan setiap bentuk kegiatan alam pikiran
dan perbuatan yang pernah dikenal oleh manusia dalam kehidupan materiil
dan rohani telah beroleh kebaikan dan kemaslahatan.

Salah satu ajaran Islam yang paling menonjol adalah keberpihakan
terhadap keadilan dalam segala sisi dan dimensinya. Baik berupa keadilan
politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nilai-nilai keadilan merupakan
inti ajaran Islam yang berusaha melahirkan rahmat bagi semesta alam
(QS Al-Nisa [4]: 135).! Di antara keadilan yang demikian diperhatikan Islam
adalah keadilan dalam bidang ekonomi.

Ada beberapa unsur penting dalam keadilan sistem ekonomi Islam
yang harus senantiasa menjadi faktor perhatian kita semua, yaitu keadilan
dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Ideologi kapitalisme pada tingkat
implementasi melahirkan politik ekonomi kapitalisme. Ideologi sosialisme

Lihat dalam Lembar Dakwah Syariah, tulisan Samson Rahman, M.A., Edisi Kedua/
Oktober 2003.



marxisme juga akan melahirkan politik ekonomi sosialisme marxisme.
Demikian juga agama Islam. Sebab Islam merupakan ideologi. Ideologi juga
melahirkan politik ekonomi Islam.

Gairah tumbuhnya bank-bank syariah telah memberikan harapan bahwa
kegandrungan pada bank yang manusiawi ini sedang berhembus sangat baik.
Dan Islam ini menunjukkan bahwa ajaran Islam benar-benar berpihak pada
keadilan yang semestinya.

Demikianlah pengantar penulis kami sampaikan, semoga risalah ini
membawa manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan.

Hasbunallah wa ni‘mal wakil ni’mal mawla wa ni’mannashir.

Penulis,
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PENDAHULUAN

ﬁah Swt. telah memberikan aturan kepada umat manusia menyangkut
ubungan horizontal dan vertikal, yakni suatu peraturan yang istimewa
(yang menyelamatkan umat manusia), mengatur hubungannya dengan diri
sendiri, dengan orang lain, dan dengan Penciptanya yang telah memberinya
nikmat-nikmat yang berlimpah-ruah. Allah Swt. telah mengabarkan bahwa
siapa saja yang berjalan lurus di atas peraturan Ilahiyah, maka akan lurus pula
segala kehidupannya; dalam bidang politik, sosial, pemerintahan, ekonomi,
dan sebagainya. Firman-Nya:

/,///_,3.//'// A /’f" -7
@L}Q%Mmdlu@lw
Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu
menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk

daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat
dan tidak akan celaka.” (QS Thaha [20]: 123)



2 BAE U panN s, Wil Je Ty0ail T
Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama
Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar
(rezeki yang banyak). (QS Al-Jinn [72]: 16)

Sistem Ilahi yang tinggi ini telah diterapkan pada umat manusia
dalam jangka waktu yang cukup lama, sejak zaman Rasulullah Saw. setelah
berdirinya Daulah Islam di Madinah al-Munawwaroh hingga akhirnya
eksistensi negara ini dengan tergulingnya pemerintahan. Bani Utsman pada
tahun 1924 M. Dalam bidang ekonomi, sistem Ilahi ini telah diterapkan di
negara tersebut; terlepas dari adanya penyimpangan dan kekeliruan yang
terjadi, dengan sukses dan berhasil mewujudkan kebaikan, kesejahteraan,
dan kemakmuran hidup.

Peraturan ini telah berhasil merealisasikan keadilan, keamanan, dan
kebaikan kepada masyarakat. Bukti yang amat jelas untuk ini adalah berbagai
peninggalan yang masih dapat disaksikan sampai hari ini, misalnya: adanya
panti-panti anak, yaitu pondok-pondok yang disediakan bagi mereka yang
melakukan safat (ibnussabil), tempat-tempat peristirahatan di jalan-jalan
raya, atau rumah-rumah khusus untuk memberi makan kaum kafir miskin
yang masih ada di kota-kota penting seperti Baghdad, Istambul, Hebron,!
dan Al-Quds (Terussalem). Belum lagi ribuan jilid kitab-kitab induk dalam
bidang fikih yang berbicara tentang perikehidupan manusia dan hukum-
hukum yang mengatur segala urusan mereka.

1Al-Qa’ie, No. 02, tahun 1, 1-31 Oktober 2000, hlm. 34-35.
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KEPEMILIKAN DAN INVESTASI
PERSPEKTIF SYARIAH

enurut Abdurrahman al-Maliki? bahwa menyamakan manusia dalam

kepemilikan tanah merupakan perkara yang tidak mungkin terjadi.
Sebab menyamakan semua kepemilikan itu tidaklah mungkin. Sama saja,
apakah itu kepemilikan tanah atau lainnya. Akan lebih tidak mungkin lagi
terjadi pada kepemilikan tanah. Mengingat menyamakan kepemilikan itu
tidak mungkin, maka jelas realistis dan juga tidak dapat diterapkan. Manusia
menurut karakteristik fitrahnya diciptakan berbeda-beda kekuatan fisik
dan akalnya dan berbeda pula alam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.
Menyamakan antara mereka tidak mungkin terjadi. Sebab kalau mereka
dipaksa menyamakan kepemilikan barang dan jasa melalui kekuatan
penguasa otoriter maka hal itu tidak mungkin membuat mereka sama dalam
menggunakan harta, produksi, dan alam pemanfaatannya. Dan tidak mungkin
menyamakan tingkat pemenuhan kebutuhannya. Dengan memperhatikan
hal itu, menyamakan manusia dalam kepemilikan itu merupakan hal yang
tidak mungkin diterapkan. Ia merupakan teori utopis.?

2Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, terj. Ibnu Sholah (Bangil: Alizzah,
2001), cet. I, him. 49-51.

3Berbeda-bedanya manusia dalam penguasaan fasilitas-fasilitas dan alat-alat produksi
merupakan perkaya yang pasti dan alami. Jika mereka disamakan dalam penguasaannya,
maka ia telah berbuat zalim kepada orang yang lebih besar dalam mengerahkan tenaganya
dan lebih kuat bekerja ketika disamakan dengan orang yang sedikit mengerahkan tenaga



Dengan demikian, jelas kepemilikan manusia terhadap sesuatu, mungkin
untuk produksi dan konsumsi atau untuk keduanya secara bersamaan tidak
mungkin selain dari keduanya. Produksi tergantung dengan kemampuan
melakukannya. Sedang konsumsi masalahnya tergantung dengan pemenuhan
kebutuhan melalui sesuatu yang hendak dikonsumsinya. Masing-masing
dari keduanya itu tidak ada hubungan dengan ada atau tidaknya persamaan.
Namun, hubungan dengan produksi atau tidak. Terkait dengan konsumsi
yaitu ada tidaknya manfaat (utility) yang dapat memenuhi kebutuhan pada
sesuatu yang hendak dimilikinya dan adanya kemungkinan pemuasan bagi
orang yang hendak memiliki sesuatu. Mewujudkan persamaan kepemilikan
ini tidak mungkin meski dengan pemberian. Dengan demikian, menyamakan
kepemilikan dilihat dari aspek ini juga perkara yang tidak mungkin.

Hal ini terkait dengan kepemilikan secara umum, di antaranya
penguasaan tanah.* Adapun dengan tanah maka produksinya bagian dari
karakteristik pembentukannya, sebagaimana tumbuhnya rambut dan gigi
merupakan bagian dari pembentukan manusia. Bagian dari karakteristik
pembentukan tanah pertanian adalah munculnya tumbuh-tumbuhan
meski tidak ada seorang pun yang menanamnya. Tumbuh-tumbuhan ini
apa pun jenisnya merupakan produksi tanah pertanian. Produktivitas tanah
merupakan bagian tidak terpisahkan dari karakteristik pembentukan tanah
pertanian. Artinya memiliki tanah itu hanya untuk produksi pertanian, sebab
kepemilikannya memang terbatas pada tanah.

Apabila persamaan itu termasuk dalam penguasaan tanah pertanian,
maka hal ini akan mengeluarkan tanah yang dimiliki oleh orang-orang
yang tidak mampu bekerja, lemah dan lemas. Akhirnya berdampak pada
berkurangnya produktivitas tanah. Keberadaan orang-orang tidak mampu,
lemah dan malas pada setiap umat dan bangsa adalah perkara yang pasti
ada. Memasukkan persamaan dalam penguasaan tanah akan membawa pada
terabaikannya tanah dan berdampak pada kurangnya produktivitas tanah.
Hal ini berarti mengeluarkan tanah pertanian dari posisi pokoknya yaitu
sebagai sumber produksi dan mengancam kepemilikan itu sendiri. Sebab

dan tidak kuat bekerja. Dengan demikian, menyamakan manusia dalam kepemilikan
adalah suatu kezaliman (kejahatan). (Ibid. 49).

*Tiga perkara yang tidak terarah untuk mendapatkannya: 1) air, 2) rerumputan,
dan 3) api.” (Riwayat Abu Hurairoh, HR Ibnu Majah; lihat Jami’ al-Shaghir karya Imam
Jalaluddin al-Suyuthi, (Ttp: Syirkah al-Nur Asiyah, tt), Juz I, hlm. 138.
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tanah pertanian dimiliki hanya untuk produksi. Jika produksi itu diabaikan,
maka eksistensi kepemilikan tanah tersebut benar-benar terancam. Dengan
demikian, menyamakan manusia dalam kepemilikan tanah membawa pada
berhenti dan lemahnya produksi, yaitu berdampak bahaya yang besar.

Menurut Abdurrahman al-Maliki,® persamaan dalam penguasaan tanah
sebagaimana persamaan dalam penguasaan lainnya itu tidak realistis, tidak
adil, dan utopis. Di samping itu sangat berbahaya, sehingga secara umum
tidak layak dikaji dalam masalah penguasaan tanah. Bahkan harus dijauhkan
ketika mengkaji masalah kepemilikan tanah pertanian. Dari sini tampak
sekali kesalahan kajian topik yang mereka namakan reformasi pertanian,
yakni mendistribusikan kembali penguasaan tanah di antara manusia secara
sama. Demikian juga kajian tentang masalah yang oleh manusia dinamakan
dengan feodal, yakni kepemilikan tanah yang luas kemudian mendistribusikan
kembali dengan sama, sebab menyamakan dalam kepemilikan itu berbahaya.
Sebab kajian kepemilikan tanah tidak terkait dengan masalah luas atau
sedikitnya kepemilikan tanah (oleh seorang warga negara), namun terbatas
pada masalah produktivitas tanah.

Investasi dalam prinsip syariah harus bermuara pada tujuan mulia,
yaitu semua harta yang diinvestasikan harus punya nilai manfaat dan dapat
diberdayakan untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan sampai meninggal
dunia pun bisa dijadikan ladang pahala bagi yang menginvestasikan harta
tersebut. Itulah bagian dari shodaqah jariyah demi kepentingan masyarakat
dan umumnya.

Pemahaman Pemilikan

Kepemilikan berkaitan dengan harta kekayaan; harta kekayaan merupa-
kan harta pemberian Allah yang melalui berbagai macam cara dilakukan
oleh manusia baik itu halal maupun haram. Ketika dikaruniai rezeki yang
halal, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menginfakkan sebagian
hartanya.®

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan,
yakni sesuatu dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kepemilikannya.

5Op.Cit., hlm. 50-51.
SLihat QS Al-Baqarah [2]: 227.

Bab 2 Kepemilikan dan Investasi Perspektif Syariah 5



Dalam Islam seseorang yang memiliki harta merupakan suatu amanat, karena
semua harta pada hakikatnya kepunyaan Allah Swt. Manusia hanyalah diberi
wewenang untuk mengolah harta yang akan dipertanggungjawabkannya di
akhirat. Jadi kepemilikan manusia tentang harta di dunia bersifat amanat
yang dibebankan kepada manusia dari Allah sebagai pemilik Mutlak.

Menurut etimologi (lughawt), pemilikan’ (al-milkiyyah /al-milk) merupakan
mashdar (verbal) dari kata malakayamliku, berarti penguasaan terhadap
sesuatu.?

Pendapat Abu Zahra mendefinisikannya sebagai:

“Sebuah hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak
menggunakan sejauh tanah ada larangan ”.°

Maksud hak khusus dalam definisi ini adalah, selain pemilik dilarang
memanfaatkan barang ataupun benda dimaksud tanpa izin (yang punya).
Larangan dimaksud mencakup: pertama, karena belum mampu (nags al-
ahliyyah) seperti anak kecil, dan kedua karena pada miliknya tersebut terdapat
milik orang lain (karena berkongsi) atau karena barang/benda yang dipegang
adalah barang/benda gadaian orang lain.

Dari definisi di atas pada dasarnya memiliki esensi dan substansi,
yaitu (1) adanya hubungan khusus antara pemilik (al-Malik) dan yang
dimiliki (al-Mamluk), sehingga pihak yang bukan pemilik tidak berhak
mempergunakan ataupun memanfaatkannya tanpa seizin pemilik resmi.!°
Hubungan antara pemilik dengan barang miliknya dan segala konsekuensinya
merupakan hubungan sosial, di mana kesadaran merupakan persyaratan,

"Prof.K.H. Wahab Afif, M.A. Cenderung mempergunakan term pemilikan dari dua
term kepemilikan, karena imbuhan ke-pe-an jarang dipergunakan dalam tata bahasa
Indonesia baku. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilikan, bermakna proses, cara,
atau perbuatan memiliki. Kajian pemahaman pemilikan ini dinukil dari Prof. K.H. Wahab
Afif, MA, Pengantar Figh Mu’amalat Mengenal Sistem Ekonomi Islam, (Serang: MUI Prov.
Banten, 2003), hlm. 26-31.

8Lihat Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sadr, 1990) cet. X, hlm. 492 dan al-
Fairuz Abadi, dan Al-Qamus al-Muhith, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 858.

Lihat Abu Zahrah, Al-Milkiyyah wa al Nazhariyyah al-Aqd fi al-Syariah al-Islamiyah,
(Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1996), hlm. 64.

"Hal ini sesuai dengan kaidah Ushuliyyah yang berbunyi: “Seseorang tidak boleh
mengoperasikan harta seseorang kecuali melalui izin, pembolehan secara syar’i atau
melalui perwalian”. Lihat, Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-Adliyyah,
jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 15.
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bukan hubungan fisiologis yang tidak punya ikatan dengan kesadaran
dan ketidaksadaran;'! (2) adanya legalisasi syara’ sebagai barometer yang
dipergunakan dalam mensahkan pemilikan, bukan budaya atau faktor
kelayakan suatu masyarakat tertentu. Bilamana pemilikan tersebut diakui
menurut syara’, maka pemilikan dianggap sah, demikian pula sebaliknya,
Jadi, pemilikan tidaklah mutlak, akan tetapi dibatasi oleh syara’. Hal ini
berbeda dengan Undang-undang Hukum Perdata Mesir pasal 11 dan 27,
yang mendefinisikan pemilikan sebagai; “Hak untuk memanfaatkan dan
mengelola hartanya secara mutlak”.’? Definisi pemilikan yang mendekati
hukum Islam adalah, yang dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia (KUHPer) pasal 570, hanya saja barometernya adalah
undang-undang yang berlaku di Indonesia.'?

Menurut Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A.* bahwa bagi hukum Islam ada
dua hal penting dalam pemilikan yang harus sesuai dengan kriteria syara’
yaitu, pemilik (al-malik) dan yang dimiliki (al-mamluk), dalam hal ini adalah
harta. Dalam pandangan Ulama Ushul al-Figh membagi ahliyyah menjadi
dua bentuk, ahliyyah al-ada dan ahliyyah al-wujud, ahliyyah al-ada, adalah
kecakapan tindakan hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk
dapat dipertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat
positif maupun negatif. Apabila mengerjakan perbuatan yang dituntut
syara’ baik berbentuk hak-hak Allah maupun berbentuk tindakan perilaku
sesama manusia yang timbul, maka dianggap telah memenuhi kewajiban dan
untuk itu diberi pahala. Tetapi, apabila melanggar tuntunan syara’, maka ia
berdosa dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya.'® Ukuran dalam
menentukan seseorang yang telah memiliki ahliyyah al-ada adalah akil balig
dan cerdas.'® Sesuai firman Allah Swt.:

""Behesti, Kepemilikan dalam Islam, terj. Lukman Hakim dan Ahsin Muhammad,
(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 10.

2Muhammad Faruq al-Nabahan, Al-Ittijah al-Jama iy fi al-Tasyri al-Latishadi al-Islamy,
(Beirut: Muassasasal-Risalah, 1984), hlm. 170.

BProf K.H. Wahab Afif, M.A., Op.Cit., hlm. 28.

41bid.

1>Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Figh, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah
Syabab al-Azhar, t.th), hlm. 136.

18Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), cet. III, him. 121.

Bab 2 Kepemilikan dan Investasi Perspektif Syariah 7
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Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..... (QS Al-Nisa [4]: 6)

“Cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi
dengan mengeluarkan sperma (mani) untuk pria dan haid untuk wanita,
bertanggung jawab serta dapat memilah mana yang baik dan buruk.

Bentuk kedua adalah ahliyyah al-wujud, yang kecakapan seseorang untuk
menerima sesuatu yang menjadi haknya, namun belum cakap untuk dibebani
kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan harta kepada orang
yang memiliki ahliyyah al-wujud, maka ia telah cakap menerima hibah tersebut,
atau apabila harta bendanya dirusak oleh orang lain, maka ia dianggap cakap
untuk menerima ganti rugi.’” Ukuran yang digunakan dalam menentukan
ahliyyah al-wujud ini adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh
usia, baligh atau mumayyiz, cerdas atau dungu, laki-laki atau perempuan,
janin atau bayi, sakit atau sehat, sehat akal atau gila.'® Yang jelas, setelah
seseorang lahir ke dunia, ia memiliki sifat ini dan akan hilang seseorang lahir
ke dunia, ia memiliki sifat ini dan akan hilang apabila nyawa orang tersebut
hilang (wafat). Ahliyyah alwujud terbagi dua:

1. Ahliyyah al-wujud al-naqish (kurang sempurna), yaitu ketika seseorang
masih berada dalam kandungan (janin). Janin dianggap memiliki
ahliyyah al-wujud yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus
diterima belum dapat menjadi miliknya secara penuh sampai ia
dilahirkan dengan selamat walau hanya sesaat. Adapun hak-hak janin
tersebut adalah : (a) hak keturunan dari ayahnya; (b) hak waris (c) hak
wasiat yang ditujukan kepadanya; dan (d) harta wakaf yang ditujukan
kepadanya.?

Ibid., hlm. 117.
8Abd al-Wahhab Khallaf, Op.Cit.
YWahbah al-Zuhaily, Op.Cit., hlm. 118.
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2. Ahliyyah al-wujud al-kamil (sempurna), yaitu kecakapan menerima hak dari
seseorang yang lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal;
sekalipun kurang, seperti orang gila.*

Terdapat pula orang yang dilarang oleh syara’ untuk mengelola hartanya
bukan karena ia tidak memiliki sifat ahliyyah, melainkan karena kurang
sempurnanya kecakapan, yaitu orang yang balig tetapi gila, lupa, tertidur,
terpaksa,?! dungu, pailit, dan yang berada dalam pengampunan. Mereka
dilarang mengelola hartanya karena dikhawatirkan tidak mampu menjaga
kemaslahatan hartanya. Dalam keadaan seperti itu, segala tindakan hukum
atasnya dinyatakan tidak sah demi menjaga kemaslahatan diri dan hartanya.

Harta Milik Umum (Pengelolaan dan Pendistribusiannya)*?

Pada dasarnya listrik, air, padang rumput, dan barang-barang tambang,
termasuk minyak bumi penghasil BBM, dalam pandangan Islam tergolong
barang kepemilikan umum (milikiyah ‘ammmah). Zallum (1983) menyatakan
bahwa harta kepemilikan umum adalah harta yang telah ditetapkan
kepemilikannya oleh Allah Swt. untuk seluruh kaum Muslim atau milik
bersama umat. Allah Swt. memperbolehkan individu-individu untuk mengam-
bil manfaat harta tersebut, tetapi melarang mereka memiliki secara pribadi.
Dalam harta kepemilikan umum tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu
air, padang rumput, dan api.*

Di sisi lain, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Saw.
telah membolehkan penduduk di Thaif dan Khaibar untuk memiliki sumur
secara pribadi untuk minum, menyiram kebun, dan memberi minum ternak
mereka. Rasulullah Saw.tidak melarangnya karena sumur mereka kecil dan
tidak berhubungan dengan sarana umum.?*

2Abd al-Wahhab Khallaf, Op.Cit., hlm. 137.

#'Hadis Rasulullah Saw., “Diangkat (bebas hukuman) dari umatku yang bersalah, terlupa,
dan terpaksa”. Al-Shan’ani, Subul al-Salam, juz.Ill, (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), hlm. 345.

2Dikutip dari pendapat Ir. Kusman Sadik, M.Si. dalam tulisan Bubble Ekonomi dan
Politik ERonomi Islam. Lihat Al-Wa’l, No. 17 Tahun II, 1-31 Januari 2002, hlm. 31-33.

ZLihat juga dalam kitab Jami’ al-Shaghir karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi yang
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Huroirah dengan kalimat awal “Tsalaatsun
laa yumna ‘unna....”

24Ir. Kusman Sadik, M.Si., hIm. 32.
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Menurut Kusman Sadik?® ‘Illat sya’i dari dilarangnya menguasai air,
padang gembalaan dan apa, adalah bahwa ketiga-tiganya merupakan kebutuhan
umum ‘illat tersebut akan berlaku mengikuti ma’lulnya. Artinya, apa saja yang
bisa diperlakukan sebagai kepentingan umum dapat dianggap sebagai milik
umum. Demikian juga sebaliknya, apabila keberadaannya sebagai kepentingan
umum tadi hilang, meskipun telah dinyatakan dalam hadis tersebut, semisal
air, maka tidak lagi dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Berdasarkan
‘illat tersebut maka hutan, misalnya dapat dikategorikan sebagai harta karunia
Allah Swt. yang berupa kepemilikan umum.

Dalam keterangan lain disebutkan, Rasulullah Saw.bersabda: “Minna
munakhun man sabaq” Yang artinya: “Mina adalah tempat tinggal (munakhun)
orang yang lebih dulu sampai”.

Mina adalah tempat singgahnya para jamaah haji setelah menyelesaikan
wuquf di Arafah untuk melontar jumroh, menyembelih kurban hewan had,
dan bermalam di sana. Makna keberadaan Mina (munakhun) bagi orang yang
lebih dulu sampai adalah bahwa Mina milik seluruh kaum Muslim. Jadi, siapa
saja yang lebih dulu sampai pada satu bagian di Mina dan menempatinya
maka bagian itu adalah haknya. Artinya, Mina bukan milik pribadi tertentu
yang berhak atasnya walaupun ia datang belakangan. Contoh seperti ini
adalah orang yang lebih dulu tiba di masjid dan menempati shaf terdepan ia
tidak dapat diusir oleh siapapun, karena masjid adalah milik bersama kaum
Muslim. Demikian juga dengan lapangan umum, sungai, laut, danau, selat,
dan terusan.?

Lebih lanjut Ir. Kusman Sadik, M.Si., menerangkan bahwa, barang hasil
tambang yang jumlahnya tidak terbatas (jumlahnya sangat besar). Barang
tambang yang jumlahnya sedikit dan terbatas termasuk kepemilikan pribadi
yang boleh dimiliki secara perorangan. Rasulullah Saw. pernah memberikan
tambang di Hijaz kepada Bilal ibn al-Haris al-Muzanni. Tambang biji emas
dan perak dalam jumlah kecil dan terbatas boleh dimiliki secara pribadi.
Dari hasil galian tersebut, sedikit atau banyak, harus dikeluarkan khumus
atau seperlimanya (sebagai zakat rikaz) kepada Baitul Mal. Abyadh ibn
Hamal menuturkan bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah Saw. untuk
mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia

2Ibid.
26Ibid.
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pergi ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya, “Ya Rasulullah
Saw. tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya. Sesungguhnya
Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Mendengar
itu Rasulullah Saw. kemudian bersabda, “Tariklah barang tambang tersebut
darinya.” (HR Imam at-Turmudzi).

Beliau menyimpulkan,?” berdasarkan hal ini, segala jenis barang tambang
yang jumlah tidak terbatas — seperti emas, perak, nikel, tembaga, minyak,
batubara, timah, uranium, dan lain sebagainya — adalah termasuk barang
kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu.

Menurut hemat penulis, dalam hal ini jelas bahwa kepemilikan umum
merupakan barang-barang yang menurut kepentingannya untuk kemas-
lahatan umat atau masyarakat. Dengan mengambil kepemilikannya secara
pribadi berarti menzalimi orang banyak. Na udzubillahi min dzalik.

Berdasarkan sifat-sifatnya, ada harta kepemilikan umum yang bisa
dimanfaatkan secara langsung dan ada juga yang tidak. Harta kepemilikan
umum yang bisa dimanfaatkan secara langsung adalah air, padang rumput,
jalan umum, sungai, danau, laut, dan sebagainya. Setiap orang boleh
mengambil air minum dari sumur umum dan mata air. Penggembala
boleh menggembalakan ternaknya di padang rumput. Setiap petani berhak
mendapatkan air dan saluran irigasi atau memasang pompa penyedot air
pada sungai-sungai besar untuk menyirami tanaman mereka.?

Dalam kaitannya dengan harta kepemilikan umum yang tidak bisa
diambil manfaatnya secara langsung dan memerlukan biaya besar manfaatnya
secara langsung dan memerlukan biaya besar untuk menghasilkan dan
mendapatkannya seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, emas, nikel,
gas alam, air raksa, dan uranium. Daulah Khilafah Islamiyah melakukan
eksplorasi dan eksploitasi atas nama kaum Muslim dan menyimpan hasilnya
di Baitul Mal. Sebagai kepala negara, khalifah bertugas membagikan hasil

*Harta yang berasal dari kepemilikan umum merupakan milik bersama kaum Muslim
sehingga setiap individu rakyat berhak memperoleh manfaatnya maupun pendapatan yang
dihasilkannya. Melalui mekanisme inilah Daulah Khilafah Islamiyah dapat menjamin
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya bagi mereka yang tidak lagi mampu
memenuhi kebutuhan pokoknya; baik karena tidak mampu bekerja maupun karena
ketidakmampuan kerabat dan masyarakat untuk menanggungnya. Ibid.

28Kusman Sadik, Ibid, hlm. 33.
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dan pendapatan dari harta tersebut sebaik mungkin sesuai dengan ijtihadnya
dengan tetap berpegang teguh pada hukum syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi rakyatnya. Pemanfaatan dan pendistribusian pendapatan
dari harta kepemilikan umum tersebut adalah sebagai berikut:*°

1.

Dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan biaya
operasional badan negara yang ditunjuk mengelola harta kepemilikan
umum tersebut, baik biaya untuk administrasi perencanaan eksplorasi,
eksploitasi, produksi, pemasaran maupun pendistribusiannya kepada
masyarakat. Negara dapat menunjuk mitra swasta yang profesional
untuk melakukannya. Pengeluaran untuk biaya ini dapat disetarakan
dengan amil yang mengurus zakat (QS At-Taubah [9]: 60).

Dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Dalam hal ini,
khalifah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan
barang lainnya untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara
gratis atau menjualnya dengan harga semurah-murahnya. Barang-barang
tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual
ke luar negeri dan keuntungannya termasuk keuntungan pemasaran
dalam negeri-dibagikan kepada seluruh rakyat dalam bentuk kebutuhan
pokok (sandang, pangan, papan), uang, barang kebutuhan lainnya atau
untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis,
dan pelayanan umum lainnya. Dana tersebut juga digunakan untuk
menutupi tanggungan Baitul Mal yang wajib dipenuhi lainnya, seperti
anggaran belanja untuk gaji para tentara, upah pegawai, membangun
jalan, mempersiapkan militer yang kuat untuk memberikan pengamanan
kepada seluruh rakyat dan untuk Jihad fi sabilillah.

»Ibid. Inilah urgensi dalam pengelolaan dan pendistribusian harta kepemilikan

umum dalam rangka mengarah pada terciptanya baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

12

Politik Ekonomi Syariah



ASAS HUKUM TANAH
DAN POLITIK PERTANIAN

spek pertanian dalam Islam sangat diperhatikan, karena kebutuhan akan
Aamgam untuk memenuhi hajat manusia setiap saat diperlukan. Bahkan
pemanfaatan lahan pertanian harus semaksimal mungkin diberdayakan. Oleh
karena itu, para petani sangat diharapkan berupaya sekuat tenaga bekerja
yang terbaik demi kebaikan kebutuhan sehari-hari.*

Sebetulnya asas pertanian adalah tanah.*' Sedang tenaga manusia,
skill dan alat hanya merupakan sarana bukan asas pertanian. Benar, bahwa
tenaga manusia mempunyai pengaruh dalam menentukan jenis produksi
dan dalam peningkatan produksi, tetapi bukan asas pertanian. Diakui,
bahwa skill mempunyai pengaruh dalam menentukan jenis produksi dan
dalam meningkatkannya. Terkadang alat mempunyai pengaruh lebih besar
dibanding tenaga manusia, meski demikian ia bukan faktor produksi yang
asli. Sebab, jika tanah tidak ada maka tenaga manusia, skill, dan alat secara
mutlak tidak akan mampu menghasilkan produksi pertanian. Namun, ketika
tenaga manusia, skill dan alat tidak ada, maka tanah tetap berproduksi, meski
hasil produksinya hanya untuk makanan binatang. Tanah dalam kondisi apa
pun tetap berproduksi. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa faktor
produksi pertanian yang asli adalah tanah.

QS Al-Hajj [22]:77.
31Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 45-46.
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Dan termasuk prinsip yang salah orang yang mengatakan bahwa tenaga
manusia, keahlian (skill) dan alat sebagai kekuatan-kekuatan produktif,
bahwa interaksi-interaksi antara manusia yang bercocok tanam atau
berproduksi membentuk aspek lain dalam konteks produksi yang dinamakan
hubungan produksi; dan bahwasanya teknik produksi ditentukan oleh kedua
hal secara bersamaan, yaitu kekuatan produksi dan hubungan produksi.
Perkataan ini tampak sekali kesalahannya. Metode penguasaan tanah dan
metode pengelolaannya yang menentukan arah produksi. Apakah metodenya
bersifat individu ataukah kolektif.

Sehingga hubungan antara petani yang satu dengan yang lainnya
tidak berpengaruh dalam teknik produksi. Jika pemilikan tanah itu mubah
secara individual, maka pemilikan atas usaha pertanian itu mubah secara
individual. Jika pemilikan usaha pertanian itu individual, maka pengelolaan
pertanian itu individual, dan individual pula produksinya, sehingga bentuk
arah produksinya pun individual. Jika penguasaan tanah dilarang, sedang
tanah menjadi milik umum di antara manusia, maka pengelolaannya
dan produksinya bersifat kolektif, serta bentuk produksinya pun bersifat
kolektif. Jika tanah milik umum di antara manusia, sedang pengelolaannya
bersifat individual, yakni siapa pun boleh mengambilnya asalkan mampu
mengerjakannya, maka produksinya membawa pada penguasaan tanah secara
individual. Meski hal itu hanya berlangsung satu musim, yakni satu tahun
ketika bentuk produksinya bersifat individual.

Menurut Abdurrahman al-Maliki,* bahwa yang menentukan bentuk
produksinya adalah metode penguasaan tanah dan pengelolaannya bukan
tenaga manusia, skill, alat dan hubungan produksi. Untuk itu, kajian
produksi harus difokuskan pada tanah, yaitu metode kepemilikan tanah dan
pengelolaannya. Dalam konteks pertanian tidak ada hubungannya dengan
tenaga manusia, skill, alat, dan hubungan produksi. Tenaga adalah sumber
ekonomi yang terpisah dan memiliki hukum-hukum sendiri. Alat-alat
produksi bagian dari industri dan merupakan sumber yang terpisah dari
pertanian serta memiliki hukum-hukum tersendiri. Maka jelaslah bahwa
kajian tentang pertanian terbatas pada hukum-hukum pertanahan bukan
yang lain.

2[bid., hlm. 46.
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Pada saat mengkaji permasalahan pertahanan, yakni metode kepe-
milikan dan pengelolaannya, maka yang perlu diperhatikan adalah
konteks kepemilikan tanah sebagai faktor produksi pertanian bukan
konteks persamaan di antara manusia dalam kepemilikan tanah. Konteks
keberlangsungan produksi dan peningkatannya, bukan konteks tentang
banyak atau sedikitnya tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam konteks
kepemilikan tanah dan pengelolaannya harus memperhatikan produksi
pertanian, keberlangsungan dan peningkatannya.

Pada dasarnya masalah kepemilikan tanah tidak sama dengan kepemi-
likan barang-barang yang lain, seperti real estate, barang dagangan, uang,
binatang ternak, dan lainnya. Tetapi masalah kepemilikan tanah adalah untuk
produksi bukan semata kepemilikan. Masalah kepemilikan tanah juga bukan
kepemilikan untuk memuaskan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Sebab memiliki itu untuk produksi bukan untuk pemuas kebutuhan, yakni
bukan untuk konsumsi. *

Oleh karena itu dalam kepemilikannya, tanah tidak sama dengan pabrik,
sebab produktivitas pabrik bukan bagian dari keberadaannya. Juga tidak
sama dengan rumah, bukan berbeda dengan setiap komoditas yang di dunia.
Sebab tidak ada barang di dunia yang berproduksi sendiri tanpa campur
tangan seorang pun dalam produksinya meski secara tidak langsung tidak
ada campur tangan seorang pun dalam produksinya kecuali tanah. Tanah
tetap berproduksi meski secara tidak langsung tidak ada campur tangan
siapa pun. Secara umum hal ini tidak dimiliki selain tanah.

Namun dalam hal ini, di sisi lain perlu dipahami bahwa yang berhak
menjadi pemilik adalah setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini secara
sempurna walaupun sesat (janin yang masih berada dalam kandungan,
pemiliknya tergantung pada kelahirannya). Namun, syarat seseorang
dianggap mampu mengelola (men-tasharruf-kan) hartanya adalah hanya
yang akil balig, yaitu kecakapan yang menunjukkan akan kemampuan dalam
bertindak.** Dalam pengertian ini termasuk juga dalam pengelolaan tanah.

Dengan demikian, tanah harus memiliki hukum tersendiri yang berbeda
dengan harta benda lain sehubungan dengan kepemilikan dan penge-

3Ibid., hlm. 47.
3Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A., Op.Cit., him. 30.
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lolaannya. Tanah tidak sama dengan kepemilikan harta benda yang lain dan
juga dengan pengelolaannya. Hukum itu menjadikan tujuan kepemilikan
tanah tidak terpisahkan dari kepemilikan. Yakni hukum akan menilai tujuan
telah tercapai jika produksi dalam pemanfaatan tanah terealisasi, terlepas
apakah tanah yang dimiliki itu luas atau sempit.*®

Oleh karena itu, asas pertanian dalam Islam sangat dijaga tentang kepe-
milikannya, jangan sampai terjadi penggosoban, penyerobotan, dan menghambat
tanah tanpa hak, dan lain-lain yang seumpamanya. Inilah di antara hal dalam
prinsip Islam tentang hifdzul mal (penjagaan harta).

Sistem Hukum Pertanahan

Problematika pertanahan di dunia ini banyak variasinya, mulai dari
penggusuran tempat tinggal warga, penggunaan tanah negara tanpa hak,
menghambat tanah hak orang lain, dan lain sebagainya. Hal ini cukup
dilematis, semakin bertambah waktu maka semakin bertambah mahal
pula harga tanah demikian ini cukup dimaklumi karena laju pertum-
buhan penduduk di dunia ini semakin hari semakin bertambah jumlah
penduduknya; sementara lahan tanah tidak bertambah sebagaimana
bertambahnya penduduk dunia.

Islam mensyariatkan hukum-hukum khusus bagi tanah. Islam
menjadikan kepemilikan tanah itu dengan sebab membeli, warisah, hibah,
menghidupkan tanah mati (memproduktifkan tanah terlantar), memagari
tanah, dan pemberian negara secara cuma-cuma.*® Di Negara Indonesia
ada program transmigrasi, yang di dalamnya pemerintah memberikan
tanah secara cuma-cuma kepada transmigran agar tanahnya dikelola
dengan semaksimal mungkin. Inilah bentuk kepedulian pemerintah kepada
masyarakat demi pemerataan pembangunan.*’

¥Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit.

*Ibid., hlm. 59

¥stilah lain tentang pemberian tanah dari pemerintah kepada rakyat (seseorang)
secara Cuma-Cuma dinamakan al-igtha’, atau dengan kata lain al-igtha adalah tanah yang
diberikan oleh negara kepada individu secara gratis. Tanah al-igtha merupakan tanah yang
sudah dihidupkan, tapi tidak ada pemiliknya. Dengan demikian, negara yang memilikinya.
Tanah ini tidak dimiliki dengan (sebab) menghidupkan dan tidak pula sebab memagari,
sebab tanah itu bukan tanah mati, selama sebelumnya sudah ditanami. Maka tanah al-
iqtha adalah tanah hidup, tetapi tidak ada pemiliknya. Tanah al-igtha tidak dapat dimiliki
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Kepemilikan tanah sebab menghidupkan tanah mati (ihya u al-mawat),
maka tiap tanah yang mati jika ada seseorang yang menghidupkannya,
tanah itu menjadi miliknya. Menurut Abdurrahman al-Maliki (2001: 59)
yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah
itu pernah dimiliki seseorang; tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti
pagar, tanaman budidaya, bangunan, dan lainnya. Tidak ditemukan adanya
seseorang yang memiliki atau memanfaatkannya. Menghidupkan berarti
memakmurkan, yakni menjadikan layak untuk lahan pertanian, seperti
penanaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat suatu
apa pun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah.

Rasulullah Saw., bersabda: 1) “Man ahya ardhon maytatan fahiya lahu”
(Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya).
2) “Man ‘ammaro ardhon laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha” (Siapa saja
memakmurkan tanah yang tidak dimiliki siapa pun, maka dia berhak tas
tanah itu).’* 3) “Ayyumaa qumin ahyaw syai’an minalardhi aw ‘ammaruuhu fahum
ahaqqu bihi” (Kaum mana pun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau
mereka memakmurkannya, maka mereka berhak atasnya).

Setiap sesuatu yang menunjukkan atas pembatasan tanah dan pemisahan
dari yang lain dengan batas-batas dianggap memagari (Abdurahman al-
Maliki, 2001:60). Memagari tanah sama seperti menghidupkan tanah. Orang
yang memagari (al-muhtajir) memiliki tanah hanya dengan meletakkan
sesuatu yang dapat membatasinya, seperti batu dan yang lainnya. Al-
Muhtajir memiliki tanah yang dipagari segera setelah terjadinya pemagaran.
Berdasarkan sabda Rasulullah Saw: 1) “Man ahaatho syai’an ‘ala ardhin fahiya
lahu” (siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka ia berhak
tas tanah itu).* 2) “Man ahaatho ‘ala syai’in fahuwa lahu” (Siapa saja yang
membatasi sesuatu (dengan dinding), maka ia berhak atasnya.)*

kecuali kepemilikan dari negara. Rasulullah Saw., telah memberi tanah dengan cuma-
cuma kepada Abu Bakar dan Umar. Tanah yang diberikan negara kepada salah seorang di
antara rakyat dinamakan al-igtha’. Al-Iqtha’ ini hukumnya mubah dengan dalil perbuatan
Rasulullah Saw. (Ibid., him. 60).

3HR Abu Dawud dari Said bin Zaid bin Awwam, Al-Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir.

¥HR Ahmad dari Siti Asiyah R.A.

“HR Imam Abu Dawud dan Ahmad dari Samurah.

“HR Imam Baihagqi.
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Dengan demikian, menghidupkan dan memagari keduanya menjadi
sebab kepemilikan tanah. Untuk memiliki tanah dengan cara ini tidak perlu
izin negara. Tanah mati jika seseorang menghidupkannya atau membuat
batas-batas di sekitarnya, maka dia berhak memilikinya tanpa perlu minta
izin kepada negara secara mutlak.

Perlu diketahui, tanah yang diperoleh (dimiliki) sebab, iqtha’, tahjiir,
dan thyaa’, sama seperti tanah yang dimiliki dari membeli, warisan, dan
hibah. Hukum-hukum semacam ini tidak terdapat pada selain tanah.
Kemudian tanah yang diperoleh dengan salah satu dari cara-cara di atas
ini memaksa pemiliknya agar mengelolanya dan dia tidak diperkenankan
menyia-nyiakannya, yakni pengelolaan tanah merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kepemilikannya.*?

Dalam prinsip syariah, kepemilikan tanah menjadikan pemiliknya dipaksa
untuk menggarapnya. Jika dia mengabaikan dan menyia-nyiakan tanah selama
tiga tahun, maka tanah itu diambil dengan paksa (oleh negara/khalifah)
dan diberikan kepada orang lain. Jika tidak digarap selama tiga tahun, maka
kepemilikannya menjadi batal, ketika itu ia dipaksa melepaskan tanah tersebut.
Rasulullah Saw.bersabda yang artinya:

“Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-nya, kemudian setelah itu milik
kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya.
Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan tanahnya) selama
tiga tahun . %

Yahya bin Adam meriwayatkan melalui sanad Amru bin Syu’aib menga-
takan:

“Rasulullah Saw., telah memberi sebidang tanah kepada beberapa orang dari
Muzainah atau Juhainah, kemudian mereka menelantarkannya, lalu ada suatu
kaum menghidupkannya. Umar berkata: Kalau seandainya tanah tersebut
pemberian dariku, atau dari Abu Bakar, tentu akan mengembalikannya, akan tetapi
(tanah tersebut) dari Rasulullah Saw., dia (Amru bin Syu’aib) berkata: “Umar
mengatakan: Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, tidak dia
kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya .

#Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 61.
“HR Imam Baihagqi dari Thariq secara mursal, Ibnu Abbas secara mauguf. Imam Syafi’i
dalam Al-Umm, jilid III, hlm. 268.
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Maksud dari perkataan: “Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku,
atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya, akan tetapi (tanah tersebut)
dari Rasulullah Saw., artinya tanah tersebut telah lewat tiga tahun lebih. Yakni
kalau tanah tersebut dari Abu Bakar, tentu tidak akan sampai lebih dari tiga
tahun, atau kalau dari aku tentu juga tidak akan sampai lebih tiga tahun,
akan tetapi tanah tersebut dari Rasulullah, sementawa waktuknya telah
lewat dari tiga tahun, maka tidak mungkin dicabut kembali. Abu Ubaid
telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Amwal dari Bilal bin
al-Harits al-Muzni:

“Bahwa Rasulullah Saw., telah memberikan lembah secara keseluruhan, Dia
berkata: Maka pada masa Umar, dia berkata kepada Bilal: “Bahwa Rasulullah
Saw. tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-
orang tidak dapat mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadanya
agar kamu menggarapnya. Maka, ambillah dari tanah tersebut yang mampu
kamu kelola, dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola), kamu harus
mengembalikannya. "

Pemahaman hadis tersebut menunjukkan bahwa pemilik tanah dipaksa
agar mengelolanya. Jika dia tidak mengelolanya maka diberi waktu tiga tahun.
Jika dia tidak mengelolanya sampai tiga tahun, maka negara mengambilnya
dan memberikannya kepada orang lain.

Yunus menceritakan dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu
Bakar berkata:

“Bilal bin al-Harits al-Muzni datang kepada Rasulullah Saw., lalu dia meminta
sebidang tanah kepada beliau. Kemudian beliau memberinya tanah yang sangat
luas.” Ketika pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata
kepadanya: “Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada
Rasulullah Saw.tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintainya, sementara
engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada dalam kekuasaanmu.” Bilal
menjawab: “Ya”, Umar berkata: “Lihatlah, mana di antara tanah itu yang
mampu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, maka
serahkanlah kepada kami, dan kami akan membaginya kepada kaum muslimin.”
Bilal berkata: “Demi Allah, aku tidak akan melakukannya apalagi memberikan
sesuatu yang Rasulullah Saw.telah memberikan kepadaku.” Maka Umar berkata:

#“Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 62-63.
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“Demi Allah kamu harus melakukannya, kemudian Umar mengambil tanah yang
tidak mampu digarap dari Bilal, selanjutnya tanah itu oleh Umar dibagikan
kepada kaum muslimin. ”.*°

Tindakan Umar ini dilihat dan didengar oleh para sahabat, namun tidak
ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Padahal kalau dilihat sepintas
tindakan Umar itu perlu diingkari, sebab Umar mengambil kepemilikan
orang Islam dengan kekuatan (paksa). Maka tindakan Umar dan diamnya
sahabat sebagai ijma’ yang merupakan dalil syara’. Dengan demikian, hadis
iyjma’ shahabat menjadi dalil syara’ bahwa tanah apabila tidak digarap oleh
pemiliknya dan diabaikan selama tiga tahun, maka negara mengambilnya
dengan paksa darinya dan memberikannya kepada yang lain.

Jika tanah yang dimiliki dengan memagari dan diabaikan selama
tiga tahun, maka tanah itu harus diambil dari orang yang memagari
berdasarkan ketentuan (nash) hadis itu. Sedangkan tanah yang dimiliki
sebab menghidupkan, membeli, warisan, hibah, dan pemberian negara,
maka tanah itu tidak boleh diambil, sebab ketetapan hadis itu tidak dapat
diterapkan padanya. Tidak dapat dikatakan demikian, sebab penyebutan
at-tahjiir (pemagaran) hanya merupakan penyebutan terhadap satu sebab
di antara sebab-sebab kepemilikan, dan sebab yang berlaku tidak dipahami
dari penyebutan pengertian al-qayyidiyyah (pembatasan), sebab lafadz muhtajir
dalam hadis itu bukan sifat yang memberikan pemahaman umum, hingga
dapat dijadikan batasan.*®

Dengan demikian, pernyataan Umar “Siapa saja yang mengabaikan
tanah” sifatnya umum mencakup setiap tanah. Sama saja, apakah tanah itu
dimiliki dari pemberian negara (iqtha’), membeli, warisan, atau yang lainnya.
Dengan demikian, mengabaikan tanah selama tiga tahun berturut-turut,
maka keputusannya tanah itu diambil dari yang menelantarkannya, apa
pun sebab kepemilikannya, sama saja sebab kepemilikan itu diperoleh dari
menghidupkan, memagari, membeli, igtha’, atau yang lainnya.

Dengan ini semua jelaslah bahwa kepemilikan tanah berarti dipaksa
mengelolanya, sebab pengelolaan tanah merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari kepemilikan. Jika tidak digarapnya selama tiga tahun, maka

Ibid.
“Ibid., hlm. 64-71.
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secara pasti kepemilikannya gugur, dan tanah itu diambil dari pemiliknya
dengan paksa sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Wa laysa limukhtajirin
haqqun ba da tsalaatsa siniin” (Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah
diabaikan selama tiga tahun).

Juga berdasarkan ijma’ sahabat atas perkataan khalifah Umar yang telah
disebutkan di atas, “Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, tidak
dikelolanya (tanah tersebut) lalu datang orang lain mengelolanya, maka tanah itu
adalah miliknya”.

Demikianlah aspek prinsip kepemilikan tanah dalam syariat Islam,
sedang cara pengelolaannya, maka as-Syaari’ (Allah Swt.) membatasi cara
pengelolaan tanah dengan batasan yang jelas. As-Syaari’ memaksa seseorang
agar menangani sendiri pengelolaan tanahnya baik secara langsung ataupun
dengan mewakilinya kepada penggarap.

Nabi Muhammad Saw.bersabda dengan kalimat yang tegas:

Mafgasy

“Kamu tanami kamu berikan tanah itu kepada saudaramu .

i

PN
=)

Indikasi hadis ini merupakan indikasi kuat untuk penegasan larangan,
yakni atas tuntutan meninggalkan dengan tegas. Maka ini menjadi dalil
atas keharamannya. Ini juga dikuatkan dengan hadis riwayat Abu Daud dari
Rafi’, dia berkata:

“Bahwa dia telah menanami sebidang tanah, lalu Rasulullah Saw., melewatinya,

ketika itu dia (rafi’) sedang mengairinya. Rasulullah bertanya kepadanya: ‘Milik
siapa tanaman ini?’ Dia menjawab: ‘Tanamanku dengan benthku, kerjaku, dan
(hasilnya) sebagian untukku sedang sebagian lagi untuk fulan’. Beliau bersabda:
‘Kamu berdua telah berbuat riba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya dan
ambillah biaya yang telah kamu keluarkan.”*

“’Dengan memperhatikan hadis ini, Nabi Saw., menyifati mu amalah (transaksi)
ini, bahwa dia termasuk riba, sedang riba haram. Beliau meminta Rafi’ agar dia
mengembalikan tanah dan mengambil biaya yang telah dikeluarkannya. Artinya Nabi Saw.,
memintanya agar dia membatalkan transaksi. Hal ini dalam pandangan Abdurrahman
al-Maliki menunjukkan bahwa Nabi Saw., melarang dengan tegas, yaitu haram. Semua ini
menunjukkan atas haramnya menyewakan tanah (lahan) pertanian secara mutlak. Sedang
menyewakan tanah untuk selain pertanian, maka hukumnya mubah. Sebab larangan itu
terdapat dalam hadis-hadis yang terkait langsung dengan pertanian saja. Larangan itu
tidak bersifat umum tentang setiap penyewaan tanah (Ibid., hlm. 71).
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Oleh karena itu dapat dimaklumi, tanah dapat dimiliki dengan sebab
memagari (tahjir), menghidupkan (thya’) dan pemberian gratis dari negara
(igtha’) sebagai tambahan atas kepemilikan harta yang diperoleh dengan
sebab membeli, dapat warisan, dan hibah. Dan menjadikan pengelolaan tanah
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepemilikannya. Jika tidak dikelola
selama tiga tahun (berturut-turut), maka gugurlah hak kepemilikannya.
Artinya, pemilik tanah dipaksa menggarapnya, dan tanah itu diambil darinya
jika dia mengabaikan selama tiga tahun. Kemudian pemilik tanah dilarang
menyewakan untuk pertanian dengan larangan yang final. Ketiga hukum ini
adalah solusi terbaik dan efektif dalam masalah tanah. Yaitu memecahkan
metode kepemilikan, metode pengelolaan yang menjamin produktivitas
tanah, kontinuitas produksi, dan peningkatan produksi. Dengan demikian,
Islam telah memberikan solusi sumber yang penting di antara sumber-
sumber ekonomi, yaitu pertanian dengan hukum-hukum pertahanan inj.*

Dengan memperhatikan pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa
manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai fungsi untuk bisa mengelola
tanah demi kemaslahatan umat manusia. Kita ketahui manusia adalah
salah satu dari sekian banyak makhluk Allah Swt. yang menjadi penghuni
bumi ini. Namun, manusia diberi berbagai kelebihan bila dibandingkan
dengan makhluk lain. Kelebihan itu di antaranya adalah karena: 1) manusia
dimuliakan Allah,* 2) manusia dijadikan sebaik-baik kejadian, baik dari
bentuk fisiknya maupun non fisiknya,*® 3) manusia dijadikan sebagai khalifah
di muka bumi. *!

Semua isi alam ini disediakan untuk manusia. Diberikan kepada siapa
saja yang dapat menggali, mengolah dan memanfaatkannya. Kemampuan
manusia tersebut, sebagai bukti karena manusia diberi akal pikiran dan akal
budi yang sempurna.®

“Ibid., hlm. 71-72.

QS Al-Isra [17]: 70.

QS Al-Tin [95]: 4.

51QS Al-Baqgarah [2]: 30.

52H. Syamlan Sulaiman, et.al., Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: DALB Press, 1988),
cet I., hlm. 43-44.
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Politik Pertanian dan Strategi Kebijakan Produksi Pertanian

Manusia sebagai pemakmur bumi, diciptakan oleh Allah Swt. agar
manusia tersebut bisa mengembangkan memberidayakan, dan mengelola
lahan® pertanian. Oleh karena itu, kelayakan manusia untuk memakmurkan
bumi merupakan pewaris yang seharusnya menerima dengan berbagai macam
kemampuan dan kompetensi.

Dalam pandangan Abdurrahman al-Maliki** bahwa pada dasarnya politik
pertanian dijalankan untuk meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu,
biasanya menempuh dua jalan. Pertama, dengan jalan intensifikasi,**seperti
melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produksi tanah. Kedua,
dengan jalan ekstensifikasi,® seperti menambah luas area yang akan
ditanaminya.

Dengan dua perkara ini (intensifikasi dan ekstensifikasi) akan tercapai
peningkatan produksi pertanian, dan akan merealisasikan tujuan pokok
dalam politik pertanian. Hanya saja ada perkara-perkara cabang dalam
politik pertanian yang datang setelah peningkatan produksi, yaitu kualitas
produksi.

Terjadinya krisis makanan yang semakin buruk di negara-negara ter-
belakang makin menjadi problematik. Sebagian dari dunia kita ini sedang
menghadapi kesukaran dalam menangani kebutuhan pangan penduduknya.
Walaupun di beberapa negara produktivitas pertaniannya telah maju, namun
masih saja perlu peningkatan hasil pertaniannya telah maju, namun masih

3Lihat QS Al-Anbiya [21]: 105.

**Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 195-9.

SSIntensifikasi pertanian dicapai dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan
teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta
budidayanya. Negara memberikan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu
sebagai hibah bukan sebagai utang. Supaya mereka dapat membeli apa yang mereka
butuhkan, seperti peralatan, benih, dan obat-obatan untuk meningkatkan produksi,
serta mendorong mereka yang mampu agar membeli semua itu dengan dorongan yang
efektif dan efisien (Ibid).

S®Ekstensifikasi pertanian dicapai dengan mendorong agar menghidupkan tanah
mati dan memagarinya, dengan memberikan tanah secara cuma-cuma oleh negara bagi
mereka yang mampu bertani yang tidak memiliki tanah, mereka yang memiliki area
tanah sempit, dan termasuk tanah yang berada di bawah kekuasaannya. Negara segera
mengambilnya secara paksa dari tiap-tiap orang yang menelantarkan tanahnya selama
tiga tahun berturut-turut (Ibid).
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saja perlu peningkatan hasil pertaniannya, karena kebutuhan penduduk
semakin pesat dan semakin banyak.*’

Oleh karena itu, harus disiapkan kekuatan ekonomi agar dapat menang-
gung apa yang akan terjadi ketika memasuki berbagai tantangan dan
rintangan. Di samping itu, juga menjalankan politik peningkatan kekayaan
berdasarkan kemajuan materi dengan melakukan revolusi industri, di
samping meningkatkan kekayaan pertanian dengan syarat industri sebagai
ujung tombak kemajuan. Untuk itu semua politik pertanian harus bertujuan
meningkatkan produksi dalam tiga perkara, yaitu:®

Pertama: meningkatkan produksi bahan makanan, mengingat bahan
makanan sangat diperlukan untuk memberi makan penduduk yang terus
bertambah, menjauhkan bahaya kelaparan dari negeri ketika datangnya
musim paceklik dan berkurangnya hujan, serta dalam keadaan apabila
negeri Islam menghadapi embargo ekonomi akibat peperangan atau jihad.
Keadaan di mana negeri-negeri Islam menderita kelaparan sehingga wajib
disuplai dengan bahan-bahan makan dari sisi wajib mencurahkan tenaga
untuk meningkatkan produksi tanah agar tersedianya bahan-bahan makanan,
baik bahan makanan nabati atau hewani. Lebih dari itu, kekurangan bahan
makanan akan mengharuskan kita membelinya dari luar negeri. Sedang ini
tidak mungkin terjadi, kecuali dengan mengerahkan mata uang keras. Oleh
karena itu, kita harus secara langsung melakukan revolusi industri, karena mata
uang keras kita sediakan untuk membeli barang yang kita perlukan untuk
revolust industri bukan untuk pertanian, dan bukan pula untuk bahan-bahan
makanan. Oleh sebab itu, memerlukan perhatian serius terhadap upaya
meningkatkan produksi bahan-bahan makanan.

Kedua: meningkatkan produksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
pakan seperti kapas, wool, pohon rami, dan sutra. Sebab bahan-bahan ini
penting sekali, karena termasuk kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak
mungkin manusia tidak membutuhkannya, dan harus tersedia dalam suatu
negara, sehingga tidak perlu mengimpor dari luar negeri. Di mana kita dengan
terpaksa membayarnya dengan mata uang keras, padahal dalam waktu
yang bersamaan kita juga membutuhkan mata uang keras untuk membeli

S’Max E Millikan dan David Hapgood, Dilemma Pertanian di Negara Berkembang, terj.
Sitanala Arsjad, et.al. (Ttp.:tp., tt.), hlm. L.
$8Abdurrahman al-Maliki. Op.Cit.
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barang yang kita perlukan dalam melakukan revolusi industri. Sehingga kita
menjauhkan diri dari manusia bahaya telanjang dan butuhnya pakaian dalam
keadaan apa pun apabila negara Islam dihadapkan pada embargo ekonomi
Negara-negara kafir, atau melalui antek-anteknya di negeri-negeri Islam.

Ketiga: meningkatkan produksi komoditas yang memiliki pasaran luar
negeri, baik berupa bahan-bahan makanan, seperti biji-bijian ataupun berupa
bahan-bahan untuk pakaian, seperti kapas dan sutra, atau yang lain-lainnya,
seperti buah jeruk nipis, kurma, buah-buahan kalengan, dan lain-lainnya.
Dan harus ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan
produksi sehubungan dengan masalah ini secara langsung dan dalam keadaan
di mana adanya kebutuhan aktual yang sangat. Hal itu, karena produksi
industri hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Kita tidak memiliki
produksi industri untuk diekspor ke luar negeri. Jika kita tidak mengekspor
industri pertanian, maka kita tidak memiliki kekayaan untuk diekspor,
sebab secara umum kekayaan kita berupa kekayaan pertanian. Jika kita tidak
mengekspornya ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan kesulitan untuk
mendapatkan mata uang keras. Hal ini akan berpengaruh terhadap mata
uang keras yang dijamin. Sebab, ketika kita tidak mengekspor komoditas ke
negara-negara lain, kita tidak dapat memperoleh mata uang negara-negara
itu, sehingga terpaksa kita menjual mata uang kita di pasar internasional
untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk revolusi industri.
Dari sini harus berpikir cepat dan serius dalam meningkatkan produksi
yang dibutuhkan di pasar-pasar internasional agar mendapatkan mata uang
keras, dalam rangka melakukan revolusi industri, ini ditinjau dari aspek
peningkatan produksi.

Adapun dari aspek proyek-proyek infrastruktur, seperti membangun
jembatan, saluran air, sumur artesis, dan yang seperti itu, maka proyek-
proyek seperti ini seharusnya tidak dibangun di saat kondisi revolusi
industri. Kecuali yang sangat perlu dan tidak mungkin dihindari. Jika tidak,
maka yang harus dilakukan adalah mereformasi dan memperbarui apa yang
telah ada. Sebab yang diinginkan bukan melakukan revolusi industri, dan
memperhatikan kekayaan pertanian secara memadai untuk meningkatkan
produksi. Sebab tujuan ekonomi adalah menciptakan kemajuan materi.
Sedang ia tidak akan terjadi kecuali dengan revolusi industri. Bahkan tidak
akan terjadi kemajuan di dunia dan di negeri manapun. Kecuali dengan
revolusi industri.
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Dalam pandangan syara’, jika pembiayaan itu layak mendapatkan
kemaslahatan, keuntungan tanpa kompensasi, dan tidak menyebabkan
bahaya bagi umat, seperti membuat jalan kedua selain yang ada, dan
membangun rumah sakit kedua selain yang ada, padahal yang ada sudah
memadainya, atau membangun jembatan, padahal tidak adanya jembatan itu
tidak merugikan manusia. Jika pembiayaan itu akan meningkatkan produksi
atau yang lainnya, seperti membangun proyek-proyek infrastruktur, maka
kelayakan pembiayaannya pun harus dipertimbangkan berdasarkan ada dan
tidak adanya harta, yakni apabila negara memiliki harta, maka selayaknya
negara tidak menginstruksikan pajak untuk membangunnya, dan tidak
selayaknya pula negara berutang, meski kepada rakyatnya sendiri, untuk
melaksanakan pembangunannya. Untuk itu, tidak selayaknya melakukan
pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru untuk meningkatkan
produksi pertanian kecuali untuk kemaslahatan umum (rakyat).>

Menurut hemat penulis, pada dasarnya kebijakan produksi pertanian
mengarah pada peningkatan swasembada pangan dan berusaha masyarakat
terpenuhi segala kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini pemerintah memberikan
cara-cara yang strategis demi kemakmuran rakyatnya.

%Ibid., hlm. 199.
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IMPLEMENTASI ZAKAT
DALAM SYARIAH ISLAM

akat secara etimologi berarti suci dan bersih; muzakki mempunyai

makna orang yang membersihkan hartanya. Pada dasarnya kata zakat
mengandung beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa
(pertumbuhan), al-thaharatu (kesucian), dan al-shalahu (kemaslahatan).°
Menurut terminologi syara’, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta
benda atas perintah Allah Swt. sebagai sedekah wajib kepada mereka yang
telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum
Islam.®! Dalam pemahaman lain zakat merupakan ibadah maliyah ijtima 'iyyah
yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,® baik dilihat
dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat, sedekah dan infaq begitu jelas terdapat dalam Al-Qur’an dan
Sunnah, tetapi di kalangan umat dan lembaga dakwah masih kurang menjadi
perhatian serius seperti terhadap shalat. Padahal zakat merupakan salah satu
dari beberapa rukum Islam, yaitu masuk dalam rukun Islam yang ketiga,
setelah shalat. Allah menempatkannya sejajar dengan shalat dalam berbagai

%°Majma Lughah al-Arabiyah, Al-Mu’jam al-Wasith (Mesir: Dar el-Ma’arif), Juz I,
hlm. 396.

1H. Moh. Rifa’i, Al-Fighul Islam-Fiqih Islam Lengkap (Semarang: Toha Putra, 1978),
hlm. 346.

82Yusuf al-Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.
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tempat di dalam Al-Qur’an.®® Adakalanya disebutkan dengan lafadz sedekah,
dan di tempat lain disebutkan dengan lafadz infaq.

Allah berfirman:

o 22,2 2. % g RS TR %
(D) 05 o855 Lo 5kall Ogaetng odll 0550 2
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat,
menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.*

Yusuf al-Qardhawi dalam Fighuzzakat mengemukakan berbagai pendapat
para ulama tentang al-amwal az-zakawiyah yang sangat beragam dengan alasan
masing-masing. Ada yang meluaskan pendapatnya, sehingga semua harta
yang memenuhi nishab termasuk ke dalam objek atau sumber zakat. Tetapi,
ada pula yang menyempitkan pendapatnya, sehingga al-amwal az-zakawiyyah
bersifat tidak berubah sesuai dengan dzahir-nya nash Al-Qur’an dan hadis
Nabi.%

Potensi-potensi Zakat dalam Perekonomian Modern

Islam sangat mementingkan masalah zakat ini, dari masalah jangka
waktunya, nishabnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat, sampai dengan
orang-orang yang berhak menerimanya. Tentang fungsi zakat,* ditegaskan
dalam ayat berikut:

S le # B, KPR LA K aur A Fo L 2E . T3
Shsle O e Jod G oS55 pa gk Bao (Al e s
=5 (= 2 I

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

$Dalam Al-Qur’an sering diungkapkan beriringan antara perintah shalat dan zakat.
Menurut Sayyid Sabiq (1999:235) dalam Fighussunnah, jilid I, bahwa jumlah kata yang
beriringan antara shalat dan zakat dalam Al-Qur’an tersebut berjumlah 82 ayat.

¢QS Al-Baqarah [2]: 3.

5Lihat Kitab Fighuzzakat karya Yusuf al-Qardhawi (Beirut: Muassasah Risalah,
1991), him. 113.

Labib MZ., et.al., Kuliah Ibadah Ditinjau dari Hukum dan Hikmahnya (Surabaya:
Tiga Dua, 2000), hlm. 400. Menurut Undang-Undang RI No. 38 Th. 1999, him. 4
bahwa muzakki adalah orang atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim yang
berkewajiban menunaikan zakat.

28 Politik Ekonomi Syariah



itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. "’

Sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting
dalam pembahasan zakat. Sektor industri merupakan sektor yang terus
mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin
besar dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini, dengan demikian
merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern. Industri
yang terkait dengan barang-barang tambang tentu menjadi sangat menarik
untuk dikaji aspek zakatnya, karena ia adalah harta yang diperoleh tanpa
mengandalkan aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi.
Perusahan-perusahaan banyak berkembang pada sektor-sektor ini.

Sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah
negara, karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Demikian
pula sumber zakat sektor modern ini mempunyai nilai yang cukup signifikan
yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya perlu mendapat
kejelasan status zakatnya. Inilah merupakan lahan ijtihadiyyah.

Dalam kaitan dengan perekonomian modern, yang terdiri dari tiga sektor,
yaitu pertanian, industri, dan jasa; maka dalam hal ini kriteria sumber zakat
itu di antaranya zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan
mata uang, peternakan untuk menghasilkan madu dan produk hewani,
investasi property, asuransi syariah, tanaman anggrek, ikan hias, burung
wallet, aksesoris rumah tangga, dan lain-lain.%®

Mustahiq (Penerima Zakat)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa mustahiq adalah orang atau
badan yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima
zakat telah ditentukan oleh Allah Swt. sebagaimana tersebut dalam Al-
Qur’an sebagai berikut:

7QS At-Taubah [9]: 103. Maksud pemahaman ayat ini, menunjukkan zakat itu
membersihkan manusia dari kekikiran dan cita yang berlebih-lebihan kepada harta benda.
Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan
harta benda tersebut.

8Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), hlm. 92-93.

$UU RI No. 38 Th. 1999, Loc.Cit.
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Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Yang berhak menerima zakat ialah:”!

Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta
dan tenaganya lemah untuk memenuhi penghidupannya.

Orang miskin; orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam
keadaan kekurangan.

Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat.

Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru
masuk Islam.

Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang
ditawan oleh orang-orang kafir.

Orang berutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang
bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang
berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam
dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa
fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti
mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Orang yang sedang dalam perjalanan (bukan dalam perbuatan maksiat)
mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

30

OIbid.
1QS At-Taubah [9]: 60.
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Peran Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan,
dan pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan amil zakat.” Ketiga hal inilah
peran pemerintah dalam menangani perzakatan. Untuk itu sehingga kaum
muslimin merasa terayomi dan mendapatkan kenyamanan dalam rangka
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan tujuan nasional (memajukan kesejahteraan umum),
bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik
materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang
agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan
akhlak mulia.

Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara
lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui pemberdayaan zakat.
Dalam kaitan inilah fungsi pemerintah untuk memfasilitasi demi suksesnya
pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat itu. Agar menjadi sumber
dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama
untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan
kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional
dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Oleh karena itu, dalam pemahaman penulis, antara pemerintah dan
masyarakat merupakan dua pihak yang sangat berkaitan dan sama-sama
mitra kerja menuju keharmonisan dalam hidup berbangsa dan bernegara
sesuai dengan nilai-nilai religi. Jika dua pihak tersebut bersinergi, dan
dilandasi dengan nilai-nilai agama insya Allah akan terbukti nuansa baldatun
thoyyibatun wa robbun ghofur.

Kilas Balik Perjalanan Zakat™

Menurut Sayyid Sabiq (1999: 235) dalam karyanya Figh al-Sunnah jilid
I, bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut
beriringan dengan shalat ada 82 ayat. Dalam konsep Islam, zakat telah diatur

2UU RI No. 38, Th. 1999, Op.Cit., dalam pasal tiga.
3Sebagian dinukil dari H. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet, I, hlm. 191-3.
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rinci secara sistematis dalam Al-Qur’an dan hadis dan dikembangkan di
zaman Khulafaur Rasyidin, tabi’in, dan para ulama setelahnya.

Perlu dimaklumi, bangsa Arab sangat terkenal dengan kemurahhatian
dan keramahtamahannya. Oleh karena itu, wajar saja memberi santunan
kepada orang miskin bukanlah hal baru bagi mereka. Kemudian, ketika Islam
mengajarkan zakat sebagai suatu kewajiban/haqq ma Tum (QS Al-Ma’arij: 21-
26) merupakan nilai-nilai penguatan, walaupun ada sebagian masyarakat
yang enggan berzakat.

Islam sejak pertama kali telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya
untuk senantiasa berbuat kebajikan terhadap sesamanya, terutama kepada
kaum dhu’afa, kaum miskin, dan anak-anak yatim. Inilah cerminan
kehidupan akhlak Islami.”

Kurang lebih selama tiga belas tahun di Makkah, kaum muslimin
didorong untuk menginfakkan harta mereka buat para fakir, miskin, dan
budak, namun sebelum ditentukan nasib dan berapa kewajiban zakatnya, juga
belum diketahui apakah telah diorganisasi pengumpulan dan penyalurannya.
Yang jelas, kaum muslimin awal memberikan sebagian besar harta mereka
untuk kepentingan Islam. Abu Bakar r.a., misalnya, memerdekakan sejumlah
budak setelah membeli mereka dengan harga mahal.”

Pada zaman Rasulullah Saw., zakat dikenakan pada al-masyiyah (ternak)
al-‘ayn (emas, perak, koin), al-harts (pertanian), dan ar-rikaz (barang
terpendam). Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa zakat dikenakan pada
perniagaan, madu,namun kuda dan budak tidak dikenakan zakat. Selain itu,
juga dikenal zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.”®

Selanjutnya pada periode Madinah ditentukan nisab dan jumlah
kewajiban zakat, administrasi, pengumpulan, dan penyalurannya. Rasulullah
Saw., pernah mengirim Muadz ke Yaman pada tahun 9 H., dalam keterangan
dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke daerah itu juga,
tidak dibawa ke Madinah. Meski demikian, beberapa riwayat mengisahkan
sebagian zakat ada juga yang dikirim ke Madinah. Konsep zakat tidaklah

7*Labib MZ., Op.Cit., hlm. 404.

5Ibid., hlm, 191.

7®Ibid., dalam keterangan lain lihat Imam Abu Dawud, Sunan Dawud, II, hlm. 95 dan
Malik bin Anas dalam Al-Muwaththa, versi asy-Syaibani, I, hlm. 206.
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statis, tapi terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama
setelahnya.”

Dalam zakat Islami dikenal sebagai salah satu bentuk ibadah yang
lebih utama dari sekadar kebaikan hati dan segala bantuan yang bersifat
umum. Zakat yang telah disyariatkan pada masa-masa periode Madinah
merupakan perundang-undangan yang paling dini, yang diundangkan untuk
kemaslahatan umat manusia.”

Dalam hadis riwayat jama ‘ah diterangkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa
Nabi Saw., mengutus Mu’adz bin Jabal Ra. Untuk menjadi Qadhi di Yama,
beliau Saw., bersabda:

“Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan Ahli Kitab, maka lebih
dahulu serulah mereka untuk mengakui bahwa Tiada Tuhan melainkan Allah, dan
bahwa saya adalah utusan Allah ‘azza wajalla, telah mewajibkan mereka shalat
lima waktu sehari semalam, jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa
Allah Ta ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari
orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang
berharga, dan takutlah doa orang yang teraniaya, karena di antaranya dengan
Allah Ta’ala tidak ada tabir batasnya.”

Selanjutnya pada zaman Abu Bakar r.a., khalifah pertama ini pernah
memerangi orang yang enggan berzakat. Adapun orang yang menolak
membayar zakat adalah: pertama, pengikut praa nabi palsu saat itu,
Musailamah, Sajah Tulayhah, dan pengikut Aswad al-Ansi. Kedua, kaum
Banu Kalb, Tayy, Duyban, dan lainnya, meskipun mereka yang bersikap
menunggu perkembangan setelah wafatnya Rasulullah Saw., yaitu antara
lain kaum Sulaim, Hawazin dan Amir. Menurut ath-Thabari dalam Tarikhur
Rasul wal-Muluk, sebagian dari mreeka menolak membayar kepada petugas
lokal, bahkan ada pula yang terpaksa membayar zakat dua kali.

Menurut H. Adiwarman A. Karim,” bahwa di zaman Umar r.a., objek
zakat diperluas. Misalnya, kuda yang tadinya tidak kenakan zakat, menjadi

77Allah Swt. juga telah berfirman pada saat menerangkan tentang perjanjian-
perjanjian-Nya dengan Bani Isra’il yang berhubungan dengan ibadah zakat (QS Al-Baqarah
[2]: 83).

7Labib MZ., Op.Cit., hlm. 407.

7Op.Cit., hlm. 192.
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objek zakat karena di Suriah dan Yaman menjadi barang dagangan yang
mabhal. Begitu pula pengenaan zakat atas miju-miju, kacang polong, dan
zaitun yang telah dibudidayakan secara massal. Di satu sisi, Umar r.a.,
sangat fleksibel, yaitu pada saat paceklik yang dikenal sebagai tahun ar-
Ramada, pungutan zakat ditunda. Di sisi lain, beliau sangat keras, yaitu
pengenaan zakat denda 20% dari total harta bagi mereka yang tidak jujur
dalam menghitung zakatnya.

Kemudian di zaman Utsman r.a., dengan kemajuan perekonomian umat
saat itu, timbul masalah baru, antara lain hukum zakat atas pinzaman.
Ustman, r.a., berpendapat bahwa jika utang itu dapat ditagih pada waktunya
maka ia harus berzakat dari seluruh hartanya termasuk utang yang
seharusnya dapat ditagih itu. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga berpendapat
sama. Dalam pandangan Sayyid Sabiq dalam Fighu al-Sunnah (1990: 24)
barangsiapa yang mempunyai harta dari jenis yang wajib dizakatkan tapi ia
berutang, hendaklah ia menyisihkan lebih dahulu sebanyak utangnya, lalu
mengeluarkan zakatnya dari sisa harta tersebut jika sampai nishab. Jika
tidak sampai nishab maka tidak wajib zakat; karena dalam hal ini mereka
pada dasarnya miskin. Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak wajib zakat kecuali
dari pihak si kaya.” (HR Imam Ahmad, dan Imam Bukhori menyebutkannya
secara mu ‘allaq) .2

Dan pada zaman Ali r.a., ternak yang dipekerjakan (al-hawamil wal-
hawamil) tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani.
Senada dengan itu, menurut az-Zuhri dan at-Tanukhi, karena hasil
pertanian telah ditentukan zakatnya 5% bila menggunakan air ujan atau
10% bila diupayakan pengairannya, padahal ternak pekerja merupakan
salah satu k omponen biaya semisal pengairan (Abu Ibaid, Kitabul Amwal,
hlm. 381). Sahabat Rasulullah Saw., yang bernama Ali Karromallahu wajhah
juga membolehkan pembayaran zakat dengan bentuk setara uang. Zakat
untuk unta, bila dibayar dengan unta berumur satu tahun lebih muda dapat
dikompensasi dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham.

89Belakangan berkembang teori yang membedakan antara utang yang diharapkan
dapat dibayar (marju’ al-ada’) dan utang yang macet (ghair marju al-ada’). Jenis pertama
saja yang wajib dizakati setiap tahun, sedangkan jenis kedua baru wajib dizakati pada
saat dibayar. (Ibid).
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Demikianlah di antara beberapa hal yang menyatakan betapa per-
hatiannya Islam dalam kehidupan pemeluknya, kehidupan pada dhu’afa,
orang-orang miskin papa dan terhadap orang-orang yang meminta-minta.?!
Jika hal ini diberdayakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya insya Allah
masyarakat akan makmur dan lebih harmonis antara si kaya dan si miskin.

Interpretasi Zakat dan ‘Amil Zakat

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab?® bahwa zakat merupakan salah
satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan
harta benda. Bahkan Al-Qur’an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang
dari keseluruhan ajaran Islam, disebutkan dalam Al-Qur’an: “Apabila mereka
(kaum musyrik) bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka
adalah saudara-saudara seagama”. (QS At-Taubah [9]: 11).

Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk
menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar tekanan penguasa. Oleh
karena itu, agama menetapkan ‘amilin atau petugas-petugas khusus yang
mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi
terhadap mereka yang enggan menunaikan zakat.

Allah Swt. adalah pemilik seluruh alam dan segala isinya, termasuk
pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada
hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan
dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah Swt.).

Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenubhi ketetapan-ketetapan
yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun
dalam penggunaannya. Oleh karenanya Allah melarang manusia memberikan
harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya. 8

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan
sedekah dan infaq pun demikian. Karena Allah Swt. menjadikan harta benda
sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus
perlu pendistribusian dan pengelolaan dana zakat secara profesional dan tepat.

$1Labib MZ., Op.Cit.
82M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 323.
81bid.
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Tentang pengelolaan zakat, “Mengapa harus ke amil zakat?... kan kalau
langsung ke fakir miskin kita bisa tahu betul jika zakat kita benar-benar
sampai ke mereka.....”.

Mungkin, sebagian pembaca ada yang berpendapat seperti di atas.
Namun, ternyata Islam telah mengatur bahwa penyaluran zakat yang terbaik
adalah melalui amil zakat. ‘Surat Keputusan’ amilin ini, asalnya dari Al-
Qur’an. Keberadaan amil zakat, dinyatakan langsung oleh Allah dalam Al-
Qur’an surat At-Taubah ayat 60.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha
Bijaksana.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah pernah mempekerjakan seorang
pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus
urusan zakat Bani Sulaim. Beliu pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib
ra., ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan
Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Mereka selalu memiliki petugas khusus yang
mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.®*

Bahkan amil zakat yang bekerja dengan baik, memperoleh keutamaan
sebagai berikut:

“Amil sedekah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan benar dan ikhlas karena
Allah Swt., ia laksana orang yang berperang di jalan Allah, sampai ia kembali
lagi ke rumahnya.” (HR Ahmad)

Ketika zakat dikelola dengan baik, maka bukan hanya adanya penunaian
kewajiban ubudiah saja, lebih jauh lagi insya Allah permasalahan kemiskinan
dan kesejahteraan masyarakat secara umum akan lebih membaik.

Adanya pengelola khusus zakat (amil) akan memberikan banyak manfaat,
antara lain:%

8Swadaya, dalam rubric Opini, Agustus, 2004 M/Jumadil Akhir 1425 H.
851bid.
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Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Amil zakat, tidak
semata menunggu muzakki, namun memiliki tugas mensosialisasikan
dan mendidik masyarakat tentang zakat. Bahkan lembaga amil zakat
perlu melaksanakan program jemput zakat.

Menjaga perasaan rendah diri mustahik zakat apabila berhadapan
langsung untuk menerima zakat dari muzakki. Dengan adanya lembaga
“perantara”, maka nustahik tidak merasa rendah diri. Sedangkan
muzakki, terhindarkan pula dari potensi kesombongan.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan zakat, baik
penghimpun maupun penyaluran akan semakin efisien bila dibandingkan
dengan penunaian zakat oleh oran per orang. Selain itu, akan lebih
memberikan dampak lebih efektif dalam penyaluran zakat karena
dilakukan oleh lembaga yang secara purna waktu menangani zakat.

Keberadaan amil adalah agar pendistribusian zakat dapat adil dan merata.
Jika pembagian diserahkan kepada orang per orang, tidak terorganisasi
dengan baik, maka pembagian akan semrawut, dan dimungkinkan
adanya penumpukan dana zakat di suatu wilayah atau untuk kalangan
tertentu yang memang dekat dengan para muzakki.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan

kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.8¢
Tugas pokok pengelola zakat (BAZ) adalah:

1.
2.

Membuat rencana kerja.

Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang
telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menyusun laporan tahunan.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil
Zakat ke dalam maupun ke luar.?”

8JIbid,. hlm. 5.
8Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hIm. 132.
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Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntunan agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.®

Dalam pandangan mazhab Maliki bahwa pada dasarnya zakat wajib
diserahkan kepada imam yang adil. Imam Qurthubi menambahkan bahwa jika
imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan dan pembagiannya)
maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-bagi sendiri. Sedangkan
mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak diwajibkan penyerahan dan
pembagian oleh imam atau amil. Tetapi apabila si pemilik menyerahkan (kepada
imam atau amil), maka kewajibannya telah gugur.®

Menurut Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.?° bahwa landasan filosofis
zakat didasarkan kepada firman Allah Swt., antara lain, bahwa: (1) Harta
benda adalah milik Allah Swt., Dialah Pemilik Mutlak (QS Yunus [10]:
55, QS An-Nur [24]: 33). (2) Manusia ditunjuk sebagai penguasa, sebagai
khalifah, sebagai pemilik nisbi (QS Al-Hadid [57]: 7). (3) Harta milik Allah
Swt. diperuntukkan bagi seluruh umat manusia (QS Al-Bagarah [2]: 29).
(4) Harta tidak boleh hanya beredar di sekitar orang kaya saja (QS Al-Hasyr
[59]: 7). (5) Dalam harta kita ada hak orang lain (QS Al-Dzariyat [51]: 190).

Selanjutnya beliau mengatakan untuk mendapatkan harta milik Allah
Swt., manusia harus mendapatkannya secara halal. Menurut Zakaria al
Bardisi (1964), caraini, yaitu: (1) dengan cara menguasai benda yang belum
dimiliki orang lain (Bi al ikhraj), (2) dengan cara transaksi (Bi al Aqdi), (3)
dengan cara penggantian (Bi al Khilafah), baik yang ijbary, seperti warisan
maupun yang ikhtiyary, seperti wasiat.’!

88Pasal lima dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
hlm. 5.

8M. Quraish Shihab, Op. Cit., hlm. 328.

Dinamika Umat, Edisi 71/VII/Oktober, 2008, him. 7.

11bid.
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Allah Swt. berfirman:

a
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersih-
kan®? dan mensucikan®® mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.**

Ayat di atas menunjukkan perlunya lembaga yang menangani pengelolaan
zakat. Hal ini dapat dilihat pada ayat tersebut dengan penekanan dalam
statemen “Khudz min amwaalihim” yang bermakna ambillah atau pungutlah
harta-harta mereka (yang wajib berzakat).

Dengan uraian di atas, semoga kita dapat menyingkap hikmah di balik
disyariatkannya berzakat melalui amil zakat. Semoga juga lebih memotivasi
kita untuk berzakat melalui lembaga amil zakat. Wallahu alam bishowab.

Hubungan Pajak dan Zakat

Pajak merupakan pelaksanaan kewajiban bagi warga negara yang baik,
sedangkan zakat merupakan penunaian kewajiban bagi seorang Muslim yang
sudah memenubhi syarat-syarat tertentu.’® Pajak dalam sistem pemerintahan
yang sekular-kapitalistis terkadang dijadikan primadona pemasukan
pemerintah yang bisa digunakan sebagai sumber dana untuk pembagunan
nasional. Di lain pihak, persoalan pajak juga bisa digunakan sebagai alat para
politikus ataupun penguasa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat

“2Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-
lebihan kepada harta benda.

®Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan
memperkembangkan harta benda mereka.

%4QS Al-Taubah (9): 103.

%Ada wacana, orang yang sudah memberikan zakatnya akan mendapatkan
keringanan sebesar 2,5% dalam membayar pajak penghasilan. Dan setiap Muslim yang
membayar zakat seharusnya memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai
bukti pembayaran zakat yang kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut penulis hal ini sangat menarik dan perlu dilandingkan dalam rangka mengurangi
beban bagi orang Muslim sebagai warga negara yang taat pajak.
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dengan melaksanakan political survival.”* Sementara tidak kalah menariknya
tentang pihak wajib pajak, ada kasus penggelapan pajak yang sudah menjadi
rahasia umum yang dilakukan oleh oknum wajib pajak atas berbagai subjek
pajak.”’

Menurut para ahli keuangan, definisi pajak adalah kewajiban yang
ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan ke kas negara sesuai
dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk
merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan
lainnya yang ingin dicapai sebuah negara.

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh
Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.
Harta yang dikumpulkan tersebut boleh disebut sebagai pajak atau boleh
juga disebutkan harta yang diwajibkan. Sementara harta yang dibebankan
kepada orang kafir dzimmi® merupakan bentuk kewajiban jizyah.

Menurut DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. bahwa sah-sah saja adanya
dua kewajiban bagi kaum muslimin (menunaikan zakat dan pajak). Namun,
perlu diperhatikan sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV pasal 14 ayat (3)
bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga
amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib

Lihat tulisan Tun Kelana Jaya dalam Al-Wa’ie No. 17 Tahun II, 1-31 Januari 2002,
hlm. 18. Di pihak lain, citra aparat pelaksana pemungut pajak masih terus menjadi
sorotan dalam melaksanakan tugasnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara
para petugas pajak terdapat oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan sendiri
terutama dalam proses negoisasi penetapan ataupun penghitungan besarnya pajak bagi
wajib pajak (Ibid. 19).

’Hal ini kemudian ada upaya untuk mengusulkan RUU Pengampunan Pajak sebagai
upaya peningkatan penerimaan pajak. Sebagai contoh, dulu orang hanya melaporkan
dan membayarkan PPh Rp 5 juta dari yang seharusnya Rp 10 juta. Akan tetapi, setelah
adanya UU Pengampunan Pajak, ia tidak akan dituntut untuk membayar kekurangan
pajak pada tahun sebelumnya, jika pada akhirnya ia melaporkan semua penghasilannya.
Artinya, negara akan mendapatkan Rp 10 juta dari orang tersebut pada tahun seterusnya.
Menurut hemat penulis, permasalahan ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
apabila aparat dan pelaksana perpajakan adalah orang-orang yang bermental shalih dan
mukhlish. Lihat QS Al-Bayyinah (98): 5.

%8Kafir Dzimmi adalah orang-orang non Islam yang hidup dan dalam naungan negara
Islam; mereka dalam perlindungan pemerintahan Islam karena dalam keadaan patuh atas
ketentuan-ketentuan pemerintah Islam.
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pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.?® Lebih lanjut DR. K. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., menyatakan:

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal (9)
ayat penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha,
tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan,
dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali
zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang
pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang
dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan
disahkan oleh pemerintah.”1%

Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut di atas (UU No. 38 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) merupakan upaya
yang baik dalam rangka mengakomodasi keinginan kaum muslimin Indonesia
agar pembayaran zakat didahulukan daripada pajak, sekaligus pembayaran zakat
tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.!%!

Beberapa Sistem Perpajakan'

1.

Dasar Pengenaan Pajak; unsur yang menentukan dikenakannya pajak
atau tidak adalah unsur subjek dan objek pajak. Sementara itu, unsur
terutang pajak tidak bergantung pada ada tidaknya dasar perhitungan,
sebab penghasilan kotor setelah dikurangi biaya, bila terjadi selisih
positif, menghasilkan perhitungan penghasilan untuk dikenakan pajak.
Dalam menyusun perundang-undangan perpajakan, ada yang menen-
tukan subjek pajak, tetapi ada yang berasaskan tempat tinggal/tempat
kedudukan subjek pajak dan ada pula yang berasaskan sumber yang
diperoleh sebagai objek pajak. Teori yang lebih menekankan pada tempat
tinggal/kedudukan wajib pajak disebut asas domisili, sedangkan yang
menekankan pada sumber objek pajak disebut asas sumber. Akan tetapi,
ada pula suatu undang-undang pajak yang menekankan pada kebangsaan
yang disebut dengan asas nasionalis, seperti pajak bangsa asing.

*Didin Hafidhuddin., Op.Cit., hlm. 64.
1007hid., hlm. 64-65.

1011hid., hlm 65.

192Tun Kelana Jaya, Op.Cit., hIm. 19-20.

Bab 4 Implementasi Zakat dalam Syariah Islam 41



2.

3.

42

Asas Domisili disebut juga asas tempat tinggal bagi wajib pajak per-
seorangan dan asas tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Perundang-
undangan pajak Indonesia yang menerapkan asas domisili ini adalah
pajak penghasilan dengan wajib pajak dalam negeri. Asas sumber lebih
menekankan sumber di mana objek pajak diperoleh. Dalam PPh 1984,
dengan menerapkan asas ini, pengenaan pajak diperoleh dari Indonesia,
meskipun yang memperoleh itu bukan rakyat Indonesia atau mereka
yang tidak bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia. Mereka yang
dikenakan pajak penghasilan atas sumber ini, dalam UU PPh 1984, disebut
wajib Pajak Luar Negeri, yaitu pengenaannya dengan cara memotong
penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Sementara itu, Asas Nasionalis
yaitu asas yang menitikberatkan pada status kewarganegaraan. Dasar
pengenaan pajak bisa dipungut atas perorangan dan atas badan.

Jenis pajak dibagi dua, yaitu: pajak yang dipungut Pemerintah Pusat
dan pajak yang dipungut Pemerintah Daerah (Daerah tingkat I dan II).
Pajak yang dipungut Pemerintah Pusat meliputi: (1) Pajak Penghasilan
(PPh); (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPn BM); (3) Bea Materai; (4) Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB); (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; (6) Cukai;
(7) Bea Masuk; (8) Pajak Ekspor. Pajak yang dipungut Pemerintah
Daerah tingkat I meliputi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak
yang dipungut Pemerintah Daerah tingkat II meliputi: pajak hewan,
pajak pembangunan, pajak radio, pajak pertunjukan dan keramaian
umum, pajak reklame, pajak anjing, pajak penjualan minuman yang
mengandung alkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak pendaftaran
perusahaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan
jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C,
pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Tarif Pajak; secara garis besar, perpajakan mengenal 4 jenis tarif, yaitu:
(1) Tarif Progresif, (2) Tarif Degresif, (3) Tarif Profesional, (4) Tarif tetap.

a. Tarif Progresif : adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya
semakin tinggi pula persentasenya, sehingga menghasilkan jumlah
beban pajak yang jauh lebih tinggi. Contoh: tarif pajak penghasilan,
terhadap penghasilan kena pajak melebihi Rp 25 juta per tahun
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ditetapkan tarif 10% terhadap penghasilan di atas Rp 25 juta sampai
dengan Rp 50 juta per tahun, maka tarifnya sebesar 15% dan di atas
Rp 50 juta per tahun tarifnya sebesar 30%.

b. Tarif Degresif: Tarif Degresif merupakan kebalikan dari tarif
progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaannya, yaitu semakin
tinggi dasar pengenaannya, semakin rendah persentase tarifnya,
sampai saat ini, di Indonesia belum pernah ada penetapan tarif
semacam ini.

c. Tarif Profesional: yaitu tarif pajak yang semakin tinggi dasar penge-
naannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang. Contoh
tarif pajak penjualan barang mewah (PPn BM) mobil sedan sebesar
35% x Rp 60 juta = Rp 21 juta. Dengan demikian, tingkat harga
jual mobil tersebut menjadi lebih tinggi 100%, sehingga besarnya
beban pajak juga meningkat 100%.

Antara Pajak dan Zakat dalam Islam

Dalam rangka mencukupi kebutuhan negara dan memenuhi tuntunan
pembangunan, Islam telah menetapkan berbagai sumber pendapatan.
Salah satunya adalah dharibah,'® dharibah berbeda dengan istilah pajak
yang sekarang umumnya dipahami. Dharibah tersebut dipungut dari sisa
nafkah (kebutuhan hidup) warga (masyarakat), serta dari harta orang kaya,
menurut ketentuan syariat Islam. Namun demikian, pajak dipungut semata
berdasarkan standar cukup atau tidaknya harta yang ada di dalam Baitul
Mal untuk memenubhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, sehingga pajak
tersebut dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. Dalam hal
ini antara zakat dan pajak tidak mungkin secara mutlak dianggap sama,
meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa hal terdapat beberapa
persamaan di antara keduanya.'*

1%Dharibah didefinisikan sebagai salah satu harta atau kekayaan yang dipungut
oleh pemerintah dari kaum muslimin kala negara dalam keadaan krisis atau terjepit.
Pemungutannya pun hanya dilakukan sewaktu-waktu (temporal). Misalnya ketika
terjadi bencana alam, kelaparan, atau untuk membiayai keperluan negara seperti urusan
jihad serta membangun sarana-sarana sosial umum. Oleh karena itu, pemerintah tidak
dibenarkan mengambil pungutan ilegal.

104Zakat bertujuan dalam rangka menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan
ketenteraman. Demikian juga pajak, dalam beberapa tujuan hampir sama terutama dalam
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Pajak konvensional, sebagaimana yang berlaku saat ini pada hakikatnya
tidak disebutkan dalam syariat. Oleh sebab itu, jangan diidentikkan zakat
dengan pajak, karena keduanya memang berbeda secara prinsipil. Bilapun
kaum Muslim hendak menggunakan istilah pajak maka hal itu harus dalam
pengertian dharibah.'%°

Dalam hal itu, zakat merupakan sarana yang efektif untuk mengakhiri
atau menghapuskan kelebihan yang tidak perlu atas harta tersimpan di
dalam masyarakat Islam. Selain merealisasikan keadilan sosial, zakat telah
memberikan keadilan sosial, zakat telah memberikan sumbangan khusus
yang tidak ada bandingannya dengan sistem ekonomi lainnya, di masa lalu
maupun di masa sekarang. Zakat merupakan aturan yang tak kenal kompromi
terhadap penyimpanan harta. Alasannya, harta yang tersimpan merupakan
masalah pertama yang menyebabkan dikenakannya zakat. Sesungguhnya,
tidak ada sistem sekuler kapitalis yang mampu mengatasi masalah harta
tersimpan secara efektif seperti yang dilakukan oleh Islam. Masalahnya,
dalam sistem ini, harta yang tersimpan dapat dikenakan pungutan hanya
atas kerja sama dengan orang yang menimbun harta itu, dan tidak ada alasan
mengapa para pemimpin harta itu harus bekerja sama dengan pemungut
pajak terhadap harta kesayangannya itu. Dalam Islam, adanya rasa takut
kepada Allah dan hari pembalasan cukup memberikan dorongan/motivasi
bagi penimbun harta itu untuk bekerja sama dengan pungutan zakat terhadap
hartanya sendiri. Hampir tidak mungkin bagi seorang Muslim untuk tidak
menggali harta yang ditimbun setelah membaca ayat Al-Qur’an sebagai
berikut:1

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka

pembiayaan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Lihat dalam buku
Zakat Dalam Perekonomian Modern, karya DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. (Jakarta:
Gema Insani Press, 2002), Cet. I, hlm. 55-56.

105Seseorang yang mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai anggota masyarakat
dan negara di mana ia hidup; dalam lapangan ekonomi, seseorang membayar pajak,
yang dalam hal ini pemerintah membagi kembali di dalam kepentingan-kepentingan
kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya berbuatlah yang terbaik untuk kepentingan
umat supaya Nampak kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat (QS Al-Hajj [22]:77).

106 ebih lanjut perhatikan keterangan DR. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Taraki
dalam Tafsir Al-Muyassar, (Ttp.: Robithoh al-Alam Islami, tt), hlm. 192.
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Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka

(lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu. (QS At-Taubah [9]: 34-35)

Sementara itu, objek-objek zakat dan pembelanjaannya telah ditentukan
dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan
kepada selain delapan ashnaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-
Taubah [9]: 60).

Selain untuk yang delapan ashnaf tersebut sama sekali tidak boleh diberi
zakat, termasuk tidak boleh diberikan untuk urusan perekonomian negara,
sekalipun satu dari delapan ashnaf tersebut tidak ditemukan, maka zakat
tidak boleh diberikan untuk yang lain dan tetap disimpan dalam kas Baitul
Mal hingga ada kebutuhan untuk dibagikan kepada delapan ashnaf tersebut.

Dalam hal ini, zakat bukan pajak, tetapi merupakan suatu bentuk ibadah
terpenting kedua setelah mendirikan shalat. Oleh karena itu, zakat tidak
ditentukan berdasarkan prinsip perpajakan. Ciri dan tujuannya sama sekali
berbeda dengan ciri dan tujuan pajak. Oleh karena itu, keliru apabila menilai
sistem zakat dengan dasar yang sama ketika kita menilai pajak, karena zakat
tidak memenubhi prinsip perpajakan.!?’

Menurut prinsip persamaan, setiap warga negara harus menyumbang
negara sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan pendapatannya.!®
Orang-orang miskin tidak dipungut zakat; selanjutnya pungutan tersebut
dapat digunakan untuk membantu golongan yang delapan ashnaf tersebut,
sedangkan orang kaya wajib memberikan manfaat dari zakat tersebut,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, zakat dapat
mempraktikkan prinsip persamaan secara lebih adil.'®’

W7Adam Smith menyebutkan empat asas perpajakan, yaitu: 1) persamaan, 2)
kepastian, 3) keselarasan, dan 4) ekonomi (Tun Kelana Jaya), Op.Cit., hlm. 22-23.

1%Dalam pengertian ini terkandung nilai-nilai mashlahah (kemaslahatan).

19Q8 At-Taubah (9): 60 dan Al-Mumtahanah (60): 8.
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Zakat, memenuhi kepastian karena zakat tidak boleh diubah oleh
manusia di mana pun dan sampai kapan pun. Waktu, prinsip, dan jumlah
pembayarannya diketahui dengan jelas oleh orang yang berkepentingan.
Zakat tidak boleh diubah atau dimodifikasi dengan suatu aturan apa pun.

Dalam hubungan ini, zakat mempunyai segala ketetapan yang diperlukan
oleh pembayarnya. Dalam hasil bumi, zakat dipungut pada saat panen dalam
bentuk hasil panen. Namun demikian, zakat ini dapat dibayarkan dalam
bentuk apa pun jika petani mau melakukannya. Dalam hal lain, zakat juga
dipungut pada saat yang terbaik dan menggunakan cara-cara yang paling
sesuai pembayarannya. Zakat dipungut baik dalam bentuk uang tunai
maupun bentuk benda yang lain bergantung pada ciri perdagangan atau
harta-harta yang dimiliki dan yang sesuai bagi pembayar zakat. Demikian
pula, yang menjadi objek zakat hanya individu, bukan badan/perusahaan,
karena yang akan dihisab oleh Allah nanti adalah manusia bukan badan/
perusahaan.!®

Struktur pajak berbeda dengan zakat dan tak ada kelayakan untuk
dipersamakan. Sudah sepatutnya kaum Muslim bersedia menggali sedalam-
dalamnya setiap aspek hukum Islam, dibarengi dengan keyakinan bahwa
aturan-aturan Allah adalah yang terbaik bagi manusia. Selanjutnya, setiap
Muslim dituntut ketundukan dan kepatuhan secara total pada semua
ketentuan Allah Swt. komitmen iman adalah komitmen kepatuhan. Tiada
sejengkal pun jarak antara keduanya.'!!

Oleh sebab itu, dalam pandangan Tun Kelana Jaya seorang pengamat
Ekonomi Islam (2002: 23) pajak dalam pengertian sistem sekuler kapitalis
dipungut berdasarkan pandangan materi belaka dan aturannya dibuat
oleh manusia yang banyak mengandung kelemahan. Akibatnya dalam

110Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa,
sehingga selayaknya kita berlomba-lomba menunaikan tanggung jawab ini secepat
mungkin. Lihat QS Al-Maidah (5): 48.

"Menurut DR. K. H. Didin Hafidhuddin, bahwa zakat dan pajak itu dalam beberapa
segi ada kemiripan, namun pada sisi-sisi yang lain memiliki berbagai perbedaan yang
sangat mendasar. Oleh karena itu, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara
mutlak. Eksistensi zakat bersifat abadi, sementara keberadaan pajak sangat ditentukan
oleh k ebijakan pemerintah. Demikian juga zakat hanya diwajibkan kepada kaum
muslimin yang memenuhi persyaratan objek dan sumber zakat; sedangkan pajak berlaku
pada setiap warga negara dengan tidak membeda-bedakan agama yang dianutnya (Didin
Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 60).
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pelaksanaannya, pasti ada berbagai perubahan demi tercapainya keadilan
yang tidak pernah akan tercapai. Sebaliknya, zakat dipungut atas dasar
akidah Islam buatan Allah Swt. Sang Pencipta, yang di dalamnya pasti
akan mendatangkan keadilan serta kemaslahatan karena Allah yang paling
mengetahui hakikat manusia dalam menjalankan kehidupannya.!!?

Dengan paparan di atas, nyatalah perbedaan zakat dengan pajak. Sedangkan
persamaannya adalah sama-sama dipungut dari rakyat (masyarakat), dan
merupakan sarana pemberdayaan harta. Pajak dipungut dari masyarakat secara
umum (tidak memandang agama), sedangkan zakat dipungut dari orang-orang
Islam yang sudah memenubhi syarat.

2Tun Kelana Jaya, Op.Cit, hlm. 23.
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PEMBIAYAAN DAN PEMBELANJAAN
NEGARA VERSI SYARIAH

alam Al-Qur’an (9:60) telah menentukan prinsip-prinsip yang
mengatur budget pembiayaan negara di dalam Islam, Allah berfirman:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]:
60).113

Kata shadaqah ada sebagian pendapat yang menerjemahkannya sebagai
pajak negara atas orang-orang Islam, dan merupakan suatu sinonim
zakat, menunjukkan semua pajak yang dibayar orang-orang Islam kepada
pemerintah mereka, di dalam waktu-waktu biasa, apakah atas pertanian,
pertambangan, perdagangan, industri, kelompok-kelompok binatang yang
digembalakan, tabungan-tabungan atau pokok-pokok lain. Ini mengecualikan
pajak-pajak darurat yang diletakkan di dalam waktu-waktu luar biasa,
pendapatan-pendapatan yang dibebankan atas orang-orang non-Muslim,

13QS At-Taubah (9): 60. Delapan pokok pembelanjaan ini yang secara praktis
menutup semua kebutuhan suatu masyarakat, memerlukan keterangan untuk memung-
kinkan pengertian tujuan mereka yang sesungguhnya dan sasaran pemakaiannya.
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penduduk atau orang-orang asing, dan juga semua kontribusi yang tidak
wajib. Ia tidak menunjukkan sama sekali kepada derma, yang dapat
menjadikan bukan kewajiban maupun pembayaran. Persamaan untuk derma
adalah infagq fi sabilillah dan perbelanjaan di dalam jalan Allah.!'*

Kategori fakir (fugaraa’) dan orang-orang miskin (masaakiin), yang
kedua-duanya hampir sinonim. Menurut suatu perkataan dan praktik
khalifah ‘Umar, fugaraa' adalah orang-orang fakir di antara orang-orang Islam,
dan masaakiin adalah dari antara orang-orang non-Muslim yang bertempat
tinggal di dalam daerah Islam, sebagaimana orang-orang Yahudi, Kristen,
dan sebagainya. Asy-Syafi’i telah berpendapat bahwa kata-kata itu adalah
sinonim secara mutlak, dan bahwa Tuhan, untuk membuat suatu perbekalan
yang dobel. Menurut pengesahan ini, karena masing-masing delapan pokok
di dalam ayat Al-Qur’an ini harus menerima 1/8 dari income negara, orang-
orang fakir akan menerima 2/8. Maka bagaimanapun juga jadinya, kewajiban
pertama negara adalah untuk melihat bahwa tidak ada penghuni negara Islam
yang berkurangan alat penghidupannya: makanan, pakaian, perumahan, dan
sebagainya.!’®

Bagian yang urgen juga berhubungan dengan gaji-gaji para pejabat: para
pengumpul, para akuntan, para pengontrol perbelanjaan, para pemeriksa
buku-buku laporan, dan sebagainya. Jika kebenaran diberitahukan, kategori
ini mengandung seluruh administrasi, sipil, militer dan diplomatik, sebagai-
mana seseorang dapat melihat di dalam ketentuan kategori-kategori para
penerima uang. Ahli sejarah Al-Baladhuri (di dalam bukunya al-Ansab) telah
memelihara dokumen di mana khalifah ‘Umar menuntut dari gubernurnya
di Syria: “Kirimlah kepada kami (ke Madinah) seorang Greek yang ahli, yang boleh
menertibkan laporan-laporan pendapatan-pendapatan kita. ” Kita tidak memerlukan
pengesahan yang lebih baik untuk menyatakan bahwa orang-orang non-
Muslim tidak hanya dapat dipergunakan di dalam administrasi negara Islam,
tetapi juga menjadi penerima-penerima uang sedekah yang dibebankan
semata-mata atas orang-orang Islam.!!¢

14Prof. Dr. Muhammad Hamidullah, Pengantar Studi Islam (terj.), (Jakarta: Bulan
Binatang, 1974), cet. I, hlm. 188.

1151bid., hlm 188-189.

1161hid., hlm. 189.
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Golongan mereka yang hadis artinya didamaikan (dijinakkan) dapat
lebih mudah dimengerti oleh kata-kata modern “pekerjaan rahasia” (secreet
service). Ahli hukum Ya’la al-Farra’berkata, “Adapun mereka yang hatinya
ditaklukkan ada empat macam, yaitu: (1) mereka yang hatinya ditaklukkan
untuk kedatangan mereka guna membantu orang-orang Islam; (2) atau
untuk menjauhkan diri dari mengerjakan kejahatan kepada orang-orang
Islam; (3) untuk mengundang mereka guna memeluk agama Islam; (4)
untuk mengundang melalui mereka kaum-kaum dan keluarga mereka untuk
memeluk agama Islam. Merupakan suatu kebolehan untuk membelanjakan
atas masing-masing dan setiap dari mereka apakah mereka itu orang-orang
Islam atau orang-orang polytheist."!”

Dengan kata-kata “memerdekakan para hamba,”seseorang telah selalu
mengerti dua macam pembelanjaan, yaitu pembebasan budak-budak, dan
penebusan para tawanan perang di tangan musuh. Menurut hukum Islam,
tiap-tiap budak mempunyai hak untuk membeli kebebasannya dengan
membayar nilainya kepada tuannya; dan untuk memperoleh jumlah yang
perlu, dia boleh memaksa tuannya untuk memberi dia fasilitas-fasilitas
untuk bekerja, dan semenjak waktu ini dia tidak perlu melayani tuannya;
apalagi, sebagaimana kita baru saja melihat, adalah kewajiban pemerintah
untuk memperuntukkan tiap-tiap tahun di dalam budget sejumlah tertentu
untuk membantu budak-budak untuk membeli kemerdekaan mereka.
Suatu dokumen dari masalah khalifah Bani Umaiyah, Umar bin Abdil Ais
berkata, bahwa pembayaran penebusan-penebusan oleh Pemerintah Islam
memasukkan pembebasan juga penduduk non-Muslim yang harus dijadikan
tawanan-tawanan oleh musuh.!'®

Golongan mereka yang dibebani utang yang berat, menurut praktik masa-
masa dahulu, mempunyai seluruh bagian-bagian penggunaan: seseorang
telah menolong mereka yang menderita bencana-bencana sebagaimana banjir,
gempa bumi, dan sebagainya. Ini tidak menunjuk kepada orang fakir, yang
telah disebut di dalam permulaan ayat, tetapi kepada orang berada yang telah
menderita keadaan-keadaan luar biasa, di luar kekuasaan mereka. Khalifah
‘Umar telah memulai suatu bagian khusus di dalam Perbendaharaan Negara
(Public Treasury), untuk meminjamkan uang, bebas dari bunga, kepada mereka

7Pendapat ini sangat bersesuaian dengan firman Allah dalam QS Al-Mumtahanah
(60): 8. Ibid.
1187hid., hlm. 190.
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yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan temporer dan telah menyediakan
jaminan-jaminan yang perlu untuk pembayaran. Khalifah sendiri telah
minta pertolongan padanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Ia
berkelanjutan tanpa perkataan bahwa “nasionalisasi” pinjaman tanpa bunga
adalah penyerta yang perlu dari larangan bunga di dalam Islam.!"®

Pemerintahan pembelanjaan negara adalah untuk suatu macam tang-
gungan sosial. Jika seseorang telah didapatkan bersalah dari pembunuhan
yang tidak disengaja dan tidak mampu untuk membayar uang tebusan (diat)
yang disyaratkan oleh hukum, maka dalam kondisi ini pemerintah memberi
pertolongannya di bawah tangan budget itu, sebagaimana dibuktikan oleh
bermacam-macam persoalan dari praktik Nabi. Pernyataan ibnusabil di dalam
terminologi Islam, menunjukkan di dalam percontohan pertama kali kepada
pertahanan militer dan pembelanjaan untuk personel, perlengkapan, dan
sebagainya. Tetapi istilah ini sesungguhnya berkenaan dengan semua macam
pekerjaan dermawan, sebagaimana menolong para mahasiswa, ibnu al-sabil,
dan bantuan-bantuan di dalam sarana-sarana keagamaan sebagaimana
pembangunan meajid-masjid, dan sebagainya.!*

Dalam kaitan lain dengan perhubungan dan perjalanan turis di dalam
suatu pengertian yang luas: pembangunan jembatan-jembatan, jalan-jalan,
hotel-hotel (tempat-tempat penginapan), restoran-restoran, keamanan dalam
perjalanan (termasuk kepolisian), pengaturan kesehatan, pengangkutan
para pelancong, termasuk untuk membantu menerima tamu kepada mereka
tanpa biaya dan di dalam pertimbangan kepada jalan yang tersedia. Dahulu
kesukaan menerima tamu semacam itu telah ditentukan untuk tiga hari pada
tiap-tiap tempat untuk tinggal.'?!

9Khalifah juga pernah meminjamkan uang negara kepada para pedagang untuk
waktu-waktu tertentu, dan perbendaharaan bersekutu dengan mereka di dalam suatu
persentase dari hasil perdagangan mereka, bersekutu tidak hanya di dalam keuntungan,
tetapi juga di dalam kerugian. Inilah di antara bentuk kepedulian khalifah kepada
rakyatnya. (Ibid. hlm. 191). Rasulullah Saw.bersabda: “Fa ‘alatkum bisunnati wa sunnatil
khulafa’ al-Rasyidin al-mahdiyyin mimba’di. (hadis shahih ini telah di-takhrij di dalam kitab
AlTrwa).

120Muhammad Hamidullah, Ibid, hlm. 191.

1211bid. Dalam sistem kebijakan pemerintahan Islam begitu lengkap dan mengandung
kebaikan demi kemashlahatan rakyat (warga negara pribumi) dan para turis (warga
negara asing). Hal ini sebagai bukti bahwa keberadaan agama Islam merupakan rahmat
bagi alam semesta. (QS Al-Anbiya [21]: 107).
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Eksistensi dan Urgensi Tenaga Manusia (Pekerja)

Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa amal yang diberi pahala oleh
Allah hanyalah yang dikerjakan dengan niat mencari keridaan Allah Swt.!??
kemudian keikhlasan berdoa kepada Allah jangan hanya pada saat kesulitan
atau waktu terjadi kesusahan, melainkan juga dalam masa senang, bahagia
dan lapang. Oleh karenanya pujian dan terima kasih manusia jangan
sampai menjadi tujuan atau mempengaruhi tujuan akhir. Dengan demikian,
keikhlasan dalam bekerja biasanya dapat dibuktikan dengan bekerja maksimal
yang insya Allah akan menghasilkan baik.'?*

Yang termasuk sumber ekonomi dalam bagian pekerjaan manusia adalah
bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan, ketiga hal ini meng-
hasilkan produksi tidak lain karena bantuan tenaga manusia. Manusialah
yang bercocok tanam di lahan pertanian. Manusialah yang membuat berbagai
peralatan pabrik. Dan manusialah yang melakukan transaksi jual-beli. Oleh
karena itu, tenaga manusia merupakan sumber yang penting di antara
sumber-sumber kekayaan. Meskipun tenaga manusia dalam pertanian
merupakan suatu keharusan, namun ia bukan bagian dari pertanian. Begitu
juga halnya dengan perindustrian dan perdagangan, meskipun pada keduanya
tenaga manusia harus ada, tetapi tenaga manusia bukan bagian keduanya,
namun tenaga manusia merupakan sumber ekonomi lainnya.!**

Tenaga manusia adalah aktivitas yang dilakukan manusia, baik ber-
hubungan dengan akal atau dengan fisik. Karenanya, orang yang melakukan
pekerjaan (amal) dikatakan pekerja (amil). Hanya saja jika tenaga yang
digunakan tersebut untuk memproduksi barang-barang bagi dirinya
sendiri, maka tidak membutuhkan pembahasan. Sebab sebesar apa pun
hasil produksinya maka menjadi milik sendiri, dan sebesar apa pun tenaga
yang dikerahkannya, tetapi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak
didapatkan masalah yang membutuhkan solusi yang memerlukan hukum-
hukum tertentu baginya.'*®

12Q)S Al-Bayyinah (98): 5, 11, dan Al-Bagarah (2): 272.

123H. Fachruddin Hs., Ensiklopedia Al-Qur’an (Jakarta: PT Rineka Cipta, 199), cet. ,
Jilid I1, hlm. 516-517.

2¢Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hadis hlm. 139.

1251bid.
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Namun, jika tenaga yang digunakan tersebut untuk memproduksi
barang bagi orang lain dengan kompensasi upah, maka ini membutuhkan
pembahasan. Sebab, didapatkan berbagai masalah yang membutuhkan
solusi, sehingga memerlukan hukum-hukum tertentu baginya. Oleh karena
itu, pembahasan tenaga manusia sebagai sumber di antara sumber-sumber
kekayaan yang memerlukan solusi hanya meliputi tenaga dari para pekerja
yang disewa (ajir) saja. Maka tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa ia
merupakan pembahasan tentang ummal (para pekeja), sebab amil (pekerja)
adalah setiap orang yang bekerja. Sebutan amil umum untuk setiap orang
yang bekerja, termasuk orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, dan orang
yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah (gaji/reward).
Orang yang bekerja untuk dirinya sendiri tidak termasuk dalam pembahasan,
namun yang termasuk dalam pembahasan hanyalah orang yang bekerja
untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Maka lebih cermat dikatakan
ujara’ (orang-orang yang dikontrak tenaganya), dan tidak dikatakan ummal
(orang-orang yang bekerja), sebab pembahasan di sini adalah pembahasan
ujara’, bukan pembahasan ummal.'?°

Ajir (pekerja) adalah setiap manusia yang bekerja dengan mendapatkan
upah, baik pihak yang mengontrak (mustajir) itu individu, jamaah, atau
negara. Pegawai negeri adalah ajir, pegawai jamaah seperti perseroan adalah
ajir, dan pegawai individu adalah gjir. Sehingga buruh tani, pekerja pabrik,
pembantu rumah, akuntan, dan makelar jual-beli semuanya adalah ajir. Upah
(ujirah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan
yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, sebab semua itu
adalah mal (harta). Mengingat definisi harta adalah setiap sesuatu yang dapat
disimpan untuk kekayaan, yakni setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.!?’

Dalam kompensasi bentuk uang itu dijadikan sebagai standar nilai
barang dan nilai manfaat tenaga, yang berarti satu dalam dua perkara (two
in one), tetapi itu hanya sebagai standar saja. Standar ini dilihat dari aspek
jenis, bukan dari aspek jumlah. Eksistensinya sebagai standar bagi nilai
barang dan nilai manfaat tenaga tidak membentuk ikatan langsung di antara
keduanya, dan tidak menjadikan salah satunya tergantung secara langsung
antara jual beli dan sewa, selain eksistensi keduanya sebagai transaksi yang

1267bid., hlm. 140
27Tbid.
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dijalankan individu di antara individu-individu manusia. Transaksi sewa
tidak tergantung pada transaksi jual beli, dan upah tidak tergantung dengan
harga.!*®

Ketentuan Tentang Penggajian

Istilah penggajian hampir semakna dengan kata al-ajar, al-ujroh, atau al-
ijaroh yang berarti upah, atau iwadl (kompensasi). Al-Ijaroh, merupakan kata
yang dikhususkan pada kompensasi dari manusia. Sedangkan kompensasi
dari Allah sebagai balasan atas ketaatan hamba-Nya dinamakan al-ajar atau
al-tsawab.'®

Rasulullah Saw. mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan
upah pada pekerja supaya jangan memperlambat dalam penggajian.!*°
Gaji merupakan pengganti tenaga. Tenaga ini tidak selalu menghasilkan
harta, terkadang menghasilkan harta dan terkadang tidak. Sebab manfaat
tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat-manfaat lain
seperti harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian,
atau perdagangan akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang
diberikan dokter, insinyur, pengacara dan profesi yang sejenisnya tidak selalu
menghasilkan harta.’®!

Dalam kajian ekonomi, ajir dibangun berdasarkan pengetahuan
mengenai pijakan yang menjadi dasar penentuan gaji ajir. Dengan dasar ini
dibangun hukum-hukum yang berkaitan dengan pengontrakan ajir. Untuk
mengetahui dasar ini harus mengetahui realitasnya akan menjadi jelas
pijakan yang menjadi dasar penentuan gaji ajir. Oleh karenanya antara ajir
dan musta ’jir'*? harus ada kesepakatan tentang penggajian.

1280]eh karena itu, penentuan upah tidak sama dengan penentuan harga, serta tidak
ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sebab harga pengganti harta yaitu
pertukaran harta dengan harta, baik harta itu diukur dengan nilai atau dengan harga
(Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit, hlm. 141).

129prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A., (Op.Cit., hlm. 62) mengutip dari Muhammad
Rawwas Qal-Ajy, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, (Beirut: Dar al-Nafais, 1985), hlm. 42.

130Nabi Muhammad Saw., bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering
keringatnya” (A’thul ajiiroqobla an yajiffa ‘araquhu) HR Ibnu ‘Umar r.a.

BIAbdurrahman al-Maliki, Op.Cit.

B2Musta’jir adalah orang yang memberi upah.
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Menurut Abdurrahman al-Maliki,'** perbedaan makna jual-beli dengan
ijaroh serta harga dengan upah tersebut tidak berarti tidak adanya hubungan
antara keduanya sama sekali. Perbedaan tersebut maknanya adalah agar
transaksi ijaroh tidak dibangun berdasarkan transaksi jual beli, demikian
pula sebaliknya, transaksi jjaroh. Sehingga harga tidak dibangun berdasarkan
ketentuan upah, demikian sebaliknya, upah tidak ditentukan berdasarkan
perkiraan harga. Sebab, mendasarkan penentuan salah satu di antara
keduanya dihasilkan oleh seorang ajir ditentukan berdasarkan upah yang
dituntut olehnya. Padahal harga barang-barang seharusnya diputuskan oleh
seorang musta jir (pemilik barang yang mempekerjakan ajir), dan bukan oleh
ajir (pekerja yang tenaganya dikontrak untuk memproduksi barang).

Masih dalam pandangan Abdurrahman al-Maliki, bahwa apabila
penentuan harga-harga tersebut dikaitkan dengan seorang ajir, maka hal
itu akan menyebabkan kesewenang-wenangan seorang musta jir, terhadap
seorang ajir, di mana dia akan bisa menaikkan dan menurunkan upah dengan
seenaknya, dengan alasan naik turunnya harga. Cara semacam ini tidak
diperbolehkan, sebab upah seorang gjir itu merupakan kompensasi dari
manfaat pekerjaannya, yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasaran
umum terhadap manfaat itu. Oleh karena itu, upah seorang gjir tidak boleh
dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkannya.'**

Dengan demikian, tidak berpengaruh turunnya harga-harga barang
yang dihasilkan seorang ajir, akan menyebabkan ruginya seorang musta jir.
Tidak dapat dikatakan demikian, karena hal ini dalam jangka pendek jelas
merupakan tindakan sewenang-wenang. Sebab, terkadang di bulan ini
harga-harga barang turun disebabkan banyaknya penawaran (supply) dan di
bulan berikutnya harga barang naik disebabkan sedikitnya penawaran. Jika
seorang musta jir menaikkan atau menurunkah upah gjir, berarti dia membuat
ketentuan upah semaunya, dengan alasan naik turunnya harga-harga barang.
Dengan demikian, menjadikan gjir benar-benar tergantung pada belas kasih
musta’jir. Dan ini berarti kesewenang-wenangan.!*

133Ljhat dalam buku Politik Ekonomi Islam, dalam bahasan Dasar Pijakan Penentuan
Gaji (Bangil Al-Izzah, 2001), cet. I, hm. 143.

34bid.

13Pemerintah seharusnya berupa menjadi penengah dalam penentuan Upah
Minimum Regional (UMR) dalam rangka keadilan. Dalam kajian lihat Ibid., hadis hlm.
143-150.
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Perlu dipahami, membangun transaksi ijaroh berdasarkan transaksi
jual-beli dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi ijaroh
akan menyebabkan penentuan harga-harga kebutuhan didasarkan pada upah
seorang ajir. Padahal, penentuan harga-harga kebutuhan tersebut seharusnya
ditentukan berdasarkan kesejahteraan seorang ajir, maka akan menyebabkan
kesejahteraan seorang ajir, yakni biaya kesejahteraan seorang ajir berada di
tangan musta’jir, di mana musta’jir-lah yang menjamin kesejahteraan setiap
orang adalah bagian dari pelayanan terhadap urusan rakyat yang berada di
tangan negara, bukan di tangan musta’jir yang bersangkutan.!¢

Menurut orang-orang sosialis, kaidah dalam memberikan upah seorang
ajir, yaitu: “Min kullin hasba quwwatihi ay qudrotihi walikullin bi nisbati ‘amalihi”,
ajir artinya: “Bagi masing-masing (pekerjaan) sesuai kemampuan atau
kesanggupannya, dan bagi masing-masing (memperoleh bagian) sesuai
kerjanya.” Yakni, sesuai yang dihasilkan. Mereka melakukan semua itu,
karena mereka membangun transaksi ijaroh berdasarkan transaksi jual-beli,
sehingga mereka memberikan (upah) pekerja sesuai yang dihasilkannya.
Dalam keadaan apa pun cara seperti ini tetap merupakan kezaliman, sebab
jika hasilnya sedikit karena turunnya harga-harga barang yang dihasilkannya
di pasar, maka sesungguhnya itu kezaliman terhadap ajir, mengingat upah
yang diperolehnya tidak sampai pada batas minimum kesejahteraannya,
sehingga dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya. Jika hasilnya banyak
sebab tingginya harga barang-barang yang dihasilkannya di pasar, maka
sesungguhnya itu kezaliman terhadap musta’jir, karena dia telah memberikan
profitnya kepada ajir, padahal ajir tidak berhak atas profit itu.'*

Sebagai bahan perbandingan, transaksi jual-beli itu berlangsung
dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga,
pengontrakan manfaat tenaga berlangsung dengan kerelaan ajir dan musta’jir.
Jika keduanya telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah
disebutkan, maka keduanya terikat dengan upah tersebut.!*

136Bahkan, mengaitkan antara kesejahteraan seorang gjir dengan hasil kerjanya
itu tidak diperbolehkan. Sebab, kadangkala seorang gjir itu secara fitrah lemah, dan
hadisnya sanggup menghasilkan sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhannya.

B7Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 147.

133Menurut penulis, prinsip ini menunjukkan atas pemahaman kerelaan yang akan
menimbulkan keharmonisan antara ajir dan musta’jir.
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Dalam istilah fikih, al-ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
pemilikan atas barang tersebut. Tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan
atas barang tersebut.’® Syariat Islam dalam menentukan upah seorang ajir
menggunakan dasar ini.'*® Para fugaha telah mendefinisikan ijaroh sebagai
transaksi terhadap manfaat (jasa) tertentu dengan suatu kompensasi.
Mereka menjadikan transaksi tergantung pada manfaat, dan menjadikan
kompetensi sebanding dengan manfaat (jasa), artinya menjadikan jasa
sebagai dasar dalam menentukan upah. Para fuqaha mengadakan bahwa
transaksi fjaroh adalah ajir sebagai transaksi terhadap manfaat (jasa) tertentu
dengan suatu kompensasi. Mereka menjadikan transaksi tergantung pada
manfaat, dan menjadikan kompensasi sebanding dengan manfaat (jasa),
artinya menjadikan jasa sebagai dasar dalam menentukan upah. Para fuqaha
mengadakan bahwa transaksi ijaroh adalah ajir memberikan manfaat kepada
musta’jir sedangkan musta’jir yang memberikan harta kepada gjir, Allah Swt.
berfirman:

“Apabila mereka (wanita-wanita) menyusui (anak) kalian, maka berikanlah
kepada mereka upah-upahnya. 14!

Dalam firman Allah itu menjadikan pemberian upah sebagai kompensasi
atas menyusui. Nabi Saw. bersabda: Allah Swt. berfirman dalam Hadis Qudsi
yang artinya:

“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah
memberikan (bai ‘at kepada khalifah) karena Aku lalu berkhianat: dan orang yang
menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil)
penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut
menunaikan pekerjaannya sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya. ’*?

139Prof. K.H.A. WAhab Afif, M.A., Op.Cit., hlm. 62-63. Dalam pemahaman ini al-
ijaroh dapat dipraktikkan dalam sewa-menyewa, rental, atau dalam hak guna jasa. Untuk
selanjutnya lihat Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid I1I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. VIII,
hlm. 183.

“0Dasar ridlo sama ridlo (prinsip ‘an tarodlin), kemudian dengan memperhatikan
kesejahteraan pihak ajir sesuai dengan UMR dan kelayakan hidup. Hal ini digiyaskan
dengan prinsip jual-beli, “Innamal bai’u ‘an taradlin” (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

41QS Ath-Thalaq: 6.

12HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjadi-
kan pemenuhan manfaat (jasa) sebagai keharusan mendapatkan upah, sehingga manfaat
sebagai dasar dalam menentukan upah. Transaksi dalam mengontrak gjir, adakalanya
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Oleh karenanya, apabila transaksi itu untuk manfaat pekerjaan, maka
yang terikat dengan transaksi itu adalah manfaat yang dihasilkan dari
pekerjaan tersebut, seperti mengontrak orang-orang yang memiliki keahlian
tertentu, semisal mengontrak tukang semir, pandai besi, tukang kayu,
insinyur, dokter dan pengacara. Dan jika transaksi itu dimaksudkan untuk
mendapatkan manfaat orangnya, maka yang terikat dengan transaksi itu
adalah manfaat orangnya secara langsung, seperti mengontrak pelayan dan
tukang kebun. Dalam dua keadaan ini harus terdapat upah yang jelas. Sebab
Rasulullah Saw., bersabda: “Man kaana yu minu billahi wal yaumil akhir falaa
yasta’ milanna ajjiron hatta yu limahu ajrohu” (Siapa saja yang beriman kepada
Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mempekerjakan seorang ajir, sampai
dia memberitahukan upahnya).!*?

Dalam keterangan riwayat Ibnu ‘Abbas, “Annannabiyaa Saw., ithtajama wa
a 'tho al-hijaama ajrohu” (Bahwa Nabi Saw., berbekam dan beliau memberikan
upah kepada tukang bekam).'*

Itulah beberapa keterangan tentang pentingnya penggajian dalam
perspektif syariah Islam.

Perlu diketahui, upah yang telah ditentukan bagi seorang ajir, baik dia
sebagai pegawai di pemerintah, akuntan di perusahaan, atau pekerja di
pabrik merupakan upah yang ditentukan masa tertentu, harian, bulanan,
atau tahunan. Akadnya diperbarui lagi setelah habis masanya. Namun,
ajir dan musta’jir wajib terikat dengan upah yang telah ditentukan selama
masa kontraknya. Jika telah habis masa kontraknya, maka masing-masing
memperbarui transaksi ijaroh dengan upah baru, bukan yang pertama. Jika
keduanya tidak melakukan, maka transaksi ijaroh diperbarui dengan tetap
pada upah yang pertama.!*

untuk mendapatkan manfaat pekerjaan yang dikerjakan ajir, dan adakalanya untuk
mendapatkan manfaat gjir (tenaga) itu sendiri (Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit, hlm. 149).

“SHadis yang semakna diriwayatkan oleh An-Nasa’i dari Abi Sa’id. Perlu dipahami,
apabila musta’jir dan ajir tidak menyebutkan upah tertentu, lalu berselisih tentang upah
tidak menyebutkan upah tertentu, lalu berselisih tentang upah yang disebutkannya,
atau keduanya menyebutkan upah yang belum jelas, seperti seorang mengontrak untuk
menuai tanaman dengan kompensasi dari tanaman tersebut, maka dalam semua keadaan
ini, seorang ajir diberi upah yang sepadan (ajrul mits]) dan diputuskan oleh para ahli.

144Al-Shan’ani, Subulussalam: Syarh Bulugul Maram, Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadis,
1994), him. 115.

145 Apabila musta’jir-nya rela, maka ketika itu ditentukan upah baru yang lebih besar
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Menurut Abdurrahman al-Maliki,'*® kenaikan upah tahunan yang ter-
dapat dalam sistem pemerintahan sekarang merupakan bagian dari sistem
kapitalis. Kenaikan itu hakikatnya adalah penipuan, sebab mereka menen-
tukan kepangkatan pegawai sesuai upahnya. Mereka memberikan pegawai
upah yang kurang, kemudian menaikkannya per tahun. Setelah beberapa
tahun, dia sampai pada akhir kepangkatan ini sehingga dia mendapatkan
upah yang telah ditentukan baginya ketika dia memulai pekerjaan tersebut.
Mereka menganggap kenaikan upah ini sebagai kenaikan upah tahunan.

Sedangkan Islam memberikan kepada para pegawai semua upah yang
menjadi haknya menurut pasar, sejak pertama kali dia memulai pekerjaannya.
Sedikit pun upah itu tidak dikurangi yakni memberi yang lain apa yang
dinamakan dengan posisi istimewa, sehingga tidak ada kenaikan-kenaikan
upah per tahun. Apa yang terjadi dalam Islam, seperti kenaikan-kenaikan
upah bagi para pegawai pemerintahan merupakan transaksi-transaksi lain
untuk transaksi ijaroh yang baru, dan bukanya kenaikan-kenaikan upah
tahunan.'*” Dalam pengertian lain, ajir dan musta’jir dibolehkan berunding
sebelum berakhir masa kontraknya untuk membicarakan upah baru yang
lebih besar daripada upah yang telah berjalan, karena sebab-sebab yang
baru terjadi.'*®

Bekerja terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan dan
terikat dengan hukum-hukum tertentu yang berhubungan dengan cara
mengerjakannya. Artinya, kepemilikan dan bekerja keduanya terikat dengan
transaksi-transaksi yang menghilangkan perselisihan-perselisihan dan hal-
hal yang tidak diinginkan. Secara global transaksi-transaksi ini merupakan
hukum-hukum ijaroh yang mengatur hubungan antara gjir dan musta’jir, di
samping hukum-hukum lain yang menyangkut kehidupan, seperti hukum-

bagi gjir. Begitu juga, musta’jir boleh menaikkan upah gjir ketika memulai masa kontrak
yang baru, ketika gjir rela dengan kenaikan ini. Dengan demikian, ditetapkan upah baru
yang lebih bagi ajir (Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 151).

1451bid., hlm. 151-152.

“Demikian juga halnya dengan para pekerja, upah yang telah ditentukan atas mereka
tidak akan dinaikkan di saat berlangsungnya kontrak, tidak karena lamanya masa dia
bekerja, dan tidak pula karena selain itu. Tetapi mereka mendapatkan upah yang telah
disebutkan saja (Ibid., him. 152).

“$Dalam hal itu, adakalanya karena jumlah upah yang sepadan dengan pekerjaan
mereka telah berubah, karena semakin profesionalnya dalam menjalankan pekerjaannya,
atau karena selain itu. Dan mereka diperlakukan sama persis seperti yang berlaku pada
para pegawai, sebab mereka semua adalah para ajir (Ibid.).
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hukum mengenai nafkah, dan hukum-hukum yang menyangkut pemeliharaan
berbagai urusan (ri’ayatus su’un). Sehingga tidak membutuhkan batasan-
batasan yang mengikat musta’jir atau ajir.'* Bertransaksi membuat syarat
yang dikehendaki, sebab Rasulullah Saw., bersabda: “Al-Muslimuuna ‘inda
syuruuthihim” (Orang-orang muslim itu berada di sisi syaratnya/aqadnya).!*°

Dalam prinsip syariah, menjadikan manfaat (jasa) tenaga sebagai pijakan
dalam menentukan upah serta menjadikan penilaian pasar umum terhadap
tenaga yang dikeluarkan tersebut. Jika kedua orang yang bertransaksi
berselisih dan keduanya wajib terikat dengan apa yang ditentukan pasar
sesuai dengan penilaian para ahli sehingga perselisihan-perselisihan dalam
semua transaksi ijaroh tidak terjadi. Dengan demikian, syara’ memberikan
peluang pada para musta’jir dan gjir untuk mencurahkan tenaganya yang tidak
terbatas dalam berproduksi.!s!

Konsep-konsep Hadhanah Perspektif Jaminan Kebutuhan

Hadhanah diambil dari kata (2> (hadhona) yang berarti berhimpun
dan memelihara atau pemeliharaan.'s> Adapun dalam tulisan ini, yang
dimaksud adalah jaminan (dhamam) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat. Jadi dalam pengertian ini, bukan dalam persoalan mengasuh
anak.'%?

“9Yang menjadi dasar dalam menentukan upah seorang gjir adalah manfaat (jasa)
tenaga yang dicurahkan oleh seorang ajir di pasar umum, dan bukannya tingkat kehidupan
minimum. Oleh karena itu, tidak ada tindakan sewenang-wenang para musta’jir. Seorang
ajir dan pegawai pemerintahan adalah sama. Seorang ajir mendapatkan upahnya sesuai
dengan upah yang ditentukan atas ajir yang sejenis di masyarakat. Jika ajir dan musta’jir
berselisih, maka di sinilah peranan para ahli untuk menentukan upah yang sepadan (ajr al
mitsl). Mereka para ahli dipilih oleh kedua yang berselisih, jika keduanya tidak bersepakat,
maka dipilihlah oleh negara, dan kedua orang yang berselisih itu wajib terikat dengan
apa yang dikatakan para ahli (Ibid., hlm. 155-156).

150Ibid., hlm. 158.

Bbid.

152]brohim Muhammad al-Jamal, Figih Wanita (terj. Anshori Umar), (Semarang: Asy
Syifa’, tt), hlm. 450.

153Dalam pengertian lain, hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti
mendidik dan menjaganya untuk masa-masa balita (kanak-kanak) yang dibutuhkan wanita
pengasuh (Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab (terj. Masykur A.B., et.al).
(Jakarta: Lentera Basritama, 1996), cet. I, hlm. 415.
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Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer dalam Islam
merupakan perkara fundamental dalam politik ekonominya. Politik ekonomi
dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer
per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara
mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya
sesuai kadar kemampuannya. Dengan demikian, jaminan pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan primer merupakan dasar politik ekonomi Islam.!**

Tanggung Jawab Sosial'>

Sesungguhnya risiko-risiko yang menyangkut biaya-biaya besar saja
membentuk objek-objek tanggungan, dan ini berbeda menurut waktu
dan keadaan sosial. Di antara orang-orang Arab pada permulaan Islam,
penyakit-penyakit harian tidak dikenal, dan pemeliharaan kesehatan
(pengobatan) pada praktik-praktik tidak memerlukan biaya sama sekali;
orang rata-rata telah membangun rumah dengan tangannya sendiri. Maka
mudah untuk dimengerti mengapa seseorang kemudian tidak membutuhkan
tanggungan terhadap penyakit, kebakaran, dan sebagainya. Sebaliknya,
tanggungan terhadap tawanan dan pembunuhan adalah suatu kebutuhan
yang sebenarnya. Pada zaman Nabi, segi ini sudah mendapatkan perhatian;
dan ketentuan-ketentuan tertentu telah dibuat yang mempunyai kelonggaran
(elastis) untuk berkembang lebih lanjut dan menyesuaikan dengan keadaan.
Maka di dalam Konstitusi Kota Madinah pada tahun 1 H., tanggungan ini
disebut ma ‘aqil dan hal ini bekerja dengan jalan sebagai berikut: jika seseorang
telah dijadikan tawanan perang oleh sesuatu musuh, pembayaran tebusan
telah diperlukan untuk membeli kebebasannya. Sesamanya, semua kesalahan
badaniah atau pembunuhan jahat telah memerlukan pembayaran kerusakan-

»*Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hIm. 159. Dalam hal ini, berbeda dengan
sosialisme negara, jaminan yang ada tidak lain hanya merupakan solusi terhadap keadaan-
keadaan yang timbul dalam negeri, akibat rusaknya tatanan sistem kapitalis tentang
kepemilikan, upah para pekerja, dan profit yang diraih orang-orang kapitalis. Begitu
juga berbeda dengan sosialisme sejati, di antaranya sosialisme Marxis, jaminan dalam
sistem ini bukanlah jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) bagi
tiap-tiap individu, namun hanyalah usaha menciptakan persamaan kepemilikan. Atau
dengan kata lain, sistem ini melarang memiliki alat-alat produksi, tetapi tidak menjamin
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu (Ibid., hlm. 159-160).

155Dinukil dari pandangan Prof. Dr. Muhammad Hamidullah, Pengantar Studi Islam,
Judul Asli Introduction To Islam, penerjemah Drs. A. Chotib, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), cet. I, hlm. 192-199.
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kerusakan atau diat (uang tebusan). Ini telah sering memperluas cara-cara
seseorang yang berhubungan dengan tawanan atau kejahatan.

Nabi telah mengatur suatu tanggungan atas dasar kebersamaan;
anggota-anggota suatu suku dapat memperhitungkan pada perbendaharaan
pusat suku mereka, di mana tiap-tiap orang menyumbang menurut
kemampuannya; dan jika perbendaharaan suku terbukti tidak mencukupi,
suku-suku lain yang berhubungan atau bertetangga berkewajiban untuk
memberikan bantuan. Suatu hierarki telah diciptakan untuk mengatur unit-
unit keadaan keseluruhan yang komplit. Di Madinah, suku-suku Ansor telah
terkenal baik; Nabi telah memerintahkan bahwa para muhajirin Makkah di
sana yang asalnya dari bermacam-macam suku Makkah, atau mereka adalah
orang-orang Abyssinia, atau orang-orang Arab dari daerah-daerah yang
berbeda-beda, semuanya harus menyusun suatu “suku” baru mereka sendiri,
untuk maksud-maksud tanggungan sosial tersebut.!*

Kemudian di masa Khalifah ‘Umar, kebersamaan atau unit-unit tang-
gungan telah diatur atas dasar pekerjaan-pekerjaan, administrasi-administrasi
sipil atau militer, di mana seseorang telah memiliki daerah-daerah. Kapan
saja diperlukan, pemerintah pusat atau daerah memberi pertolongan kepada
unit-unit, sebagaimana telah kita tentukan di atas ketika membicarakan
perbelanjaan negara.

Tanggungan pada eksistensinya menunjukkan pemetaan kembali beban
seseorang pada sebanyak mungkin, agar supaya meringankan beban masing-
masing. Sebagai ganti persekutuan-persekutuan tanggungan yang kapitalistis,
Islam telah lebih suka mengatur tanggungan atas dasar kebersamaan dan
koperasi, dibantu oleh suatu susunan unit-unit yang memuncak di dalam
pemerintah pusat.

Suatu unit semacam itu dapat mulai dalam perdagangan dengan
pertolongan modal yang tidak digunakan yang tinggal pada pengaturannya,
sehingga kapita diperbesarkan. Suatu waktu mungkin datang, ketika
anggota-anggota suatu unit dapat dibebaskan sepenuhnya dari pembayaran
sumbangan-sumbangan lebih lanjut, dan mungkin juga menerima jumlah-
jumlah sebagai keuntungan-keuntungan perdagangan. Ia berkelanjutan tanpa

1%6Pada zaman berhijrahnya Rasulullah Saw., bersama-sama para sahabatnya dari
Makkah ke Madinah (Yatsrib), kaum Ansor memberi bantuan dan jaminan kepada kaum
Mubhajirin, inilah di antara bukti rasa persaudaraan yang tinggi antar umat Islam saat itu.
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perkataan bahwa unit-unit bantuan bersama ini dapat menanggung semua
macam resiko, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan perjalanan, kebakaran,
hilang di dalam perjalanan, dan seterusnya. la berkelanjutan tanpa perkataan
pula bahwa perusahaan tanggungan mampu di “nasionalkan” untuk semua
atau macam-macam kepentingan dan kebutuhan umum dan sebagainya.!*’

Dengan sepintas lalu, kita boleh menyebut tanggungan sosial lain pada
masa khalifah ‘Umar. Dia telah mengatur suatu sistem pensiun untuk semua
penduduk negara, dan menurut Ar-Risalah al- ‘Utsmaniyah karangan Al-Jahizh,
juga penduduk-penduduk non-Muslim adalah di antara para penerima uang
pensiun ini — sedemikian banyak bahwa secepat seorang anak dilahirkan, dia
mulai menerima suatu pensiun tertentu. Anak-anak dewasa telah menerima
kebutuhan minimum untuk hidup. Pada permulaannya khalifah telah
mempraktikkan suatu diskriminasi tertentu di antara golongan-golongan
yang berbeda-beda dari para penerima pensiun, tetapi menghadapi akhir
hayatnya, dia telah memutuskan untuk memperhatikan persamaan yang
sempurna.'®®

Jaminan Kesejahteraan Kebutuhan Primer

Al-Qur’an mengingatkan bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah
Swt. untuk menentukan siapa yang lebih baik perbuatannya, dan kelak
akan menerima balasan sesuai dengan kerjanya.'>® Dalam hal ini, Islam
memandang kebolehan kepemilikan dan berusaha dalam sumber-sumber
ekonomi yang halal agar memungkinkan tiap-tiap individu rakyat mampu
merealisasikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya
(al-hajat al-kamaliyah) menurut kadar kemampuan. Kebutuhan sekunder dan
tersier diusahakan dipenuhi, ketika kebutuhan-kebutuhan primer (basic

’Tanpa masuk ke dalam perincian-perincian teknis, dapat ditunjukkan bahwa
tanggungan-tanggungan yang kapitalistis, di mana orang yang ditanggung tidak
berpartisipasi di dalam keuntungan-keuntungan persekutuan di dalam perimbangan
dengan kontribusi-kontribusinya, tidak dibiarkan dalam Islam. Karena suatu tanggungan
semacam itu merupakan semacam main judi (game of change) (Ibid., hlm. 194).

1%Menurut hemat penulis, pemerintah berkewajiban untuk memberikan hidup
layak kepada para janda tua, orang-orang cacad yang tidak bisa bekerja, kaum dhu’afa,
dan yang semacamnya sebagai ciri rasa kemakmuran mereka di segala pelosok negeri.

159QS Al-Mulk (67): 2. Lihat H. Fachruddin, Hs., Ensiklopedia Al-Qur’an Buku I,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 432.
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needs/al hajat al-asasiyah) sudah terpenuhi. Namun, dengan dibolehkannya
kepemilikannya dan berusaha saja tidak akan merealisasikan jaminan
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh.!

Selanjutnya tidak akan terealisasikan politik ekonomi seluruhnya.
Pembolehan kepemilikan dan berusaha akan merealisasikan tiap-tiap
individu memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak akan merealisasikan jaminan
pemenuhan kebutuhan tiap-tiap individu, sehingga distribusi harta kekayaan
negara terhadap semua individu rakyat satu per satu tidak realisasi. Padahal
seharusnya negara menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap
individu rakyat satu per satu secaramenyeluruh menjamin tiap-tiap individu
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya menurut kadar
kemampuannya.'¢!

Menurut Abdurrahman al-Maliki,'®? Islam tidak menjadikan jaminan
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer sebagai tambal sulam atas
sebuah sistem, tidak menjadikannya sebagai solusi atas celah-celah tertentu,
sebagaimana yang dilakukan oleh sistem kapitalis dan sosialisme negara.
Namun, Islam menjadikan hukum-hukum tersebut sebagai hukum-hukum
yang merupakan bagian integral dari hukum-hukum sistem ini, sehingga
hukum kebolehan kepemilikan dan berusaha, hukum mengenai nafkah,
dan hukum mengurusi urusan-urusan negara, semuanya merupakan
hukum-hukum syara’ yang sejajar (sama) dalam tasyri’ dan dalil-dalil.
Sistem ekonomi terdiri dari semua hukum itu, sedang semuanya dijelaskan
dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Hukum-hukum itu akan memecahkan setiap
keadaan, tidak hanya celah-celah tertentu. Hukum-hukum itu untuk semua
rakyat, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi terdapat perbedaan
yang sangat jauh antara Islam dengan kapitalisme, serta antara Islam dengan
sosialisme negara.

Untuk itu, Islam tidak menjadikan persamaan dalam kepemilikan alat-
alat produksi sebagai asas dalam menjamin kehidupan manusia, sebagaimana
yang dilakukan oleh sosialisme sejati. Sebab hal itu tidak menjamin
kehidupan, justru berdampak pada menurunnya mutu kehidupan. Namun,
Islam membolehkan kepemilikan dan berusaha, serta menjamin kehidupan

100A]-Maliki, Op.Cit., hlm. 167
1617bid.
1627pid., hlm. 168.
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yang sempurna bagi siapa pun yang belum mencapai posisi hidup sempurna
yang mubabh itu.!®?

Seperti dimaklumi misi utama syariah di bidang ekonomi adalah agar
tidak terjadi eksploitasi potensi ekonomi yang hanya dinikmati oleh kalangan
kaya saja, tetapi harus didistribusikan pada golongan yang lemah supaya
terjadi kemakmuran bersama. Allah Swt. menyebutkan “...agar harta itu
tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu...”!¢*

Eksistensi pemimpin sangat penting menjadi regulator, pengawas
sekaligus pelindung bagi rakyatnya agar kemaslahatan ekonomi dapat
diwujudkan. Rasulullah Saw., bersabda: “Pemimpin bertanggung jawab
(kesejahteraan rakyat) yang dipimpinnya.” (HR Imam Muslim)!6°

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih “Tasarruful imam ‘ala ro iyyatihi
manutan lil mashlahatil ‘am” (kebijakan pemimpin atas rakyat harus memberi
kemaslahatan pada rakyatnya). Oleh karenanya untuk mewujudkan kemas-
lahatan ekonomi memerlukan sosok figur pemimpin yang pro pada rakyat
sesuai dengan ketentuan syariah dan pro para sektor riil serta mampu
menjauhkan negara dari jebakan spekulasi.!®®

Kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan primer, maka menurut
pandangan hukum Islam terbagi dua: Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer
bagi tiap-tiap individu rakyat. Kedua, kebutuhan-kebutuhan primer bagi
rakyat secara keseluruhan. Adapun kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-
tiap individu, adalah sandang, pangan, dan papan. Ketiganya merupakan
kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) bagi setiap individu, di mana
manusia tidak akan dapat merasa cukup (puas) dengan satu di antaranya

163Selanjutnya Islam menjadikan jaminan hidup yang sempurna untuk setiap mereka
yang pasti dibutuhkan hidup yang sempurna untuk setiap perkara yang pasti dibutuhkan
demi kesempurnaan hidup bagi setiap individu, dan dalam semua keadaan. Jaminan ini
termasuk perkara yang tidak mungkin dicapai oleh sistem selain sistem Islam. Untuk itu,
Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer tiap-tiap individu (sandang,
pangan, dan papan) dan menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)
rakyat secara keseluruhan (Ibid).

164QS Al-Hasyr (59):7. Para pemimpin hendaknya berusaha untuk mendistribusikan
kekayaan secara adil dan merata bagi rakyatnya. Mereka harus mampu membuat sistem
dan kebijakan yang mengarah pada terwujudnya kemashlahatan ekonomi rakyat (Risalah
Nadhlatul Ulama, No; 13/Thn 1430 H., dalam Laporan Utama Muhlas Syarkun, hlm. 27).

165bid.

166bid.
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ketiga saja. Oleh karena itu, pemenuhan ketiga kebutuhan primer itu
merupakan hak bagi setiap manusia untuk memperolehnya. Kebutuhan-
kebutuhan primer ini merupakan masalah yang mendasar, sedang yang
menjadi jalan keluar pemecahan masalah ini adalah dengan menyediakan
pemenuhannya. Sehingga, apabila telah tersedia — alat pemuas kebutuhan
primer — bagi masing-masing individu, maka tidak ada lagi masalah yang
mendasar, Islam telah membatasi kebutuhan-kebutuhan primer dengan
tiga hal ini saja dalam nash-nash yang jelas serta terang. Islam menjamin
pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan primer ini bagi semua individu
rakyat satu per satu secara pasti, dalam nash-nash yang jelas. Begitu juga,
Islam menjamin pemenuhan kebutuhan primer secara menyeluruh di dalam
nash-nashnya yang jelas.'®’

Dalil-dalil tentang kebutuhan-kebutuhan primer ini, nash-nash men-
jelaskan bahwa kebutuhan primer hanya menyangkut sandang, pangan, dan
papan. Allah Swt. berfirman:!

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. 1%
“Berilah mereka belanja (makanan) dan pakaian (dari hasil harta itu) ”.17°
“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. 17!
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal. 17

“Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai 7>

Rasulullah Saw. bersabda: “Walahunna ‘alatkum rizquhunna wakiswatuhunna
(Dan kewajiban para suami terhadap istri adalah memberi mereka belanja
makanan dan pakaian).!”*

Dalam sabda Nabi Saw., yang lain disebutkan: Wa hagquhunna antuhsimu
ilathinna fii kiswatthinna wa tho ‘aamihinna” (Dan hak para istri adalah agar
kalian (para suami) berbuat baik kepada para istri dengan memberi mereka
pakaian dan makanan.'”

167A]-Maliki, Op.Cit., hlm. 168-169.

168Keterangan lebih lanjut, lihat Al-Maliki, Ibid., hlm. 169-175.
169QS Al-Baqgarah (2): 233.

170QQS Al-Nisa (4): 5.

171QS Al-Baqarah (2): 184.

172QQS Al-Thalaq (65): 6.

173QS Al-Taubah (9): 24.

7“HR Ibnu Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah.

7SHR Ibnu Majah dari Amru bin Akhwash dari Bapaknya.
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Keterangan lain menyebutkan:

“Siapa saja yang ketika memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya,
sehat badannya, dan tersedianya bahan makanan di hari itu, maka seolah-olah
dia telah memiliki dunia semuanya ”.'”

“Anak Adam tidak memiliki, kecuali sepotong roti yang akan menghilangkan
rasa laparnya, segelas air yang akan mengusir rasa dahaganya, dan sehelai kain
yang akan menutupi auratnya. Sedang selebihnya dari itu, maka ia merupakan
tambahan kebaikan .

Penjelasan-penjelasan itu menunjukkan bahwa yang termasuk
kebutuhan-kebutuhan primer adalah sandang, pangan dan papan. Sedang-
kan selebihnya dari itu, termasuk kebutuhan-kebutuhan sekunder dan
tersier.

Allah Swt. berfirman:
Maka berjalanlah di segala penjurunya.'””

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw.
bersabda:

P N 20 B Bz 1. 1. . g}},’ Ao W&
4 SR A Ola ogh Jo Sl (505 3R O
eyl sl s Jlg O e & 2 WU
Salah seorang di antara kalian pagi-pagi mengumpulkannya kayu bakar, lalu
memikulnya dan berbuat baik dengan (menjualnya), sehingga dia tidak lagi

memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis
pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya.'”s

Dari Zubir bin Awwam dari Nabi Saw., beliau bersabda:

“Salah seorang di antara kalian pagi-pagi mengumpulkannya kayu bakar, lalu
memikulnya dan berbuat baik dengan (menjualnya), sehingga dia tidak lagi

176HR Bukhari di dalam Adab, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abdullah bin Mihshan
al-Anshari dari Bapaknya.

177QS Al-Mulk (67): 15.

178HR Muslim, Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata: “Hadis
Hasan Shahih Gharib”.
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memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis
pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya. 7

Dengan pandangan Abdurrahman al-Maliki,'® bahwa nafkah, maka dia
wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah (biaya) hidup dirinya.
Kewajiban bekerja atas orang laki-laki yang mampu dan membutuhkan
nafkah ini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primernya.
Di samping kewajiban ini, Islam mewajibkan pemberian nafkah atas wanita
secara mutlak, apabila wanita itu miskin, baik dia mampu bekerja atau tidak.
Islam tidak mewajibkan wanita bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian
nafkah kepada wanita. Begitu juga, Islam mewajibkan memberi nafkah kepada
orang-orang yang tidak mampu, apabila dia fakir, baik karena tidak memiliki
kekuatan untuk bekerja atau orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja,
tetapi dia belum mendapatkan pekerjaan. Masing-masing dari keduanya
tergolong orang yang tidak mampu, sehingga dia wajib diberi nafkah.

Oleh karena itu, siapa yang berkewajiban memberi nafkah-nafkah itu,
yakni siapa yang berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
primer ini: sandang pangan, dan papan. Syara’ telah menentukan dengan
ketentuan jelas berdasarkan dalil-dalil, di antara dalil-dalil itu ada yang telah
jelas pengertiannya dan di antaranya masih memerlukan istinbath (penggalian
dengan ijtihad untuk mendapatkan kejelasan status hukumnya). Nash ini
menentukan bahwa nafkah wajib diberikan kepada orang yang tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tiga ini.'®!

Syara’ mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri, dan syara’
menentukan bahwa nafkah itu berupa sandang, pangan, dan papan. Allah
Swt. berfirman:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuannya. (QS Ath-Thalaq [65]: 6)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (QS
Ath-Thalaq [65]: 8)

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka
tentang istri-istri mereka. (QS Al-Ahzab [33]: 50)

17HR Bukhari dari Zubair bin Awwam.
1800p.Cit, hlm. 171.
1811bid., hlm. 171-172.
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Rasulullah Saw.bersabda:

S5253 848 v—<-1-° s

“Dan kewajiban kalian (para suami) terhadap paraistri adalah memberi nafkah
mereka belanja makanan dan pakaian”.

/w}"/asd‘-}.@“j\\ Z\ w; ﬂ
“Dan hak istri adalah agar kallan (para suami) berbuat b aik kepada para istri
dengan memberi nafkah pakaian dan makanan.”

Dalam hadis disebutkan: “Memberi mereka pakaian dan makanan. '8
Allah Swt. berfirman:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. (QS Al-
Baqarah [2]: 233)183

Dari Aisyah: “Bahwa Hindun binti Utbah berkata kepada Rasulullah: ‘Sesungguhnya
Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dan tidak memberiku sesuatu yang mencukupi dan
anakku, kecuali aku mengambil darinya, sedang dia tidak mengetahui.” Rasulullah Saw.
bersabda: Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara ma’ruf”.”1%*

Informasi dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Nabi Muhammad Saw.
bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah apa yang ditinggalkan oleh orang kaya. Tangan yang

di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah (memberi sedekah)
dari orang yang menjadi tanggunganmu.” (memberi sedekah) dari orang yang
menjadi tanggunganmu. Seorang wanita berkata: “Jika engkau memberi makan
aku, dan jika engkau menceraikan aku”. Seorang hamba berkata: “Berilah aku
makan, dan suruhlah aku bekerja”. Dan seorang anak berkata: “Berilah aku
makan hingga (tiada) seorang pun yang sedih (karena) aku. 15

182HR Imam Ibnu Majah dari Amru bin Akhwash dari bapaknya.

183Syara’ mewajibkan para orang tua (ayah) agar memberikan nafkah kepada anak-
anaknya. Nash-nash ini menunjukkan dengan gambling bahwa suami berkewajiban memberi
nafkah kepada istri serta nafkah yang wajib itu adalah sandang, pangan, dan papan.

184HR Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Aisyah.

18°HR Bukhari. Nash-nash tersebut menunjukkan dengan jelas tentang wajibnya ayah memberi
nafkah anak-anaknya, sedang nafkah menurut syara’ adalah sandang, pangan, dan papan,
sebagaimana hal itu dipahami nash-nash tentang kewajiban memberikan nafkah kepada
istri. Syara’ juga mewajibkan anak memberikan nafkah terhadap ayah dan ibunya.
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Allah Swt. berfirman:
Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak.'%¢

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Saw.bersabda: “Inna athyaha maa
akalarrojulu min kasbihi wa anna waladahu min kasbihi” (Sebaik-baik apa yang
dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya, sedang anaknya termasuk
hasil untuk usahanya).!®’

Nabi Saw.bersabda kepada seorang yang bertanya kepadanya, tentang
kepada siapa dia harus berbuat baik? Maka Nabi Saw.bersabda: “Ummaka
tsumma ummaka tsumma ummaka tsumma abaaka tsumma al-aqroba fal-aqroba”.
(kepada ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, kemudian (kerabat) yang terdekat
terus yang paling dekat).!®

Oleh karena itu, memberi nafkah kepada ayah dan ibu adalah bentuk
amal bakti (kewajiban) bagi seorang anak kepada orang tuanya. Dalam hal
ini adalah menjamin kesejahteraannya. Dengan menyebutkan satu perkara di
antara perkara-perkara yang telah dikenal umum, maka maksud sebenarnya
dari penyebutan itu adalah semuanya, yakni sebaik-baik apa yang dinafkahkan
seorang adalah dari hasil usahanya, sedang anaknya termasuk hasil usahanya.
Dengan demikian, ia merupakan dalil atas kewajiban memberi nafkah
kepada orang tua. Dari nash-nash ini di istimbath-kan bahwa memberi nafkah
kepada kedua orang tua menjadi kewajiban anak-anaknya. Sedangkan nafkah
menurut syara’ adalah sandang, pangan, dan papan.'®

Demikian juga Islam mewajibkan keluarga dekatnya memberi nafkah
kepada keluarga dekat yang menjadi tanggungannya. Allah Swt. berfirman:

Dan ahli waris pun berkewajiban demikian.'°
Kalimat itu diungkapkan setelah Allah Swt. berfirman:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
yang ma ruf.*!

186QS Al-Baqarah (2): 83.

¥’HR Nasa’i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad dari Aisyah.

18HR Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim dari Mu’awiyah bin Haidah.
1¥9Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 174.

190QS Al-Baqgarah (2): 233.

191QS Al-Baqarah (2): 233.
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Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda kepada seorang
yang bertanya kepadanya: “Aku memiliki dinar (apa yang harus aku perbuat
dengannya?) ” Beliau bersabda: “Anfiq ‘alaanafsika” (Nafkahkan untuk dirimu
sendiri).

Orang itu berkata: “Aku masth punya yang lain . Beliau bersabda: “Anfig-
hu ‘alaa ahlika”(Nafkahkan untuk keluargamu)

Dia berkata lagi: “Aku masih punya yang lain”. Beliau bersabda: “Anfig
‘alaa khoodimika ”(Nafkahkan untuk pembantumu).

Rasulullah Saw.bersabda: “Wabda biman ta uul ummaka wa abaaka wa
ukhtaka wa akhooka wa tsumma adnaaka” (mulailah pemberian nafkah itu dari
orang yang menjadi tanggunganmu: Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu,
saudara laki-lakimu, kemudian famili terdekatmu.!??

Selanjutnya dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Kakeknya
berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat
baik (Man abirru)?” Beliau bersabda: “Ibumu” Aku pun bertanya lagi: “Lalu kepada
siapa?” Beliau bersabda: “Ibumu”. Aku pun bertanya lagi: “Wahai Rasulullah,
selanjutnya kepada siapa? ” Beliau bersabda: “Ibumu”. Aku bertanya lagi: “kemudian
kepada siapa? . Beliau bersabda: “Ayahmu, lalu kepada famili yang terdekat, kemudian
famili terdekat .19

Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma’diikarib, dia berkata: Aku men-
dengar Nabi Saw.bersabda:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian (yuushiikum) agar
berbuat baik kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu lalu kerabat terdekat. "'%*

Dalam kaitan ini, kemudian Abdurrahman al-Maliki'®> menukil dari
Kulaib bin Manfa’ah dari kakeknya, bahwa kakeknya menemui Nabi Saw.
lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah kepada siapakah aku harus berbuat
baik?” beliau bersabda:

192HR Nasa’i dari Thariq al-Muharibi. Hadis ini bermaksud dari mana seseorang
memulai pemberian nafkah, sebab pembicaraan ini menyangkut masalah nafkah.

1%HR Ahmad dan Tirmidzi.

1%HR Ahmad dan Ibnu Majah.

1950p.Cit., hlm. 176.
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“Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, pembantu yang
mengikuti hak dan kewajiban itu, dan famili yang masih bersambung (wa rohimun
mawshuulatun).”

Perlu dipahami, dalam beberapa hadis Rasulullah Saw.yang berbunyi:
“Anfig-hu ‘alaa ahlika” yang artinya Nafkahkan ia kepada keluargamu.

Oleh karena itu, termasuk dalam kategori ahli adalah famili yang haram
dinikahi (mahram).'%°

Dengan demikian, makna hadis: “Nafkahkan ia kepada keluargamu ”, yakni
kepada kerabat-kerabatmu.

Sedangkan hadis “Tsumma adnaaka” 2X (kemudian familimu terdekat
lalu yang terdekat), semakna dengan al-aqrabu sehingga hadis itu maksudnya
adalah para keluarga atau kerabat dekat.

Pada dasarnya, nash-nash yang menjadi dalil syara’ atas kewajiban
keluarga dekat memberi nafkah keluarga dekatnya yang memiliki hubungan
kekeluargaan yang haram menikahinya. Dan nafkah yang harus diberikan
menurut syara’ adalah sandang, pangan dan papan.

Menurut Abdurrahman al-Maliki,'*” bahwa nafkah ini diperoleh oleh
Negara secara paksa dari siapa pun yang terkena kewajiban memberi nafkah.
Nafkah ini diperhitungkan terlebih dahulu atas utang-utang yang lain. Kalau
seseorang diputuskan saat yang bersamaan berkewajiban memberi nafkah,
maka mendapatkan harta untuk memberi nafkah harus didahulukan dari
mendapatkan harta untuk membayar utang. Sehingga yang pertama harus dia
lakukan adalah mendapatkan harta untuk memberi nafkah. Jika pada orang
itu masih ada sisa harta, maka harta yang ada itu harus dijadikan nafkah,
sedang membayar utang ditunda dulu. Hal itu, karena Allah memerintahkan
agar memberi tangguh kepada orang yang berutang yang sedang dalam
kesukaran. Allah Swt. berfirman:

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia lapang. (QS Al-Bagarah [2]: 280)

1%L ihat QS Hud (11): 45, Thaha (20): 29, Asy-Syua’ara (26), An-Nisa (4): 35 dan 92.
1970p.Cit., hlm. 177-178.
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Oleh karenanya, dengan menjamin pemberian nafkah kepada istri,
kedua orang tua, anak-anak, dan setiap orang yang memiliki hubungan
kekeluargaan yang haram dinikahinya (muhrim), maka pemenuhan semua
kebutuhan primer bagi semua individu rakyat insya Allah benar-benar
terjamin, kecuali orang yang tidak memiliki famili yang haram dinikahi,
serta dia yang tidak mampu mencari nafkah. Terhadap dua keadaan ini,
syara’ telah meletakkan dan mensyariatkan bagi keduanya hukum-hukum
tertentu yang terbatas. Yakni, jika tidak ada seorang pun yang berkewajiban
memberi nafkah kepadanya, atau ada tetapi dia tidak dapat memberinya,
maka syara’ mewajibkan nafkah dalam dua keadaan ini kepada baitul mal,
yakni kepada negara.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: bersabda Rasulullah Saw.

“Siapa saja yang mati meninggalkan kalla'®® (orang yang sebatang kara) maka
dia menjadi tanggunganku, dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka ia
menjadi hak ahli warisnya .

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw., bersabda:

“Siapa pun orang mu min yang mati, sedang dia meninggalkan harta, maka
wariskanlah hartanya itu kepada keluarganya yang ada. Dan siapa yang mati
sedang dia menyisakan utang atau dhiyaa’an, maka serahkanlah kepadaku,
selanjutnya aku yang akan menanggungnya. %

Menurut Al-Qur’an,*' selayaknya manusia hanya membelanjakan harta
bendanya dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara

1%8Al-Kalla adalah orang lemah (miskin) yang tidak punya anak dan ayah (Ibid.,
hlm. 179).

19HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

200HR Bukhari, memberi nafkah pada pos ini tidak sama seperti pos-pos lain yang
wajib dibelanjai oleh negara. Bahkan, membelanjakan harta untuk nafkah didahulukan
atas tiap-tiap pembelanjaan yang lain. Sebab membelanjakan harta untuk nafkah menjadi
tanggung jawab baitul mal, baik dalam kondisi ada harta ataupun tidak, yakni baik di
baitul mal ada harta atau tidak. Jika di baitul mal ada harta, maka harta itu dibelanjakan
untuk nafkah. Sedang jika di baitul mal tidak ada harta, maka negara mewajibkan pajak
kepada kaum muslimin. Negara memperoleh harta dari kaum muslimin dengan paksa,
sebagaimana pajak-pajak yang lain, dan harta yang diperoleh negara itu dibelanjakan
untuk nafkah, sebab memberi nafkah termasuk di antara kewajiban baitul mal (negara),
dan kewajiban kaum muslimin (Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 180).

201QS Al-Isra’(17): 29: Al-Furqon (25): 67; dan Al-Qoshosh (28): 77.
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sederhana. Harta yang diperolehnya harus dipergunakannya dengan baik,
tidak kikir, tetapi juga tidak boros dalam memenuhi kebutuhan diri dan
keluarganya, karena masih harus menunaikan kewajiban-kewajiban lain
yang harus dilaksanakan.?®

Sedangkan tentang wajibnya kaum muslimin memberi nafkah kebaikan
kepada orang lain adalah sabda Rasulullah Saw.:

“Penduduk kampung manapun, ketika pagi ada di antara mereka satu orang yang
kelaparan, maka benar-benar telah lepas dari mereka perlindungan Alalh Yang
Maha Suct lagi Maha Tinggi”.?%

“Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada diri sendiri, dan tidak boleh pula
membuat mudharat pada orang lain.?**

Dan Rasulullah Saw.bersabda: “Siapa saja yang membuat mudharat (celaka)
orang lain, maka Allah akan membuat celaka orang itu. Dan siapa saja yang
membuat orang lain susah, maka Allah akan membuat orang itu susah.?%

Dalam syara’mewajibkan memberi nafkah oleh negara, tatkala keluarga-
nya tidak mampu lagi membri nafkah, namun yang harus memberi natkah
terlebih dahulu adalah para keluarganya jika mampu.2%

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa’id bin al-Musayyab bahwa dia
mendengar Abu Hurairah r.a. Dari Nabi Saw. bersabda: “Khirusshodagoti maa
kaana ‘an dzhohri ghina” (Sebaik-baik sedekah adalah harta yang berasal dari
selebih keperluan).

202Abul Ala al-Maududi, et.el., Esensi Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), cet. VI,
hlm. 74-75.

2HR Ahmad dan Ibnu Umar.

204HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

205HR Ibnu Makah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad dari Abi Shirmah.

205Nafkah tidak diwajibkan oleh syara’ kepada keluarga, kecuali apabila terdapat harta
lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah), sekunder serta tersiernya
(al hajat al-kamaliyah). Orang yang tidak memiliki kelebihan tidak wajib baginya memberi
nafkah. Sebab memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.
Orang mampu menurut syara’ adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan
primer, sekunder serta tersiernya, menurut standar masyarakat sekitar, seperti sandang,
pangan, papan, istri, pembantu, dan apa-apa saja yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya (Al-Maliki, Op.Cit., hlm. 181-182).
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Dari Hakim bin Hizam r.a. Dari Nai Saw bersabda:

“Tangan di atas (membert) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta),
mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu dan sebaik-baik sedekah adalah
dari selebihnya keperluan ”.2%7

Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara sederhana, ia
harus membelanjakannya apa yang dimilikinya; keterangan-keterangan Al-
Qur’an menyebutkan sebagai berikut:
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Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya... (QS
At-Thalaq [65]: 7)
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207HR Nasa’i Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah.
208QS Al-Bagarah [2]: 219.
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Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.?%
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.?'
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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.
dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,?'" dan teman
sejawat, ibnu sabil*'? dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.?"3

29QS Al-Bagarah (2): 177.

210QS Ali ‘Imron (3): 92.

1Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan
kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

22Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan
bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

213QQS Al-Nisa (4): 36.
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(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah;
mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka
orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan
melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak,
dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.?'
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Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak
yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu
hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan
dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasth.?'>
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Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa
(yang tidak mau meminta).*'¢
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Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.?'”

o

i
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214QS Al-Bagarah (2): 273.
215QS Al-Insan (76): 8-9.
216QS Al-Ma’arij (70): 25.
217QS Al-Bagarah (2): 195.
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Rasulullah Saw.bersabda:

“Apabila salah seorang dari kalian fakir, maka mulailah (pemberian nafkah) dari
dirinya sendiri, jika masih lebth maka berikanlah kepada keluarganya, dan jika
masih lebih juga, maka berikanlah kepada para kerabat dekatnya”*'

Dengan memperhatikan hal tersebut, berarti nafkah itu tidak lain
adalah dari kelebihan, sehingga nafkah itu wajib atas orang yang memiliki
kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan. Dan siapa saja yang memiliki kelebihan
dari kebutuhan-kebutuhannya, yakni siapa saja yang dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sedang pada dirinya masih
ada kelebihan harta serta pembelanjaan tadi tidak berpengaruh buruk pada
tingkat kehidupannya. Apabila tidak terdapat kelebihan dari kebutuhan-
kebutuhan sekunder dan tersier, maka wajib atas negara bukan atas keluar-
ganya. Oleh karena itu, tidak berdampak pada kefakiran, dan tidak pula
menyebabkan turunnya tingkat kehidupan ketika diwajibkan memberi nafkah
atas keluarganya, sebab yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah kelebihan
dari kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.?!’

Allah Swt. berfirman:
Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara

yang ma’ruf. (QS Al-Baqarah [2]: 233)220

Rasulullah Saw, menyuruhnya mengambil harta yang mencukupinya
menurut standar kecukupan (kesejahteraan) masyarakat, bukan hanya
sekadar cukup saja. Rasulullah Saw bersabda:

“Kewajiban kalian (para suami) atas para istri adalah memberi nafkah dan
pakaian dengan yang ma’ruf.”

2I8HR Abu Dawud dan Nasa’i dari Jabir r.a.

29Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan primer semua rakyat satu per satu dengan mewajibkanj nafkah dan menjadikan
nafkah itu mencakup sandang, pangan dan papan. Semua itu merupakan kebutuhan-
kebutuhan primer bagi semua manusia. Adapun dalil tentang jaminan pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, maka sangat jelas pada dalil-dalil
tentang kewajiban memberi nafkah (Al-Maliki, Op.Cit, hlm. 183).

220Pengertian bil ma’ruf (dengan cara yang ma’ ruf) di sini adalah dengan cara memberi
nafkah sesuai dengan standar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan yang
dimiliki oleh manusia (Ibid).
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Nabi Muhammad Saw. membatasi nafkah dan pakaian menurut standar
masyarakat. Ini semua jelas dalam sabda beliau bahwa yang dimaksud adalah
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, sebab beliau
mewajibkan memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Beliau menyifati
kecukupan itu sesuai kecukupan (kesejahteraan) umum masyarakat, beliau
bersabda: “Maa yakfitka wawaladika bil ma’ruf”(Harta yang mencukupimu,
dan anakmu dengan cara yang ma’ruf) .?*!

Dalam pemahaman ini juga menjelaskan tentang memberi nafkah
orang yang mengurusi harta anak yatim yang diambil dari harta anak yatim.
Syara’ menetapkan bagi orang yang mengurusi harta anak yatim agar dia
mengambil harta yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya
secara menyeluruh. Allah Swt. berfirman:
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... dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan
harta itu menurut yang patut. (QS An-Nisa’ [4]: 6)

Allah Swt. menetapkan bagi orang yang memelihara harta anak yatim
itu hak memakan, yakni hak untuk mendapatkan nafkah atas dirinya sendiri.
Dan hendaklah nafkah yang diperolehnya itu sesuai dengan standar umum
masyarakat, yakni sesuai standar kecukupan (kesejahteraan) manusia
umumnya yang membutuhkan kesejahteraan seperti dirinya. Semua ini
merupakan dalil bahwa nash-nash syara’ benar-benar menjamin pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan primer ini: sandang, pangan, dan papan sesuai dengan
standar orang memberikan nafkah agar dapat memenuhi semua kebutuhan
primernya secara menyeluruh.?*

221Yakni ambillah nafkah yang mencukupimu dan anakmu sesuai dengan standar
umum masyarakat (Ibid., hlm. 184).

22Untuk itu syara’ menetapkan termasuk bagian dari pangan yaitu apa-apa yang
diperlukan untuk pangan, seperti beberapa peralatan yang biasa digunakan manusia,
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Perlu diketahui, jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi
rakyat secara keseluruhan, maka syara’ telah menetapkan bahwa negara yang
secara langsung menjamin pengaturan pemenuhan kebutuhan primer ini
berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap individu, sebab pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap individu telah dijamin oleh syara’ dengan
mewajibkan pemberian nafkah yang dibebankan kepada para keluarga,
diambil dari mereka jika mereka tidak memberinya dengan cara yang lebih
tegas dibanding apa yang dilakukan untuk mendapatkan pembayaran utang-
utang yang lain, sebab memberi nafkah itu lebih utama dari utang yang
wajib dibayarnya.??*

Adapun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara
keseluruhan, maka syara’ telah menetapkan pemenuhannya kepada negara
secara langsung. Rasulullah Saw bersabda:

“Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta
pertanggungjawaban atas gembalanya (rakyatnya).”**

Mengenai pendidikan, telah terdapat ijma’ sahabat terhadap pemberian
nafkah para guru sejumlah tertentu yang diambil baitul mal (kas negara)
sebagai upah bagi mereka. Diriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah dari
Shadaqah ad-Dimasyqi dari al-Wadhiyah bin Atha’ yang berkata: “Di
Madinah terdapat tiga orang guru mengajar anak-anak. Umar memberi
nafkah tiap-tiap dari mereka lima belas (dinar)?** setiap bulan”. Di samping
itu, sebelumnya Rasulullah Saw. telah menentukan tebusan tawanan Perang
Badar berupa keharusan mengajar sepuluh anak-anak kaum muslimin.

semisal perabotan-perabotan dapur dan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan
memasak, seperti kayu bakar, minyak tanah atau gas, dan apa-apa yang diperlukan untuk
meletakkan perabotan, seperti lemari tempat piring, yang di zaman sekrang dinamakan
lemari makan, bufat dan yang sepertinya. Dan syara’ menetapkan apa yang diperlukan
sandang, pangan, dan papan, seperti satu orang pembantu atau lebih menurut standar
umum masyarakat yang seperti dirinya, dan nafkah para pembantu ditetapkan juga
menurut standar umum orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, sebab pemberian
kepada mereka termasuk nafkah (Ibid., hlm. 185).

21bid., hlm. 186.

224HR Imam Bukhari dari Sahabat Ibnu Umar (Ibid).

225Satu dinar adalah mata uang yang setara dengan 4,25 gram emas, jadi gaji guru
anak-anak yang dibayar oleh negara di masa Khalifah Umar bin Khattab r.a adalah 15 x
4,25 gram emas = 63,75 gram emas. Jika diasumsikan pada bulan Januari 2010 harga
emas per gram adalah Rp 250.000,- maka gaji guru anak-anak pada waktu itu adalah
63,75xRp 350.000,-= Rp 22.312.500,- per bulan.
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Ini membuktikan bahwa masalah pendidikan menjadi tanggung jawab
negara.??

Menyangkut pengobatan, termasuk di antara perkara-perkara mubah?*’
pada saat yang sama berobat merupakan salah satu urusan kemaslahatan
rakyat. Melindungi badan dari segala penyakit termasuk urusan kemaslahatan
rakyat yang paling benar, padahal mengurusi urusan kemaslahatan rakyat
menjadi tanggung jawab negara.

Rasulullah Saw. memerintahkan supaya berobat. Beliau bersabda:
“Ibadallah, tadaawuu fa innallaaha lat yadho’ daa’an illa wadho’a lahu syifaa’an
aw dawaa’an” (Wahai hamba Allah! Berobatlah, sebab Allah tidak menu-
runkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan kesembuhan atau obat
baginya).??

Pemerintah wajib menyediakan obat-obatan untuk kebutuhan
masyarakat. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam rangka
langkah preventif khawatir terjadi wabah dan penyakit atau hal-hal yang tidak
diinginkan dalam wilayah tertentu. Jika pemerintah tidak memperhatikan
dan mengadakannya, berarti mengakibatkan bahaya bagi rakyatnya dan ini
merupakan bentuk kezaliman. Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidak boleh membuat bahaya bagi dirinya, dan tidak boleh membuat bahaya
bagi orang lain”.

Dengan demikian, dari aspek ini juga, pengobatan menjadi tanggung
jawab negara.

Menurut Abdurrahman al-Maliki,?*® ketiga perkara ini: keamanan,
pendidikan, dan pengobatan merupakan kebutuhan primer (basic needs) bagi
semua manusia, di mana pengadaannya untuk semua manusia menjadi
tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara terhadap ketiga perkara
ini sama, baik terhadap fakir miskin maupun orang kaya. Sebab ketiganya
merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia. Di samping itu, harta
yang dibayarkan untuk para guru itu tidak dikhususkan untuk pendidikan
anak-anak kaum fakir miskin, tetapi bersifat umum meliputi fakir miskin

226Abdurrahman al-Maliki, Op.Cit., hlm. 189.
27Tbid.

228HR Imam Nasa’i dari Ubadah bin Shamit.
290p.Cit., hlm. 190.
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dan orang kaya. Begitu juga keamanan, ia merupakan hak semua manusia,
baik fakir miskin, kaya, kuat, atau lemah. Demikian juga pengobatan.

Selanjutnya Abdurrahman al-Maliki menyebutkan:

“Meskipun pengadaannya bagi semua manusia menjadi tanggung jawab negara,
namun seorang tidak dilarang mengadakan untuk dirinya sendiri. Sehingga boleh
bagi seseorang mengangkat seorang pengawal yang Rhusus untuk menjaga dirinya
(body guard) atau rumahnya (satpam), boleh mendatangkan guru khusus untuk
anak-anaknya, dan boleh berobat pada dokter khusus dengan membayar upah.
Begitu juga boleh bagi seorang guru dan dokter mengambil upah”?3°

Dalam pengertian tersebut, kita diberi kebebasan berbuat, selama tidak
melanggar hukum-hukum syara’. Untuk ini tentu dengan memperhatikan
kemaslahatan dan kebaikannya.?!

Hal itu merupakan jaminan terhadap pemenuhan semua kebutuhan-
kebutuhan primer individu rakyat (masyarakat), dan mengadakan sarana
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan semua manusia
merupakan suatu keniscayaan. Dengan mengimplementasikan hukum-
hukum ini, politik ekonomi Islam akan terealisasikan secara komprehensif.?*?
Insya Allah Swt.

Sistem Politik Ekonomi Islam

Islam menyelenggarakan pimpinan kepada pemeluk-pemeluknya di
dalam semua fase dan kegiatan-kegiatan hidup, di dalam soal-soal materiil
maupun spiritual. Ajaran dasarnya yang berhubungan dengan ekonomi
disebutkan di berbagai bagian Al-Qur’an. Jauh dari meletakkan kebaikan
materiil, Allah mengingatkan: “.... Dan janganlah mengabaikan bagianmu dari

20bid., hlm. 191. Nabi Saw. bersabda: “Inna ahagqo maa akhodztum  alaihi ajron
kitaabullah” (Sesungguhnya sesuatu yang lebih berhak kamu mengambilnya sebagai
upah ada ‘dari mengajar’ kitabullah).” (HR Imam Bukhari dari Ibnu ‘Abbas Ra). Adapun
bolehnya seorang dokter mengambil upah, maka berdasarkan apa yang diriwayatkan
dari Anas berkata: “Da’aa al-Nabiyyu Saw ghulaaman hajaaman fahajamahu wa amaro lahu
bishoo’in aw shoo’aini” (Nabi Saw. memanggil seorang pembekam, lalu beliau dibekamnya,
selanjutnya beliau menyuruh agar pembekaman itu diberi satu sha’ atau dua sha’). HR
Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Anas.

B1QS Al-Hajj (22): 77 dan Al-Taubah (9): 105.

22Abdurrahman al-Maliki, Loc.Cit.
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dunia ini”?3. Tetapi dalam hal ini ditekankan pada susunan manusia yang
rangkap dengan mengingatkan:

..... Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan kami, berilah
kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan)
di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka” Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripada yang mereka
usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”?*

Di dalam ayat-ayat lain kita mendapatkan dengan terang dan pasti
bahwa semua apa yang terdapat di bumi telah diciptakan oleh Tuhan untuk
kepentingan manusia; atau bahwa semua apa yang di bumi, di langit, di
lautan, bintang-bintang, dan lain-lainnya telah dijadikan oleh Tuhan berguna
untuk manusia.?* la tinggal bagi manusia untuk mengetahui dan mengambil
keuntungan dari ciptaan Tuhan, dan mengambil keuntungan dengan jalan
yang rasional, memberikan perhatian yang semestinya kepada masa depan.

Kebijaksanaan ekonomi Islam juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an,
dengan kata-kata yang paling terang (tak dapat diragukan): “......supaya
(kekayaan) ini tidak jadi barang edaran hanya di antara orang-orang yang kaya dari
kamu....”?%¢

Atas dasar prinsip yang fundamental maka Islam telah menyusun
sistem ekonominya. Di satu pihak, ia membuat suatu perbedaan antara
batas minimum yang perlu dan kemewahan yang dikehendaki, dan di lain
pihak antara peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang disertai dengan
ancaman-ancaman materiil yang bersifat pendidikan.?’

Kita lebih dahulu akan menentukan dengan beberapa kata-kata aspek
moral ini. Beberapa ilustrasi akan memungkinkan kita untuk dengan lebih
baik mengerti pertalian-pertaliannya. Kata-kata yang paling menekankan
telah dipergunakan oleh Islam untuk menunjukkan bahwa untuk memohon
kemurahan hati orang-orang lain adalah sesuatu yang membencikan, dan

23QS Al-Qoshosh (28): 77.

24QS Al-Bagarah (2): 200-202.

25QS Al-Bagarah (2): 29.

26QS Al-Hasyr (59): 7.

27prof. Dr. Muhammad Hamidullah, Pengantar Studi Islam (terj), (Jakarta: Bulan
Binatang, 1974), cet. I, hlm. 182-183.
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ia akan menjadi suatu sumber kemaluan pada hari kebangkitan; tetapi
secara serempak pujian yang tidak terbatas telah diberikan kepada mereka
yang memberi pertolongan kepada orang lain, orang-orang yang terbaik
sesungguhnya adalah mereka yang membuat suatu pengorbanan dan lebih
suka kepada orang-orang lain daripada diri mereka sendiri. Pada suatu
hari Nabi Muhammad Saw., mempunyai suatu kebutuhan, kemudian salah
seorang dari kawan-kawannya telah membawa sejumlah tertentu untuk
menawarkan sebagai kontribusinya, dan atas desakan Nabi dia menjawab:
“Saya tidak meninggalkan apa-apa di rumah kecuali kecintaan Tuhan dan
utusan-Nya. Orang ini telah menerima pujian terhangat dari Nabi. Tetapi
pada kesempatan lain, sahabatnya yang lain, yang betul-betul sakit, telah
memberi tahu dia ketika dia telah datang untuk menjenguk kesehatannya:
“Hai utusan Tuhan! Saya adalah seorang kaya, dan saya ingin untuk
mewariskan semua apa yang saya punyai untuk kesejahteraan orang fakir.”
Nabi telah menjawab: “Tidak; adalah lebih baik meninggalkan kepada
keluarga-keluarga suatu alat kehidupan yang bebas dari hidup tergantung
pada orang lain dan terpaksa meminta-minta.” Meskipun untuk 2/3 dan
untuk 1/2 dari kekayaan-kekayaan, peringatan Nabi adalah: “itu adalah
terlalu banyak.” Ketika usul diserahkan untuk memberikan 1/3 dari kekayaan
sebagai derma, dia berkata: “Baik, meskipun 1/3 adalah sangat banyak.” Pada
suatu hari Nabi telah melihat salah seorang sahabatnya di dalam pakaian
yang hina. Atas pertanyaan, dia telah menjawab: “Hai utusan Allah! Saya
tidak miskin sama sekali; hanya saja saya lebih suka untuk membelanjakan
kekayaan saya pada orang miskin daripada diri saya sendiri.” Nabi mem-
peringatkan: “Tidak; Tuhan suka melihat pada hamba-Nya bekas-bekas dari
anugerah yang Dia telah meridai dia!”di situ tidak ada kontradiksi di dalam
perintah-perintah ini; masing-masing persoalan individual yang berbeda-
beda. Kita diberi suatu kesempatan untuk menentukan batas-batas pilihan
kebijaksanaan lebih daripada batas minimum yang wajib, berhadapan dengan
anggota-anggota lain dari masyarakat.?*

Tanpa masuk ke dalam perincian-perincian teknis, seorang pembunuh
dikeluarkan dari pewarisan korbannya sendiri, meskipun jika pengadilan
memutuskan bahwa ia adalah suatu persoalan kematian dengan kejadian yang
tak sengaja, pemikiran yang merupakan dasarnya rupa-rupanya adalah untuk

238[bid., him. 183-184.
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mencegah (prevent) semua godaan untuk membunuh keluarga yang kaya
dalam pandangan untuk mewarisi lebih dahulu. Nabi juga telah melarang
pewarisan di antara keluarga-keluarga yang berbeda agama, meskipun antara
suami dan istri. Tetapi hak testamen daapt dipergunakan, dalam hubungan
ini sebagai contoh: suami yang beragama Islam, sebagian dari kekayaannya
untuk kepentingan istrinya yang bukan Islam. Atas dasar kekuatan keadaan-
keadaan internasional dan politik. Para ahli hukum Islam klasik telah
mengatur halangan lain, yaitu perbedaan daerah (yaitu kebangsaan yang
bersifat politik) sebagai hal yang merintangi warisan.*

Menurut Ir. Kusman Sadik, M.Si.?*° bahwa perjalanan dan perkem-
bangan ekonomi di dunia sebenarnya telah mengalami beberapa krisis.
Krisis pertama terjadi sektiar tahun 1970-an yang diakibatkan oleh krisis
minyak. Memasuki era 1980-an, dunia kembali diguncang krisis utang
yang menimpa negara-negara Amerika Latin. Kemudian, pada tahun
1990, giliran Jepang yang terkena serangan bubble economy dan berlanjut
dengan Krisis Asia pada tahun 1998. Kini, dunia dihadapkan pada krisis
yang dialami ekonomi negara yang sebelumnya dianggap sebagai simbol
keperkasaan sistem ekonomi kapitalisme, yaitu Amerika Serikat. Dunia
pun dihadapkan pada fenomena US New Economy Bubble pasca peristiwa
11 September 2001 M.

Hal ini menjadi bukti bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang sedang
dicanangkan oleh AS sebagai basis sistem ekonomi global sebenarnya sangat
rapuh. Istilah bubble economy (ekonomi ‘gelombang sabun’) muncul sebagai
gambaran real kerapuhan sistem ekonomi ini yang rawan mengalami crash.
Disebut bubble economy karena keperkasaan ekonomi pada bagian dalamnya.
Misalnya, Indonesia dulu disebut sebagai salah satu macan Asia karena
prestasi pertumbuhan ekonominya yang spektakuler. Namun demikian,
anggapan itu nihil belaka, karena pada September 1997, malapetaka ekonomi
terjadi dan membuka kedok sebenarnya wajah ekonomi Indonesia. Ini
mengisyaratkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi dari AS itu
berdiri pada fondasi yang sangat rapuh dan penuh bubble. Misalnya, banyak
transaksi keuangan yang masuk ke sektor-sektor yang tidak produktif dan
tidak berhubungan langsung dengan penguatan kesejahteraan ekonomi

29Tbid., hlm. 185.
240Ljhat dalam majalah Al-Wa’i No. 17 tahun II, 1-31 Januari 2002, hlm.28.
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masyarakat. Akibatnya, besaran angka pertumbuhan yang terbentuk oleh
transaksi-transaksi tersebut semu dan tidak real.?*!

Lebih lanjut Ir. Kusman Sadik, M.Si.?** menyatakan bahwa meng-
gelembungnya sektor non-real dan mengeroposnya sektor real merupakan
keadaan yang lazim ditemukan pada negara-negara yang memilih sistem
kapitalisme sebagai basis kebijakan ekonomi negaranya. Hal ini mudah
dilihat pada tingginya persentase nilai uang yang ditransaksikan di lantai
bursa dibandingkan dengan persentase nilai uang yang bergulir pada
sektor real yang berhubungan langsung dengan perberdayaan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, kaum muslimin perlu segera melihat sistem ekonomi
Islam yang berbeda secara dimetral dengan sistem ekonomi kapitalisme.
Sebagai pengantar terhadap persoalan ini, mari kita lihat, bagaimana sistem
Islam telah memberikan koridor yang jelas berkenaan dengan kebijakan
politik ekonomi Islam terhadap kesejahteraan real masyarakat serta kebijakan
pengelolaan dan pendistribusian kekayaan alam pada tingkat kesejahteraan
masyarakat tertentu. Semua kebijakan ini berpijak pada sektor real dan tidak
pada sektor non-real, seperti riba dan pasar modal, yang underlying assests. Oleh
karena itu, bubble economy tidak mungkin terjadi dalam sistem ekonomi Islam.?*3

Prinsip-prinsip Politik Ekonomi Islam

Dalam pandangan Solah Abdul Qadir al-Bakri, bahwa prinsip-prinsip
Islam yang menjadi dasar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:?**

1. Menegakkan keadilan sosial.

2. Persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang.

3. Menjaga hak-hak pribadi, kemerdekaan dan harga dirinya.

4. Melindungi hak milik pribadi, nilai-nilai rohaniah dan akhlak.

21Apa yang terjadi di lantai bursa sebenarnya bentuk transaksi yang tidak real
karena nilai saham telah bergulir lepas dari aset yang menopangnya (underlying assest) atau
menggelembung jauh dari nilai yang seharusnya dimiliki oleh saham itu. Jika gelembung
itu pecah maka tidak mustahil akan terjadi resesi ekonomi. (Ibid)

242Beliau adalah staf pengajar jurusan Statistika dan Program Pascasarjana IPB Bogor.

21bid., hlm. 29.

244Solah ‘Abdul Qadir al-Bakri, Islam Agama Segenap Umat Manusia (terj.), (Bogor: PT
Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), cet. I, hlm. 98.
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5. Menghilangkan kezaliman, perbudakan, fanatisme golongan dan rasial.
6. Melarang riba, memberantas kerakusan dan penimbunan.

7. Mewajibkan zakat untuk berbuat kebijakan dan bersikap ihsan kepada
fakir miskin dan orang-orang yang dalam kesusahan.

8. Musyawarah yaitu kaidah pokok pemeliharaan.

Politik dalam mainstream Islam bertumpu pada aspek kebijakan mengurusi
persoalan dan kepentingan umat (ri’ayah asy-syu’un al-Ummah); di dalamnya
menyangkut pula penyelesaian terhadap problem umat di bidang ekonomi.
Kalau kita merangkai sejarah kehidupan ekononi ketika Daulah Khilafah
Islamiyah memayungi kesejahteraan umat, akan mudah kita temukan realitas
politik ini dalam bidang ekonomi. An-Nabhani (1990), merujuk pada nash-
nash syariat dan realita pada masa Daulah Khilafah Islamiyah, mengemukakan
bahwa politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua
kebutuhan pokok (hajat asasiyah) seperti sandang, pangan, dan papan bagi
setiap orang secara menyeluruh serta membuka kemungkinan seluas-luasnya
bagi tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan
tersiernya (hajat kamaliyah) sesuai dengan kadar kesanggupannya. Oleh karena
itu, politik ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf
kehidupan akumulatif dalam sebuah negara semata, yang biasanya diukur
dengan GNP tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya.?*

Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu sebenarnya
merupakan problem utama yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Tidak
terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berakibat pada melemahnya potensi
individu-individu masyarakat dan bahkan dapat mengantarkan pada berbagai
terjangkitnya penyakit dan kematian. Akan tetapi, fungsi negara terhadap hal
ini tidak terdapat dalam teori-teori dasar ekonomi kapitalisme. Sistem subsidi
terbatas yang diterapkan di beberapa negara penganut ekonomi kapitalisme
sebenarnya lebih berfungsi sebagai penambal ketidakberdayaan sistem ini.
Karena fungsinya hanya sebagai penambal, wajar kalau masalah subsidi dari
negara. Bukti lain dapat kita lihat bahwa dua lembaga kapitalisme dunia,
yaitu IMF dan World Bank, selalu memberikan ‘nasihat’ kepada negara-negara
dunia ketiga untuk menghapus subsidi kepada masyarakat.?

245Kusman Sadik, Loc.Cit.
2461 bid.
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Syariat Islam mewajibkan untuk melindungi hal-hal yang bersifat pribadi
dan sosial, serta kesatuan warga masyarakat. Mengenai hak-hak, kewajiban-
kewajiban dan tanggung jawab, menegakkan keadilan dan persamaan antara
manusia tanpa membedakan keturunan, bangsa dan warna kulit. Demikian
pula Islam menghimbau agar melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar.>#’

Menurut Ir. Kusman Sadik, M.Si (2002: 29) bahwa pemenuhan
kebutuhan pokok yang merupakan dasar kesejahteraan individu-individu
masyarakat telah mendapatkan perhatian penuh dalam format sistem
politik ekonomi Islam. Hukum-hukum syariat telah menjamin tercapainya
pemenuhan seluruh kebutuhan pokok tiap warga negara Daulah Khilafah
Islamiyah secara menyeluruh, seperti sandang, pangan dan papan yang
bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu:**

1. Kewajiban bagi setiap laki-laki untuk bekerja. Islam telah mewajibkan
bekerja kepada kaum laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga, atau
kaum laki-laki yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga maupun
orang-orang yang ditanggungnya. Dengan demikian, melalaikan
tanggungan nafkah yang dibebankan kepada pihak laki-laki atas orang-
orang yang ditanggungnya merupakan perbuatan dosa; sama seperti
melalaikan perbuatan wajib lainnya seperti shalat, shaum, haji, zakat,
mengemban dakwah, menuntut ilmu, amar ma’ruf nahi mungkar, dan
lain-lain. Allah Swt. berfirman:

P [P E]
<483y oo 1585 CSUL 3 15800 NG5 (7N oSO ez 1 50
e BTEn(PN]p
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala

penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah
kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al-Mulk [67]: 15).2%

247Solah ‘Abdul Qadir al-Bakri, Op.Cit., hlm. 99.

248Kusman Sadik, Loc.Cit.

249 Ayat ini mendorong manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-
kebutuhan pokoknya. Apabila ada orang-orang yang mengabaikan kewajiban mencari
nafkah, padahal ia mampu untuk bekerja, maka negara dalam hal ini berkewajiban
memaksanya untuk menunaikan kewajibannya. (Ibid)
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Suatu hari, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab memasuki masjid dan
menjumpai dua orang sedang berdoa kepada Allah Swt. Kemudian,
beliau bretanya, “Apa yang sedang kalian kerjakan, sementara orang-orang lain
sedang sibuk bekerja?” Mereka menjawab, “Amirul Mukminin, sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah.”Mendengar jawaban
itu, ‘Umar menjelaskan, “Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah
orang-orang yang bertawakkal kepada Allah.” Mendengar jawaban itu,
‘Umar menjelaskan, “Kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang malas
bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas
dan perak (dinar emas dan dirham perak)!” ‘Umar mengusir mereka keluar
masjid sembari memberikan kepada mereka sekadar biji-bijian sembari
berkata, “Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah”!1?*°

Allah Swt. berfirman:
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Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105)%!

Ayat di atas adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat yang berbicara
dan menganjurkan manusia untuk beramal dan bekerja. Dalam pandangan
Islam bekerja yaitu mencakup seluruh aktivitas pengerahan potensi manusia
yang kesemuanya ditujukan dalam rangka menegakkan ibadah kepada
Allah Swt.?*? Berkaitan dengan hal ini, Imam al-Ghazali mengatakan
bahwa penguasa (waliy al-amr) wajib memberikan dan menyediakan sarana-
sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja
adalah kewajiban negara dan merupakan tanggung jawabnya terhadap
pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.>

2507bid.
251QQS At-Taubah (9): 105.
#2Dalam majalah Dakwah: Mitra Dakwah dan Pendidikan, NO.4/Th.1/September 2001

M/Jumadis Sani 1422 H., hlm. 4.
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Kewajiban kerabat dan masyarakat.?** Apabila seorang individu di dalam
masyarakat tidak mampu bekerja karena cacat, usia tua, atau hasil
kerjanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maka
Islam mengalihkan kewajiban nafkah kepada para kerabatnya.

Allah Swt. berfirman:
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Kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
carama'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya. (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Oleh karena itu, seorang anak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap
ibu bapaknya, seorang kakak atas adik-adiknya, dan seorang adik (laki-
laki) atas kakaknya (perempuan), seorang paman (dari ayah) atas
kemenakannya, dan seterusnya.

Dengan memperhatikan hal itu, berarti Islam mewajibkan dan men-
dorong orang-orang kaya untuk menyantuni orang-orang miskin yang
tidak mampu; siapa pun orang-orang miskin itu. Allah Swt. berfirman:

@ IS TetE o - |/’£~.,
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Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS Adz-Dzariyat [51]: 19)

Demikian pula, Islam memberikan pujian yang amat tinggi serta
kedudukan yang mulia kepada orang-orang yang memberikan sedekah,
infak, hibah, hadiah, wakaf, dan lain-lain kepada orang-orang yang tidak
mampu.?>

241bid
2551bid.
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Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika
kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka
menyembunyikan itu lebith baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari

kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 271)

3. Kewajiban negara.?*® Apabila sistem antar individu ini pun belum berhasil
menutupi kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok
maka Islam mengalihkan kepada negara. Alasannya, Allah Swt. telah
memberikan wewenang kepadanya untuk menerapkan hukum Islam
dalam bidang ekonomi, khususnya jaminan atas pemenuhan kebutuhan
pokok rakyatnya. Allah Swt. sudah mempersiapkan dunia dan seisinya
ini untuk dijadikan sumber-sumber yang diperlukan bagi negara untuk
memelihara dan menyelesaikan kebutuhan rakyatnya.

Rasulullah Saw bersabda:

“Seorang imam (kepalanegara) adalah pemimpin (yang mengatur dan memelihara)
urusan rakyatnya sehingga ia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap
orang-orang yang dipimpinnya itu.” (HR Imam Bukhari dan Muslim).

Islam telah memberikan pemecahan secara tuntas terhadap problem-
problem ekonomi yang menyangkut kesejahteraan individu-individu
secara faktual di masyarakat. Islam telah mendudukkan negara sebagai
tiang penyangga dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat yang
bersifat real dan mencegah terjadinya persoalan bubble economy.?>”

Kita harus sadar, pada dasarnya kekayaan yang ada di dunia ini merupa-
kan milik Allah Swt., Allah Swt. berfirman:

#6Kusman Sadik., Op.Cit, hlm. 31.

27An-Nabhani (1990), melalui eksploitasinya terhadap dalil-dalil syariat dan fakta-
fakta historis pada masa Daulah Khilafah Islamiyah, mengemukakan bahwa hukum-
hukum Islam yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu:
(1) kepemilikan (al-milikiyah); (2) pengelolaan kepemilikan (at-tasharruf a-milikiyah); (3)
distribusi kekayaan (tawzi’ats-tsarwah) di tengah-tengah masyarakat. (Kusman Sadik, Ibid.)
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Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)
nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-
budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan
berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-
Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada
mereka) sesudah mereka dipaksa itu.?*$

Dengan demikian, harta merupakan amanat dan titipan dari Allah Swt.,
Allah Swt. berfirman:

Nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa
terhadapnya. (QS Al-Hadid [57]: 7)

Untuk itu, harta kekayaan yang ada di dunia ini hanya bisa dimiliki

oleh manusia apabila mendapat izin dari Allah Swt. melalui aturan yang
disyariatkan-Nya. Dalam hal ini, Allah Swt. membedakan tiga kepemilikan,
yaitu: (a) kepemilikan individu (milkiyyah fardhiyyah); (b) kepemilikan umum
(milkiyah ‘aammah); (c) kepemilikan negara (milkiyyah dawlah). Kepemilikan
individu adalah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat
melalui sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah seperti bekerja,
waris, dan pemberian harta negara kepada rakyat. Kepemilikan umum adalah
kekayaan yang oleh Allah diperuntukkan bagi seluruh umat seperti kekayaan

258QS An-Nur (24): 33.
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alam yang tidak boleh dimiliki secara individual. Kepemilikan negara
adalah kekayaan yang merupakan hak seluruh kaum Muslim, sementara
pengelolaannya menjadi wewenang negara (khalifah) seperti harta fa’i, kharaj,
jizyah, dan sebagainya. Oleh karenanya negara berkewajiban mengelola,
memberdayakan dan mengatur kekayaan milik umat (milik umum).?*

Umar Bin Abdul Aziz dan Ekonomi Umat

Umar bin Abdul Aziz atau yang sering disebut Umar II.2%° Selain dikenal
kesalihannya juga masyhur lantaran hidupnya yang sederhana. Sebelum
menjadi khalifah, hartanya menghasilkan pendapatan 50.000 dinar per tahun.
Setelah terpilih sebagai khalifah, ia dengan segera menyuruh orang supaya
hartanya itu dilelang dan diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian pendapatan
pribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz merosot menjadi 200 dinar setahun.

Selama masa dua tahun lebih lima bulan (717-720 M)?*! memegang
posisi khilafah, sejarah telah mencatat keberhasilan Umar bin Abdul Aziz
memperbaiki ekonomi umat yang sebelumnya morat-marit karena kerakusan
ekonomi umat Umayah dan ketamakan para penguasa di negeri Islam yang
membentang dari Andalus di Eropa sampai Indus di Asia.

Umar bin Abdul Aziz melihat stabilnya umat merupakan salah
satu hasil dari komitmen penguasa dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan. Sebab bilamana prinsip keadilan dan kebenaran itu dipegang
teguh, seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik politik; hukum dan
lainnya, akan berjalan baik tanpa ada pihak tertentu yang dirugikan. Dan
beliau sadar, untuk mengembalikan umat pada nilai-nilai kebenaran, dia
harus memulai praktik kebenaran dan keadilan tersebut dari diri dan
keluarganya sendiri.?¢?

Meskipun Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari kaum
feodal Bani Umayah, namun beliau sangat menentang sikap dan perilaku

29Kusman Sadik, Op.Cit.

2600Umar I adalah Umar bin al-Khattab, buyut Umar bin Abdul Aziz pihak ibu. Lihat
dalam muqaddimah buku Menimba Kearifan Risalah Tasawuf Kontemporer, Karya A. Suryana
Sudrajat, (Jakarta: Tryana Sjam’untuk Corp., 2001), hlm. 1-2.

261Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam (Terj), (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996) cet. I,
hlm. 418.

262Sabili, No. 21/Th,IV-1-14 Juli 1992, hlm. 42.
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feodalisme yang selalu ingin menang sendiri. Beliau tidak setuju terhadap
cara-cara kaum feodal yang menguasai beberapa tanah luas untuk kepen-
tingan kerabat-kerabat istana. Tanah-tanah tersebut diserahkan kepada
yang berhak menerimanya atau dikembalikannya ke baitul mal. Selain itu,
seluruh kekayaan negara yang diperoleh didistribusikan kepada rakyat
yang berhak menerimanya atau harta tersebut dikembalikan ke baitul mal
(kas negara) .23

Beliau menilai, setiap satu dirham uang umat sama nilainya dengan setetes
darah. Karenanya harus dialirkan ke tempat yang pas dan tidak terhambur
hanya untuk foya-foya, hura-hura dan gengsi. Maka pada hari-hari pertama
kepemimpinannya, beliau tarik seluruh kekayaan keluarga Bani Umayah yang
melimpah ruah dan dikembalikannya ke Baitul Mal. Tentu, kebijaksanaan Umar
ini membuat kecewa sebagian keluarga istana, mereka mengkritik siasat ini dan
menentang secara terang-terangan. Menghadapi tantangan ini, Umar berujar,
“Demi Allah aku berharap agar hak-hak orang yang teraniaya dapat dikembalikan pada
pemiliknya dan tidak ada lagi nantinya satu kezalimanpun ”.2%*

Setelah berhasil mengembalikan harta umat yang ada di tangan keluarga
istana, selanjutnya beliau melanjutkan misi pemerintah lainnya. Mereka
adalah sosok umat yang menjadi panutan, dari segi lain, mereka juga para
penanggung jawab yang dibebani untuk mengurus negeri dengan baik.
Oleh karenanya tidaklah patut jabatan dan kedudukan yang mereka miliki
dijadikan alat untuk memperkaya diri.?*

263H. Rohadi Abdul Fatah, Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz, (Ciputat:
PT Logos Wacana Ilmu), hlm. 102-103. Lihat juga dalam Ensiklopedi Islam, Departemen
Agama RI, hlm. 1254.

264Menurut sebagian kalangan Sunni, bahwa khalifah-khalifah Bani Umayah dipandang
sebagai penindas, yang tidak memperhatikan agama, kecuali Khalifah Umar bin Abdul
Aziz. Memang diakui selama pemerintahan khalifah-khalifah Umayah (selama 90 tahun,
661-750 M.) Negara Islam mengalami keagungan dan dapat meluaskan sayapnya sampai
ke Afrika Utara, Spanyol, Prancis Tengah, Afganistan, Turkestan, Punjab, Asia kecil,
Armenia, dan Bizantium. Lihat Tim Penyusun Pustaka Azet.

265Dji antaranya beliau pernah menulis surat-surat kepada gubernurnya yang ada di
Madinah, Abu Bakar Ibn Amr, yang isinya, “Amma ba’du, aku telah membaca surat yang
kau kirimkan kepada Sulaiman (khalifah sebelum Umar). Engkau sebutkan bahwa sudah
menjadi kebiasaan gubernur-gubernur sebelummu, bahwa pemerintah menyediakan
dana untuk sarana penerangan ketika engkau keluar malam pada gelap gulita tanpa alat
penerang sedikit pun itu lebih baik daripada keadaanmu sekarang ini” (Sabili, Loc.Cit.).
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Di samping itu, Umar pun tidak melupakan kesejahteraan para pega-
wainya. Beliau memberikan jaminan gaji kerja yang cukup merangsang
mereka bekerja dengan tekun dan mencegah mereka dari tindakan korupsi
yang akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Beliau juga melarang
para pegawai pemerintah aktif dalam bisnis, karena hal itu akan mendorong
dia untuk berlaku curang. Sebagaimana beliau juga melarang pegawainya
menerima hadiah, karena hal itu dikhawatirkan mengandung unsur sogok
dan membuka peluang untuk memperkaya diri.?s

Umar bin Abdul Aziz juga dikenal tidak mau menerima pemberian
dari siapa pun. Suatu hari seseorang menghadiahkan sekeranjang buah
apel kepadanya. Khalifah menghargai pemberian itu, namun menolak
menerimanya. Orang itu kemudian mengungkapkan contoh tentang Nabi
Saw. yang mau menerima hadiah. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz
berkomentar: “Tidak disangsikan lagi, hadiah itu memang untuk Nabi Saw., tapi
kalau diberikan kepadaku, itu merupakan penyuapan. "7

Dalam kegiatannya memimpin dan terkesan keras kepada keluarga dan
pegawai pemerintah,*® terkandung hikmah, yakni Umar bin Abdul Aziz
merupakan potret seorang bapak yang penuh perhatian kepada putra-putra
umat. Beliau dikenal pengasih dan dermawan serta adil kepada mereka. Di
antara beberapa kebijaksanaannya yang melegakan umat dapat disebut di
sini sebagai berikut:*%

1. Beliau menghapus pajak yang diberlakukan penguasa sebelum secara
sewenang-wenang dengan dalih untuk membangun proyek-proyek yang
akan menunjang program perekonomian pemerintah. Juga dihapuskan
pajak penghasilan yang diberlakukan kepada berbagai kelompok
penguasa selain petani. Kepada non-Muslim beliau hanya mewajibkan
pajak kepada kelompok petani, pengusaha dan pemilik tanah pertanian.

2661 bid.

267Beliau stop praktik-praktik pemberian hadiah yang mahal-mahal dan menghentikan
honor para pengarang pidato yang memuji-muji keluarga raja. Mudah diduga, uang hadiah
dan honorarium itu diambil dari kas negara. (A. Suryana Sudrajat, Op.Cit., hlm. 2).

28Umar bin Abdul Aziz ingin menegakkan clean government and good governance.
(Ibid., hlm. 4).

269Keterangan ini dikutip dari majalah Sabili, Op.Cit., hlm. 42-43. Hal ini membuktikan
bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang adil nan bijaksana, terkenal keimanan dan
ke-zuhudan-nya.
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Adapun pengusaha yang Muslim mereka hanya dikenakan kewajiban
membayar zakat. Sedangkan bagi para petani Muslim juga membayar zakat
penghasilan sebanyak 10% atau 5%. Demikian juga beliau menghapuskan
cukai. Alasannya sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, “Adapun cukai,
hakikatnya dia adalah pengurangan yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman,
“Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-brang takaran dan
timbangannya dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat
kerusakan.?”® Mereka hanya mengubah “nama”. Sebagaimana beliau juga
menghapuskan upeti dari orang yang baru masuk Islam.

2. Umar menekankan pentingnya menerapkan cara-cara keadilan dalam
memungut pajak yang legal (syar’i). Dengan tegas beliau tekankan pula
agar para pegawai memperhatikan kondisi para petani dan pembayar
pajak lainnya. Hal itu agar tidak pula memberi kesan otoriter. Beliau
perintahkan pegawainya agar bersikap elastis serta meringankan beban
pajak kepada mereka yang produksi pertaniannya berkurang karena
berapa sebab.?”!

3. Beliau menerapkan serta meningkatkan jaminan sosial secara umum
yang menyangkut seluruh lapisan rakyat, laki-laki atau perempuan,
besar atau kecil, para fakir miskin, musafir, penderita sakit baik yang
Muslim ataupun kafir. Beliau berkeyakinan bahwa hal ini penting untuk
menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat secara adil. Untuk lebih
mengefektifkan kerja ini dan meningkatkan pelayanan para pegawai
kepada masyarakat, beliau menerapkan sistem terbuka dan menyerahkan
tanggung jawab ini kepada seluruh gubernur yang ada di bawah
kekuasaannya. Dengan begitu setiap wilayah dirangsang untuk mandiri
dalam mengumpulkan pajak dan mendistribusikannya sesuai dengan
keperluan daerah masing-masing. Dan untuk memudahkan proses ini

270QS Hud (11): 85.

2Dalam suratnya yang beliau tujukan kepada gubernurnya di Yaman, Umar
berpesan. “... Engkau adalah penguasa Yaman, rakyat di sana tertekan harus membayar pajak
tanah yang tidak jauh berbeda dari upeti. Mereka harus membayar pajak tanahnya itu dalam kondisi
apapun juga. Apakah mereka sedang paceklik atau panen. Mereka harus membayar pajak tanahnya itu
dalam kondisi apapun juga, apakah mereka sedang paceklik atau panen, susah ataupun senang. Jika
telah sampai suratku ini, hindarilah perlakuan sewenang-wenang kepada mereka dan perlakukanlah
mereka dengan baik. Demi Allah jika engkau hanya mengirimkan kepadaku segenggam gandum, aku
sangat bahagia asalkan hal itu dilakukan dengan baik (Sabili, Op.Cit., hlm. 43).
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pula, beliau menerapkan pembukuan terbuka antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. 27

Kepada seluruh gubernurnya, beliau memerintahkan agar membangun
tempat-tempat penginapan dan guest house di wilayah mereka masing-
masing untuk menyambut para musafir dan menjamu mereka serta
merawat kendaraan mereka. Di antara isi suratnya kepada para gubernur,
beliau menulis, “... jika ada di antara para musafir yang sakit, jamulah
mereka selama dua hari dua malam, dan jika mereka kehabisan bekal,
bantulah mereka secukupnya hingga mereka kembali ke negeri mereka
masing-masing”. Begitu pula khalifah membagikan harta rampasan perang
(Ghanimah)®™ secara adil kepada para mujahid, dan beliau pernah memecat
gubernurnya di Khurasan karena gubernur tersebut tidak memberikan
ghanimah kepada para bekas budak yang ikut berjihad.?”*

Keadilan Umar bin Abdul Aziz tidak hanya terbatas pada hal-hal seperti
di atas saja, tetapi juga mengalir ke sisi lain dari kehidupannya. Marwan Ibn
Surja’ Al-Jazari bercerita, ketika dia masih dalam susunan, khalifah Umar
memberikan santunan sebanyak sepuluh dinar. Sebagaimana beliau juga
memberikan kesejahteraan sosial kepada ahludzdzimmah (penduduk non
Muslim yang dilindungi). Beliau membebaskan upeti dari para pendeta
di Mesir dan menghapus pajak barang-barang milik gereja dan uskup di
sana. Sebagaimana beliau juga memerintahkan gubernurnya agar membagi
harta yang ada di baitul mal kepada ahludzdzimmah setelah dipenuhinya
kebutuhan umat Islam, dan juga ahludzdzimmah itu diberi pinzaman uang
untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Khalifah Umar bin Abdul
Aziz pun pernah menulis surat kepada gubernurnya di Bashrah yang isinya:

“Perhatikan ahludzdzimmah dan berlaku baiklah kepada mereka, jika ada di
antara mereka yang berusia lanjut dan tidak punya harta, bantulah dia. Begitu
pula jika engkau mempunyai budak yang sudah lanjut usia, bantulah dia sampai
engkau mati atau sampai engkau bebaskanlah .27

*2Dengan begitu akan diketahui daerah-daerah yang minus pendapatannya untuk
selanjutnya mendapat suntikan dana dari pusat dan sebaliknya (Ibid.).

23Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang.

2748abili, hlm. 43-44.

251bid., hlm. 44.
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Umar bin Abdul Aziz mempunyai istri anak Raja Abdul Malik. Sebagai
seorang anak raja, ia diberi oleh ayahnya perhiasan dan permata yang sangat
banyak serta diberi sebutir intan yang sangat indah dan mahal harganya.
Sehingga setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah maka
beliau berkata kepada istrinya:?’®

“... Wahai istriku, sebaiknya engkau menyerahkan semua perhiasan itu
kepadaku, lalu saya akan menyimpannya di Baitul Mal, kalau engkau tidak mau
menyerahkan semua perhiasanmu itu, maka lebih baik kita cerai, karena saya
tidak suka hidup dengan kemewahan”.

Mendengar perintah suaminya itu, spontan istrinya menjawab: “Wahai
suamiku, saya akan rela menyerahkan semua perhiasaan itu, namun saya tidak sanggup
berpisah denganmu”. Kemudian Umar bin Abdul Aziz segera menyerahkan
semua perhiasan milik istrinya itu ke Baitul Mal.?””

Dalam masalah zakat, Umar bin Abdul Aziz dikenal tegas. Hal itu karena
beliau menganggap zakat merupakan kewajiban asasi terhadpa umat Islam.
Zakat adalah hak fakir-miskin, tbnu sabil dan lainnya yang tidak dianggap
rendah. Beliau memberikan perhatian khusus dalam mengalokasikan zakat
itu kepada para mustahik-nya di setiap tempat, dan jika tidak didapati orang
yang berhak menerimanya, beliau perintahkan seluruh gubernurnya agar
membeli para budak untuk dimerdekakan. Bahkan untuk mengencangkan
hubungan ikatan sosial sesama Muslim, beliau perintahkan juga kepada para
gubernurnya agar melunasi utang orang-orang yang terjerat. Setelah beliau
mengirimkan instruksinya kepada seluruh gubernurnya agar melunasi utang
orang-orang yang terjerat. Setelah beliau mengirimkan instruksinya kepada
seluruh gubernurnya agar melunasi utang umat Islam, datang sepucuk surat
kepadanya dari seorang gubernur yang mengatakan, “Ada di antara orang
yang berutang memiliki rumah, pembantu, kuda dan perabot rumah tangga”. Umar
menjawab, “Setiap orang Islam harus mempunyai rumah untuk berteduh, pemantu
untuk menolong, kuda untuk berjihad melawan musuh dan perabotan rumah tangga,
dan meskipun demikian tidak mustahil dia itu berutang, maka lunasilah utangnya”. 2’

276Abdul Hadi. AR., Mengungkap Kisah Nyata dari Zaman ke Zaman, (tanpa kota penerbit:
CV Wangsamerta, tanpa tahun), hlm. 92-93.

2771bid.

278Beliau juga pernah menulis surat kepada gubernurnya di Kuffah, “Engkau beritahu
bahwa banyak sisa harta yang masih terkumpul setelah diberikan kepada setiap pejuang. Maka
lunasilah utang di antara mereka dan bantulah orang-orang yang ingin menikah, tetapi tidak mampu
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Dalam suatu kesempatan, Umar bin Abdul Aziz tampak kaget ketika
menerima kabar bahwa salah satu putranya membeli permata yang harganya
mahal sekali. Ia pun segera menulis surat, dengan kalimat:

“Akumendengar kamu membeli sebutir permata seharga 1.000 dirham. Jika surat
ini sampai, juallah cincin itu dan berilah makan 1.000 orang miskin. Lalu buatlah
cincin seharga dua dirham, dari Besi Cina, lalu tulis di situ Allah mengasthi orang
yang tahu harga dirinya yang sebenarnya.”?”

Tidak lama setelah Umar menerapkan sistem ekonomi yang adil dan
seimbang, seluruh rakyat merasakan kesejahteraan yang melimpah, dan
pemerintah pun memiliki harta yang berlimpah ruah sehinggga banyak
sekali proyek-proyek perekonomian dibangun dan dikembangkan demi
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sampai-sampai orang-orang kaya
ketika itu kesulitan mencari orang yang menerima sedekah karena mereka
semuanya merasa cukup dengan keadaan yang ada. Yahya bin Sa’id, Kepala
Urusan Zakat di Afrika pernah berujar:

“Umar mengutusku untuk mengumpulkan zakat di Afrika dan selanjutnya
menyerahkan zakat itu kepada yang berhak menerimanya, namun aku tak
menemukan orang yang mengambil zakat itu budak-budak dan selanjutnya mereka
dimerdekakan. Umar bin Abdul Aziz telah mencukupi mereka, sehingga tidak ada
seorang pun yang butuh kepada zakat.”*%

Bahkan Ibnu Katsir pernah meriwayatkan, “Setiap hari juru bicara Umar
menyeru, ‘Mana orang-orang yang berutang, mana orang-orang yang butuh biaya
nikah, mana orang miskin dan anak yatim yang membutuhkan bantuan?’ Setelah
seluruh orang dari mereka datang, diberikanlah kepada masing-masing dengan bantuan
yang cukup.”?8!

Pada masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, kebijakan ekonomi
yang berbasis pada syariat Allah tersebut mencapai puncaknya yang ditulis
dengan tinta emas oleh Sejarawan Muslim.?$>

membayar ongkos nikah.” (Sabili, Loc.Cit).

2A. Suryana Sudrajat, Loc.Cit.

2808 abili, Loc.Cit.

2811bid.

22Demikian juga Badri (1990) menceritakan bahwa Yahya ibn Sa’ad seorang
karyawan Umar ibn Abdul Aziz, menuturkan, “Saya diutus oleh Amirul Mukminin (Umar
bin ‘Abdul Aziz) untuk memberikan zakat di Afrika, dan saya jalankan tugas itu. Saya mencari

100  Politik Ekonomi Syariah



Demikianlah gambaran singkat sebagai teladan mengenai politik
ekonomi dalam negeri Daulah Khilafah Islamiyah, khususnya dalam masalah
pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian harta-harta kepemilikan
umum. Semua itu telah disyariatkan oleh Allah Swt. dalam mewujudkan
kehidupan manusia yang sejahtera, berkecukupan, sehingga semua
kebutuhan warga masyarakat dapat terpenuhi dan mendapat perlindungan
hidup yang layak; karena kekayaan alam ini memang diciptakan oleh Allah
Swt. untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Usaha membalik arah
jarum kebijakan sistem kapitalisme menuju pada sistem Islam dalam bingkai
Daulah Khilafah Islamiyah tidak hanya menjadi sebuah wacana dan cita-cita,
tetapi kini telah menjadi keniscayaan yang mendesak. Bahkan, hal ini telah
menjelma menjadi basis perjuangan kaum Muslim yang senantiasa tumbuh
dan berkembang di belahan bumi manapun. Insya Allah. Wallahu ‘Alam.?®?

orang-orang fakir di sana dan diberi zakat, tetapi saya tidak mendapati adanya orang-orang fakir dan
miskin yang mau menerima zakat. Orang-orang mengatakan, ‘Umar bin Abdul Aziz yang membuat
orang-orang menjadi kaya”, (Kusman Sadik, Op.Cit., hlm. 34).

2837bid.

Bab 5 Pembiayaan dan Pembelanjaan Negara Versi Syariah 101






URGENSITAS STRATEGI
PERTUMBUHAN EKONOMI

ﬂgenda pokok yang semestinya tersusun adalah suatu strategi yang jelas
alam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini perlu untuk
memberdayakan usaha-usaha kecil menengah dalam rangka memajukan
sumber daya mandiri. Demikian juga bagaimana peranan UKM dalam
investment planning dengan segala wacana pembangunan kelembagaannya
dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.?*

Oleh karena itu, sangat urgen dalam penyusunan suatu strategi pem-
bangunan pro-kerakyatan dan anti-kemiskinan serta anti-kesenjangan. Dalam
pengertian ini untuk menghindari ketimpangan sosial; yang pada reformulasi
strategi pembangunannya menempatkan UKM sebagai actor determinan dalam
proses industrialisasi dan proyek-proyek pertanian.?®

24Hal ini juga menyangkut pengembangan kemitraan dalam hubungan antara bisnis
besar dan UKM. Karena jika kita tanpa suatu strategi yang jelas, kemungkinan besar yang
bisa diduga bahwa pada gilirannya nanti akan menjadi factor terpenting yang semakin
memperlebar kesenjangan social. Dalam pemahaman ini lihat pemapran Dr. Didin S.
DAmanhuri, SE., MS., dalam Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21, (Jakarta:
PUsatak Sinar Harapan, 1995), cet. I, hlm. 222.

25Menurut Dr. Didin S. DAmanhuri (1996:222) perkara mobilisasi tersebut memang
akan tetap memerlukan para pelaku bisnis besar baik lewat instrument pasar modal, dana
off shore, penerbitan surat-surat berharga, dan seterusnya. (Ibid).
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Dalam proyek-proyek pertanian dilaksanakan menurut hukum-hukum
syara’ yang terkait dengan tanah, sehingga proyek-proyek untuk produksi
(pertanian itu) sebagai proses kerja yang legal. Negara bertanggung jawab
dengan memberikan harta kepada orang yang tidak mampu di antara para
petani sebagai subsidi bagi mereka sebagaimana yang dilakukan Umar
bin khatab ketika memberikan tanah sesudah futuhat pembebasan dari
kekuasaan sistem kufur tetap pada rakyat pemiliknya serta memberikan
kepada para petani jumlah harta (untuk pembiayaan produksi pertanian)
yang diambil dari baitul mal, sedang proyek-proyek infrastruktur seperti
membangun jembatan-jembatan, dan membuat saluran-saluran air, serta
lahan-lahan contohan, atau apa pun yang sejenis dengan itu maka negara
yang bertanggung jawab, tetapi sesuai dengan hukum-hukum keseimbangan
(Ahkam Al-Muwazana) artinya proyek proyek pertanian tetap sifatnya
merupakan garapan individu.?¢

Demikian pula proyek-proyek perindustrian, maka hukum syara’; yang
terkait dengan pendistribusian yang akan menentukan siapa pelaksana
proyek itu. Apabila pabrik industri itu termasuk dalam kepemilikan umum,
maka harus dikuasai oleh negara. Tidak dapat dimiliki oleh individu.
Jika pabrik-pabrik tersebut memproduksi barang-barang tidak termasuk
kepemilikan umum, yakni termasuk kepemilikan individu, namun negara
boleh memilikinya. Meskipun demikian, tidak ada dalam Islam apa yang
dikatakan oleh sebagian orang yaitu mengutamakan sektor-sektor publik
atas sektor-sektor privat dalam produksi serta apa dikatakan oleh sebagian
yang lain yaitu mengutamakan sektor-sektor publik atas sektor-sektor
privat atau yang sejenisnya. Tidak demikian, sebab hukum-hukm syara’telah
membatasi proyek-proyek untuk produksi yang termasuk kepemilikan
negara dan individu mana proyek-proyek untuk produksi yang termasuk
kepemilikan negara dan individu dan yang boleh dimiliki oleh negara.
Masalahnya yang wajib dijadikan sektor-sektor publik atau sektor-sektor
privat ditentukan oleh syara’. Namun yang dimaksud adalah tentang
pabrik-pabrik yang termasuk milik umum. Di mana boleh dijadikan sektor-
sektor publik, tetapi hukum asalnya tetap sektor-sektor privat. Dalam

26Dji negeri-negeri Islam, apabila menjadikan politik ekonomi Islam sebagai politik
ekonominya, maka pengadaan proyek-proyek untuk produksi harus mengikuti pandangan
hidup Islam (Al-Malik, Op.Cit, hlm. 193).
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kondisi ini timbul ijtihad. Apakah tetap atas hukum asalnya atau negara
boleh melakukannya jika dalam melakukannya negara melihat adanya
kemaslahatan bagi negara.?’

Pada dasarnya politik ekonomi Islam telah membatasi proyek-proyek
yang wajib dikuasai oleh negara atau menurut definisi mereka sebagai
sektor-sektor publik. Demikian juga Islam telah membatasi proyek-proyek
yang dikuasai oleh individu-individu atau dalam definisi mereka disebut
sektor-sektor privat. Politik pertanian merupakan wilayah sektor-sektor
privat di mana tidak perlu bagi sektor-sektor publik selain membantu para
petani dengan berbagai hibah dan membangun infrastruktur, bukan pada
proyek-proyek produktif. Politik industri terbatas pada sektor publik selama
industri-industri itu memproduksi barang yang termasuk dalam kepemilikan
umum. Industri barang-barang selain kepemilikan umum termasuk sektor-
sektor privat. Tetapi tidak dilarang sektor publik sebagai sebuah badan
hukum semisal perseroan-perseroan, masuk ke dalam industri wilayah
sektor privat tersebut.??

Menurut Abdurrahman al-Maliki(2002: 207) proyek-proyek ini, baik
yang termasuk dalam sektor-sektor publik maupun sektor-sektor privat,
semuanya membutuhkan dana untuk membangunnya. Dari manakah
pendanaan proyek-proyek tersebut? Jawaban atas hal itu adalah sebagai
berikut. Jika proyek-proyek tersebut termasuk sektor-sektor privat yakni
proyek-proyek yang dimiliki individu-individu, maka jelas pendanaannya
diserahkan pada masing-masing individu, perseroan, kelompok, agar masing-
masing dari mereka mendanai proyek-proyeknya dengan cara yang menurut
mereka baik, baik dengan cara berutang atau yang lainya. Baik utang dari
dalam negeri atau luar negeri. Namun utang-utang (yang bersifat ribawi)
dan bantuan-bantuan yang berdampak pada bahaya (dhoror) harus dilarang
(dihindari).?®?

27Dengan demikian, pembangunan proyek-proyek untuk produksi juga harus
sesuai dengan hukum-hukum syara’. Meskipun dalam pelaksanaannya bersifat universal.
Proyek-proyek yang ada di Rusia sama dengan yang di Amerika dilihat dari aspek teknik
dan sainsnya. Namun berbeda dilihat dari aspek fasilitasnya, yakni dilihat dari aspek
kepemilikannya. Begitu juga keadaaan itu wajib ada di negeri-negeri Islam. Asas inilah
yang harus dijadikan kajian dalam merancang dan memotivasi peningkatan kekayaan
atau pertumbuhan ekonomi (Ibid., hlm. 193).

2887hid., hlm. 207.

2897bid.
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